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ABSTRAK

Nama : YUSTINA PRATINI
Program Studi @ Magister Kenotariatan
Judul :"PROSPEXK  PERMODALAN  KOPERAST DENGAN

PENYERTAAN MODAL DALAM BENTUK HAK ATAS
TANAH (Studi tentang propek pemberian Hak Guona Usaha
pada koperasi perkebunan di Kabupaten Sanggau).”

Tesis inl membahas tentang prospek permodalan Koperssi dalam bentuk
penyertaan modal oleh para anggola koperasi berupa hak atas tanah, kKhususnya
pada koperagi-koperasi perkebunan. Penglitian ini adalah peneliban deskriptif,
eksplanatoris dan evaluatif, Hasil penelitien dimaksudkan untuk memberkan
saran ierhadap pembeharuan hukum perkeoperasian dan bukum pertanahan
terutama pemahaman atas cara-carg pemupukan modal koperasi dan inbreng hak
atas tanah, yang berhujuan untak memberikan perlindungan kepemilikan hak atss
tanah darl kelompok masyarakat vang termayjinalkan yaknt para petani.

Kata kunci;
Koperasi, peniyertaan modal, inbreng
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This thesis discusses the prospects of capital in the form of cooperative capital
participation by the members of the cooperative form of land rights, especially in
the plartation cooperstives, This research is deseriptive research, explanatoris and
evaluatif. Results of research intended io provide legal advice to the renewal of
Cooperative and land law, especialiy on the ways of enhancement and cooperative
capital by investment of Jand rights, which aims to provide protection of
ownership rights to the land from community groups, namely the farmers.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Modal adalah sumber daya uiema pengembangen perekonomisn
bangsa. Tanpa modal tidak ada investasi, dan tanpa investasi mustahil ada

pertumbuban ekonomi.'

Negara yang mamps  memproduksi  modal  aksn  mampu
raenyejahtorakan rakyataya. Hal itu tergambar di negara-negara barat. Negara
Barat mampu memproduksi modal bagi  pengembangsn  ekonominya,
Sebaliknya, negara-negara komunis dan nepars-negara berkembang lainnya
tidak mampu, sehingga kekayaan tidak terbentuk. Perbedaan yang mencolok
antara negara Barat dan negara berkembang adalah aset di nopara-negara
Barat depat dikonversi menjadi modal untuk mepingkatkan produktivitas
karena adanyz legalitas dan keteraturan dalam pomilikan asset. Sebaliknya
sumber daya yang demikian kayanya di negara-negara berkembang seperti

"Kaman Nainggoten, Kesulitan Aset Menjadi Modal, Kompas 2003, hslaman 33
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Indonesia sangat sulit dikonversi menjadi modal.”

Sangat lazim terjadi hak pemilikan atas svmber daya tidak
terdokumentasi dengan baik sehingga aset ini tidak dapat dikonversi menjadi
maddal, Aset juga tidak dapat digunskan sebagal jaminan pinjaman, dan tidak
berharga sebagai saham investasi. Negara Barat telah memiliki tatanan hukum
yang majl yang mampu merepresentagikan aset yvang dimiliki schingga mudah
dikonversikan menjadi modal, Dengan proses ropresentast aset inilah negara
Barat menginjeksi kehidupan kepada sset dan menghasilkan modal hidup.?

Kebanyakan negara-negara miskin memiliki baria tetapd tidak memiliki
proses represeniasi asetnya uniuk dijadikan modal. Mercka memiliki rumah,
tetapi tanpa hak kepemilikan, Maka tidak mengherankan demikian banyaknya
aset di negara berkembang yang berupa modal mati {death capital) inilah
ruistert modal seperti dikemukakan Heraando De Soto.”

Aset sebenarmya dapat divbah dari suatu yang invisible menjadi visible
dengan proses konversi., Tetapi, hanya negara-negara Barat vang dapat
melakokan hal ini, Hemande De Soto melatut kajian-kajian yang mendalam i
berbagal negara berkembang membantu pemahaman kifa tentang mister
modal dan sumber permodalan sehinggas depat mengoreksi kegagalan-
kegagalan ekonomi negars-negara berkembang.”

Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan dengan adanys modal
kega maka usaha agroindusti perumahan di pedesaan dapat berkembang
dengan baik. Ribuan bahkan jutaan usaha agrobisnis akan dapat berkembang
dan mnenyersp banyak tenaga kerja manakala tersedia modal vang mudsh
diakses disertal pelatihan fentunya. DI perkotsan tamah secara cfektif
dipergunakan sebaga: jamiman pokok dalam memperoleh kredit perbankan.
Petani Kelapa Sawit memiliki berhektar-hekiar tanah, tetapi di Kabupaten
Sanggau, masih terislu banyak tanah-tansh yang dibiarkan terbengkalai idak

*thid
*rbid
Ibit
‘thid
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dinsahakan. Sepaniang perjalanan dad Pontianak mepuju Sanggau masih
banyak tanah yang hanya ditumbuhi semak belukar,

Saat int tumbuh subur koperasi-koperasi perkebunan, Berdasarkan data
pada Dinas Koperasi Kabupaten Sanpgau tercatat lebib dari 100 (seratus)
badan hukum koperasi, diantaranya adalah Koeperasi khusus yang bergerak di
perkebunan maupun yang jenis koperasi vang lain yang berada di wilayah
perkebunan, wakwopun perkembangannya Hdakiah sepesat Koperasi Kredit
atay yang lebih dikenal sebagai Credit Union. Kendala klasik yang dihadapi
adalab permodalan.

Pengertian permodalan dafarn Undang.undang perkoperasian yang
berupa Simpanan pokok maupun simpanan wajlb oleh anggota diperivas
selain dalam bentek juran berwujud sejumlah uang, seharusnya jugs bisa
memasukkan tanah ("Inbreng" tapah} sehagai salash saty modal untuk
memperbesar  permodalan  koperast itu  sendint, mekanisme untek it

seharusnya mulai dipikirkan,

Hakekat pendirian sebuah koperasi sebagal diungkapkan oleh Charles
Gide yang berbunyi “kalan man berkembang dan tetap sctia pada dirinya
sendiri dan tidak menyimpang menjadi bentuk lzin, maka nilat moral yang
mendasatinya harus merupakan realita-reslita hidep meupun tingkah Iake
CIANg-0Tang kczzuar'asi”"ﬁ . Dengan perkataan lain hakikat perkoperasian bukan
ditentukan oleh nama yang disandangnya astau hak badan hukum yang
diperclehnya darl pemerintah, skan tetapi apakah asas dan prinsip-prinsipnya
sudah merupakan reliata-realita Hidep dalam kegiatan maupun fingkah laku
koperasi dan anggotanya (Koermen, 2003)°

Casselman mendifinisikannya sebagal bertkut “cooperation is an
econontic system with social contrast”, herarti koperssi mengandung dua

unisar, yaita unsur ekonomi dat unsur sosial, Koperast merupakan suaty sistem

®Andjar Pachia W, Myra Rosa Bachtiar, Nadia Maulisa Benoraay, Hukien Koperesi Indonesia,

Pemshaman, Regula, Pendirian don Modal Usaha, Ed. 1, Cet. 2, Jakarter Kencona 2807, halaman
1,

Ihid, halamen 21
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dan sebagaimana diketabudi gistem itu merupakan himpunan komponen-
kompones zlau bagian vang saling berkaitan vang secara bersama-sama

berfungsi mencapai tjuan bermotif ckonomi atau mencari keuntungan.®

Pandangan-pandangan tersebut di atas, sesumgguhnya bisa menjadi
jembatan bagi Keperasi-koperasi khususnya vang ada di Wilayah Kabupaten
Sangpau untuk memasukkan tanah {“/nbreng” tangh) menjadi salah satu dan
unsur parmodalan perkoperasian, Tanah bagl seorang petani adalah modalnya
utama, laln menpapa justry aset utama ity 2k terwakili dalam pendirian
koperasi  yang berfujuan  untuk  meningkatkan kemakmuran  petani.
Perkebunan-perkebunan besar felah menjamah tanah-tanah masyarakat di
Kabupaten Sanggau, Koperasi-koperasi pun telah banyak didirikan, vang pada
umumnya  difasilitasi  oleh  perusahaan-perusahaan perkebunan  yang
membangun porkebunan di Wilayeh Kabupaten Sanggau. tefapi masih
terbatasnys jumlah Koperasi yang berhasil dan mandid  dan dibangun dari
oleh dun wuntk masyarakal petani itu sendiri, vang iemabami benar
kemampuan  ekonomi  aogpolanva  belom  pemsh  sunggub-sungguh
memandang tanah yang dimiliki/dikuasal oleh anggotanya schagai aset yang

dapat diperhitungkan dalam permodalan koperasi. Anggota koperasi vong
ummumnya berlatar belakang petand, kekayaan utama mereka adalah tanah-
tanah mereka, Inilah yang memberikan inspirasi untuk memperluas

pemahaman ferhadap pengertisn permodalan vang dikenal dalam koperasi
selama ind,

Tanah merupakan sumber penghidupan dan kehidupan sebagai tempat
tinggal maupun sebagal faktor produksi yang dapat dimiliki, schingga
mempunyat kedudukan penting dan steategis dalam masyarakat. Oleh karsna
itu, negara schagal organisagi kekuatan rakyat memandang perlu untuk
mengasai bumi, air dan rusng angkasa lermasuk kekayaan zlam yang
terkandung di dalamnya. Secara fundsmental, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
telah memberikan landasan normatif bahwa kebijakan pertanahan nasional

berfujuan untuk mewyjudkan sebesar-besarnys kemakmuran rakyat secara

81hid, halaman 21
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adil.”

Hak menguasai dari nepara vang dimaksud Pasal 33 ayat (3) UUD
1945 bukan berarti bahwa selumh tanah dan wilayah Indonssia dimiliki oleb
negara, melainkan membeni wewenang kepada negara untuk mengatur dan
menyelenggarakan peruntukan, penggunsan, persedizan dan pemeliharaan
buini, air dan ruang angkasa, Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan
hukum avtara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. Menentukan
dan mengatur  hubumgan-hubungan anfara orang.-orang dan  perbuatan.
perbuatan hukum mengesnat bumid, air dar ruang angkasa yang berkaitan
dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960,

Menurut hukum posifif, "tanah negera” adalah bidang-bidang tanah
yang belum ada hak atas tanah atau bekas hak yang babis mass berlakunya,
Tanah ini langsung dikuasal nepara dan berfungsi untek kepentingan publik
atau perlindungan. Negara menjadi organisasi kekuasaan tertinggi untuk
mengelola tanah dan sumber daya slam lainnya sebapai sset bangsa. Pada
prinsipnya, konsep Hukum Tanah Nasional adalah konsepsi bukum adat yang
ditingkatkan cakupannya meliputi semua tanah digeluruh wilayah Indonesia."
i sisi lain, "tansh ulayat” juga sesungguhnya mempunyai spirit yang sama.
Tarah ulayat merupakan sumber daya ysng diperuntukkan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran warganya, Bidang-bidang tangh, dimanapun di wilayah
Kalimautan Barat, adalah tansh ulayat. Tanah-tanah vang fidak “dikuesai”
sevara pobadi dengan sendirinya menjadi ulayat, sebagai cadangen untuk
nanti didistribusikan jika ada yang membutuhkan 2

Terkait dengan kewenangan pemerintzh untuk mengatur penggunaan,
peruntukkan dan penyedinan tanah, maka hak-hak privat termasuk hak milik
atas fanah warga dapat diambil alih atau dicabut haknya guma pemensghan

*Boedi Harsono, Hufaon Agraria Indonesia, Himpunan Peratwran-peraturan Mukuam Tanah, Bd,
Revisi, Cet. 13, Jakara: Djsmbatan, 2006, halaman 5.

'1bid, halarsan &

USatwuti, Pemanfaatan Tanah Hayer uniuk Pengembangan Agribisnis Perkebunan. Pusat

Anatisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertawian, Badan Lithang Pertanian, Bogor, 2002, halaman
2

P1bid, hataman 2

Lniversitas indonesia

Prospek Permodalan..., Yustina Pratini, FH Ul, 2009



kebutuhan atas tangh yang diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan
pembangunan wntuk kepentingan umum, Namup, pengambilalihan tanah haros
memperhatikan prinsip keadilan sehingpa tidak merugikan pemilik asal. Salah
satu prinsip dasar dari pengambilalihan tanah vang universal adalah o
private property shalf be token for public use without just and fair
compensation”, artinya proses pengambilalihan tanah dilakukan denpan
kompensasi yang jujur dan adil (Landpolicy org: 2003). Namun, dalam
prakicknya prinsip-prinsip ini sering terabaikan dengan sikap pragmatisme
aparat pemerintah.

Menarik untuk mencatat kutipan dari deklarasi yang disampaikan oleh
Serikat Petani Kelapa Sawit Distrik Sanggau, Kalimantan Barat, yang pernah
mendeklarasiken pada tanggal § Juni 2008 dampak-dampak yang ditimbulkan
oleh Perkebunan Kelapa Sawit yang ielsh banvak merubah kondisi alam dan
kesejahterasn masyarakat adat Kalimantan Barat sebagai berikut: '

“The development of il palm planiations has played @ siguificant role in
improving peoples” incomes, particularly of those involved In partnerships
with the oil palm plantation compaies. However, this does not mean that the
development of oil palm planiations has been without any problems. Ever
sinee the initial developments of 0il palm plantations in the district, there have
been significamt and growing concerns and serious impacls on lpcal
comnunities, especiaily small oil palm farmers, among others:

¢. Land acqasition for oil pabn developments has not recognised the
customary rights of indigenous peoples and the rights of local
communtties,

b. Allocations of formers’ plots are ohvieusly unfeir, not transparent and
have been accomparied by falsified promives, infringed agreements and
the fraudulent application of the relevant regulations;

e Compensation, ¥f any, paid for land has been insuffivient;

d. Credit has been decided withowt nvolving Jarmers in a participatery
manner;

¢. Farmers ave not involved systematically in the process of pricing of Fresh
Fruit Bunches {FFB) so that the prices ave not based on an agreed
CONSENSUS,

f dwcal communities do not have opportunity to be emplayed as workers on
nucleus plantations and CPO processing mills;

g The main and connecting roads i the smaltholders’ oil palm plots get lack

Yibid hataman 4

“Serikat Petans Kelapa Sawit Sangpau Diswict, West Kalimantan, indoncsia, Wisma Tabor Pusat
Damat, & June 2006,

Universitas Indonesia
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of matntenance by both the companies and the government,

#. The areas of ofl palm plofs allocated to smaltholder are not commensurate
with the areas of land released by the commuaniiies for oi palm
developmeny,

f. Sveial conflicts have resulted between communities and companies,
Between conumunities and the goverument, and within the communities;

J.  Euvirowmental polhution by mill effluesmts and chemicals used in the oil
palm plantations of downstream river waters, soils and the air is a serivus
problem:;

& Companies do not recognise ard respect local eustomary lows and
applicable national faws.

Masalah-masalah sebagai diperjuangkan oleh Serikat Petani Kelapa
Sawit, telah berlangsung cukup lama, masalah-masalah i perkebunan
sesungguimyz telah dimulal sejak  perkebunan-perkebunan di  bawah
pemerintahan Belanda yang mengambi! tanah-tanah masyarakat secara paksa.

Sebelum UUPA, pemerintahan Belanda pada wakta #tu” hanva
mengakui tanah-fanah yang kepemilikannya 1slah sesvai dengan sistem
pendaftaran yang bertendensi positif, sehingga tanah-tanah masyarakat yang
tidak pernah ferdaftar dalam sigtem positif tersebut tidak diakui pula sebagai
tarah-tanah masyarakat. Ketika terjadi peralihan pemerintahan dari Belanda
menjadi Republik Indonesia, masalah tanah-tanah perkebunan vang diambil
dari masyarakat, juga fak pernah sungguh tersclesaikan hingga saat ini
Perkgbunan-perkebunan sepenuhnya menjadi milik negara, tanpa pula
menyelesaikan kepemilikan tanzh-tanah masyarakss,

Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tabun 1960, Pagal 30
disebutkan bahwa yang dapat memiliki Hak Guna Usaha adalah Warga Nepara
Irdonesia, dan/atan Badan hukum vang didirkan menurat hukun Indonssia
dan berkedudukan di Indonesia.'® Ketentuan-ketentuan sebagai discbut di atas,
membuka peluang bagi koperasi-koperasi khususnya koperasi perkebunan
untuk dapat mengajukas permohonan hak guna usaha. Koperasi adalah salah
satu badan hukum yang didinkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan

** Martua Sirsit, Chip Fay, A. Kuswors, Bagaimane Hak-Tak Masyarakat Hukum Adet dalasm
Mengelola Sumber Duye Alam Diziwr, Southenst Asia Policy Research Working Papar, No. 24,
halaman 6§,

'*Undang-undang Nomer § Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokek Agrarte, Pustaka
Mereh Putih, Yogiakarta, halaman 20

Universitas indonesia

Prospek Permodalan..., Yustina Pratini, FH Ul, 2009



di Indonesia, maka tak ada alasan untuk menyatakan bahnwa Koperasi tidak
dapat diberikan Hak Guna Usaba. Koperasi menjadi satu-sstunya Badan
Hukum yang dapat dijadiken sarans untuk mencspai Kemakmuran magysrakat
khususnya petani/pekebun vang adalah masyarakat Indonesia, schagai di
jamin dalam Pasal 33 Undang-Undang Diasar 1945,

Permasalahan di bidang pertanahan yang menonjol dalam pra
reformasi hingga pascareformasi, adalah konflik di atas tanah perkebunan
vang telah diterbitkan Hak Guna Usaha kepada PT (Persero} Perkebunan
Nusantaza XIII dan perkebunan swasia lainnya baik dalam bentuk PMA
maupun Perseroan Terbatas. Sengketa atan kasus-kasus perkebunan umumnya
adalah sengketa ataw kasus antara masyarakat di satu sisi dan perusahaan
pemegang Hak Guna Usaha dalam bentok perjarahan hasil perkebunan dan
pendudukan tanah-tanah perkebunan dengan alasan untok pemenuhan hidup
akibat dan desakan krisis ekonomi. Sementara untuk tanab-tanah Hak Guona
Usaha fersebut dalam keadaan tidak fanam atay memang disediakan untuk
replantasi atau perermafaan tanaman.

Perkebunan Kelapa Sawit di Sanggas dimulai sejak tahun 1979, vang
diadakan di atas tanah milik penduduk khususnya suku Dayak, yang
menguasainya secara perorangan, maupun melalui pewarisan secars turun
ternurun yang meliputi kawagan yang cukup lvas, Berdasarkan data statistik
pemerintah Kabupaten Sanggau tahun 2005, fercatat total area perkebunan
Kelapa Sawit telah mencapal 131,148,64 hektar, 26.512,60 hekfar dikuasai
oleh perseroan vang dimiliki oleh negara 30.453,40 hektar dikuasai oleh
perusahaan swasta, 21.999,30 hekiar dikvasai oleh perusahaan asing dan itn
berarti, sisanya sebesar kurang lebih 49,729,24 hekiar dikuasai oleh petani
setempat.'’

Meskipun demikian sampai saat ini kepemilikan gtas tanah-fanah yang
diknasai oleh perusahaan-perusahaan baik swasta maupun negara masih

menimbulkan permasalahan berkenaan dengan proses permohonan haknya

7 Sadan Pusst Statistik, 2003
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dahulu yang dilakukan dengan pembshasan tanah dengan istilah “penyeraban
hak™ dari masyarakat kepada perusahasn, dan yang berakhir dengan
pemberian Hak Guoa Usaha atas nama perusshaan tersebut oleh Badan
Pertanshan Nasional melalu) Kantor Pertanahan Kabugaien Sanggau.

Sementara tu dengen adanya upaya-mpaya wntuk mencan samber
energl alternatif, perkebunan Kelapa Sawit semakin berkembang di Kabupaten
Sanggau dengan proses “pembebasan tansh” vang cukup menarik, dimana
perugahaan-perusahaan swasta menawarkan kerjasama berupa penawaran
pengelolaan perkebunan kelapa sawit, dengan menghimpun para petani
pemilik Iahan dalam suaty badan hukum dengan wujud Koperasi. Koperasi
yang seharusnya tumbuh atas inisiatif anggotanya justru tak terwajud. Kendala
klagik adaleh permodalan.

Dengan iatar belakang Ji alas, maka penulis terinspirasi untuk
melakukan penelitian karena banysknya sengketa tanch antara petand dan
perkebunan, banyaknys petani vang kehilongan hak atas tansh mereka vang
telah mercka serabkan kepada perksbunan-perkebunan dengsn  system
kemspensasi yang tidak cukup adil, pengadaan Ishan untuk perkebunan
(khususnya kelapa sawif) fidak memperhatikan hak-hak petani setempat
{petani pemilik tansh), penentuan beban kredit t2npa melibatkan petan] secara
partisipatif. Adalah penting untuk mencari upaya penyelesaian permasalahan-
pormasalahan diatas, Pakis bzhwa tansh dan petani adalah safu kesatuan,
maka upaya menggahl lebih lanjut objek pencliian menjadi sangat
berguna/bermanfaat untak mencari solusi bagl para petani untuk mandapatkan
status hakum aias tarah mereka yang akan mercka masukkan {inbreng) dalam
permodalan koperasi, dengan adaays inbreng hak atas tanah mereka, selain
dapat dijadikan sebagai seforan “modal”, juga tetap memberikan jaminan bagi
petani untuk tetap memiliki tanah yang dijadikan fnbreng,

. PERMASALAHAN

Untuk mempertajam maksud dan tujuan penelitian ini, genulis
membagl dalam 3 {tiga) pertanyaan penelitian sebagai inti dari latar belakang
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di atas, sebagal berikut:

1. Bagaimana undang-undang perkoperasian dan undang-undang pokok
agraria memandang Mnbreng hak atas tanah?

2. Mengapa Inbreng hak atas tanah dapat dijadikan modal dalam koperasi?

3. Apa akibat hukum Inbreng hak atas tanah dalam: permodalan kaperasi?

. METGDE PENELITIAN

Untuk memperoleh jawaban-jawaban atas permasalshan di atas,
penulis memilih metode penelitian deskriptif, ckeplanatoris dan evaluatif,
Dengen metode-metode itu penulis bexanggapan bshwa atas 3 (tiga)
permasalahan ifu, fyjuan penelitian dapat dicapal dengan memberikan
gambaran atas akar permasalaban, memaparkan atsupun menguratkan apa
vang telah diketahui berkaitan dengan pemmodalan koperasi dan akhirnya
mengevaluasi sekaligus mengkritisi ketentuan-ketentuan yang berlaku selama
ini, schingga maksud vniuk mengimplementasikan inbreng hak atas tanah
(terutama HGLY) dalam permodalan koperasi, dapat dijadikan solusi untuk
menyelesaikan atan setidak-fidaknva memberikan jalan untuk mengurangi
masalah pertanahan di perkebunan,

Sumber data, pengolahan data dan analisis data diperoleh dengan cara:

1. Data primer diperoleh dari nara sumber betupa wawancara yang dilakukan
kepada Dinas Koperasi Kabupaten Sanggau, Dinas Kehutanan dan
Petkebunan Kabupaten Sanggau, Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggan,
Manager PTPN XI Gunung Melian, berikut beberapa koperasi yang
dipilih secara random yang berada di wilayah perkebunan Sanggau.
Pendapat-pendapat mercka dibarapkan dapat lebih memperjelas gambaran
permasalah yang terjadi di lapangan dan bagaimana mereka menyikapinya,
serfa pengamatan selama bekerja sebagal Notaris di Kabupaten Sanggau.

2. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan
yang sifatnya tertulis, bailk dalam bentuk asli maspun olahan yang

Liniversitas indonasia

Prospek Permodalan..., Yustina Pratini, FH Ul, 2009




H

diperoleh di perpustaksan, Dinas Koperasi, Kantor Perianahan, dan
laporan-laporan perusabaan maupun kopevasi. Disamping bahan-bahan
primer manpur: bzhan sekunder yang ditermui melalni  peraturan
perundang-undangan, buku-buku, artikel, opini, hasil-hasil pencliian
herupa laporan-laporan yang dapat mendukung maksud dan tujnan

penelitian ini.

3. Pengolzhan data dan analisa data dilzksanakan dengan pengelompokan
sumber-sumber data yang berkaitan dengan pokok babasan yakni fentang
perkoperasian dengan menganalisa kefentuan-ketentuan yang berlaku atau
hukem positif terhadap prakick vang teriadi di duniz pericoperasian,
Kemudian data-tata yang berkzitan dengan Hak Guna Usaba terutama

ketentuan yang diatur dalam Undang-undang pokok Agraria dah peraturan
pelaksanaannya.

4. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan akan disusun sebagai berikot:
Babl PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan,

pokok permasalaban, metode penelitian dan sisternatika penulisan.

Babll  POKOK BAHASAN

Dalam Bab H ini terdapat pokok bahasan akan coba
diuratkan dengan menpuraikannya dalam beberapa sub bahasan.
Berdasarkan judul talisan maka sub-bab yang dimaksud adalah:

1. Permodalan dalam Koperasi,

Dalam bab ini akan diuraikan tinjauan teoritis
berkenaan dengan permodalan koperasi, yang diawali dengan
definisi dan karakteristik koperasi, arti modal bagi koperasi,

sumber modal koperasi, sumber-sumber pormodalan kopeorasi
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Bab {11

dalam Undang-undang Koperasi.

. tak Guns isaha

Tanah-tanah perkebunan cenderung memeriukan {nasan
vang sangat besar, makz hak atas tanab yang skan dioraikan
lebih lanjut lebih dityjukan padas Hak Guna Usaha. Qleh
karenanya dalam bab imi akan diuraikan tinjauan teoritis
berkenzan dengan Hak Guna Usaha sebagai diatur dalam
perundang-undangan di Indonesia vang bersumber pada
Undang-undang Pokok Agrana, didahului dengan pengertian
Hak Guna Usaha, subyek Hak Guna Ussha, Objek Hak Gana
Usaha, terjadinya Hok Guna Usahs, jangka wakts berlakunya
Hak Guoa Usaha, hak dan kewajiban pemegang Hak Guna
Usaha, pambebanan dan peralthan Hak Guna Usaha, hapusaya
Hak Guna Usaha, Hak Guna Ussha dan tansh adat/ulayat,
dalam  penpuraiunnya akan  juga disandingken dengan
implementasinya di Wilayah Kabupaten Sanggau,

. "Inbreng" Hak Afas Tanah

Dibahas  tentang  pandangan  Undang-undang
Porkoperasian dan Undang-undang Pokok Agraria terhadap
“inbreng” hak atas faneh, khususnya Hak Guna Ussha vang
menjadi fokus tulisan ind,

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan disimpulkan sepala analisis atag pokok-

pokok bahasan, hubungan-hubungan antara pokok-pokek tahasan
dan akhimya simpulan dan saran atas permasaiah penelitian, yang
dapat diharapkan menjadi alternatif solusi yang dapat diterapkan
dalam  permasalahan yang timbul sebagai dituangkan dalam

penulisan ind.
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BABI
PEMBAHASAN
i. PERMODALAN KOPERASI
1.1 KARAKTERISTIK KOPERASI

Prof. R.8. Soeriattmadja, dalam kuliahniva pada Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia memberikan definisi koperasi sebagai berkut:'®
"Koperasi iatgh suatn perkumpulan darl orang-orang yang atas dasar
persamaan derajat sebagal manusia, dengan tidak memandang haluan agama
dan politik secara sukarelz masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan
bersama yang bersifat kebendaan atas fanggungan bersama” Definisi
beokutnya adalah dari Prof. Marvin, A. Schaars, seorang guru besar dari

®Hendrajog, Koperasi, Azas-azas, Teorl dan Prekiek, Jakarta: Rajowsli Pers, 2002, (et ke-3,
halaman 22
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University of Wisconsin, Madison, USA, menyatakan:'” 4 Cooperaiive is a
business volwiary owned and controlled by i#ts member patrons, and
operated for them and by them on a non profit or cost hasis {Koperasi
adalah suatu badan usaha yang secama sukarela dimiliki dan dikendalikan
oleh anggota yang adalah juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka
dan untuk mereka atas dasar nirlaba atay atas dasar blaya). Sementara Rapat
Anggota ICA (JCA General Agsembly) yang diadakan dalam belan
September tabun 1995, yang mumusannya dikukuhkan kembali pada
Konferensi Menteri-menteri Koperasi Asia Pasifik pada Oktober 1999 di
Beijing, memberikan rumusan sebagai berikut:® “Koperasi adslah
perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukurela
untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, budaya mercka
yang sama melalul perusahasn yang dimiliki dan diawasi gecara
demokratis,”

Hakekat pendirian sebush koperasi sebagai diungkapkan oleh
Charles Gide yang berbuny] “kalau mau berkembang dan tetap setia pada
dirinya sendiri dan tidak menyimpang menjadi bentuk lain, maka nilai moral
yang mendasarinya harus merupakan realiia-realita hidup maupun tingkah
laku orang-orang koperasi™ Dengan perkataan lain hakikat perkopsrasian
bukan diténtukan oleh name vang disandengnya atan hak badan hukum
vang diperoichnya dari pemeriniah, akan tetapi apakah asas dan prinsip-
prinsipnya sudzh merupakan reliata-realita hidup dalam kegiatan maupun
tingkah laku koperasi dan anggotanya (Keermen, 2003)°2

Casseiman mendifinisikannya sebagai benkut “ecooperation is an
econamic System with social comrast”, berarti koperast mengandumg dus
unsur, yaite unsur ekonomi dan unsur sosial. Koperasi merupakan suatu

sistern dan scbagsimana diketahui sistem i merupakan himpunan

¥ibid, nalaman 24
*1bid, halaman #5-46

* andiar Pachia W, Myra Rosa Bachtiar, Nasdta Maulisa Benemay, Hukum Koperasi Indonevia,

Pemahaman, Regula, Pendirion dan Modal Usaha, Bd. |, Cet. 2, Jakarta: Kencana2447, hylaman
21.

21bid, hataman 2}
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komponen-komponen afau bagian vang saling berkaitan yang secara
bersama-sama berfungs! mencapal tujuan bermotf ekonomi atau mencan

keuntungan >

Pari pengertian-pengertian di atas, maka dapat dikatakan koperast
adalah menmakan sehuah perkumpulan dari orang-orang vang mompunyat
tujuan bersama untuk bekerja sama dalam memperbaiki dan meningkatkan
taraf kemampuan mereka di bideng ekonomi dan perekonomian® Secarz
harfiah dalam kalimat tersebut difermikan 4 unsur penting vaitu (1) adanya
orang-srang, {2) berkumpul dalam perkumpulan, (3) mempunyal tjusn
yang, sama dengan bekerjasama {4} di dalam bidang kesejahterasn ekonomi.
Apabila keempat unsor tersebut dipandang sccara holistik, maka tidak ada
penckenan hanya terhadap salah safu unsur saja, semua wnsur punva
kedudukan yang sama dan fupgsional. Sehingpa dalam mengembangkan
koperasi dimass depan hal fersebo! harus diben fungsi yang sciajar
Menyeigjarkan 4 unsur di alas fidak skan menghilangkan karakteristik
keoperasi yang merupakan scbuah perkumpulan orang-orang.

Semua orgenisasi pads dasarnya adalah mempakan  sebuah
perkumpulan dari crang-orang termasuk orpanisasi perusahaan apaksh iu
berbentuk perserosn terbatas, perseroan komanditer (cv), Hrma maupun
koperasi. Tujuan dart perkumpulan orang-otang itu juga sama yaiu
merupakan wadah untuk menjalankan aktivitas di bidang ekonomi. Masalah
adanya penckanan fterhadap karakter khusus koperasi sebagai sualu
perkumpulan orang-orang herus dibaca secara holishik, sehingga wnsur
modal menjadi sama  penting  fungsinya  dengan  orang-orang  vang
berkumpul dalam sebuah koperasi itn. dengan demikian kalimat yang
disusun untuk mendifinikan koperasi dapat berbunyi menjadi “... orang-
orang yvang membentuk scbuah perkumpulan untuk fujuan vang sama dalam
memngkatkan kesejahitersan dan kemampuan ekonomi mereka, dengan cara

bekerjasama dalam mengumpulkan modal untuk dapat menjalankan usaha

1bid, hataman 21
ibid, hataman 103
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dalam bentnk koperasi”®. Jadi sejak awal sebuzh koperasi menjalankan
veshanya, para penguras dan para anggota koperast secara sadar harus dan
wajib memanfaatkan dan menggunakan jasa atau produk vang dibasilkan
oleh koperasi mereka sendirl. Dengan keterlibatan mereka secara langsung
dalam setiap kegiatan koperasi merupakan salah saty cara utama untuk kot

memajukan usaha koperasi dalam memupuk modal.

Seizlan dengan pendapat diatss, Matia Elena Chavez, Deputy
Director General, International Co-operative Aifiance (ICA} & Coordinator
of the Commitee for the Promotion and Advancement of Cooperatives
{COPAC) dalam sambuisnnya pada UN Eeoromic and Social Counsil
(FCOS0C) dalam partemuan bertema “Increéasing productivity of raral
work”, pada tanggal 30 April 2003 di PBB, New York dengan papernys
berjudul  "Cooperatives: Rural Development and Decent Work”
menyampaikan hal sebagai berikat: )

*Co-operalives pui people first; they are member-owned; they are
controlied under democratic principles; and  they are compelitive
enferprises which are ai least as gfficient in their business operation and use
of capital s others in the marketplace, Yet, they are not driven by profit, but
rather by needs. The cooperative form of organizing a business enterprise
assures any group of individuals an effective means to combine their
rasourees, however small, and enable the group of people to meet their
commen, economic, socigl and cuitural needs and aspirations. Co-
operatives are sutonomous of person who unite veluntarily. They are jointly
ownted by their members and demoeratically controlied. Although we talk
aften about cooperatives having members, we need to remind ourselves the
members have their cooperatives for its they that defing iy operation and
activities often direcied no! only fownrds thelr members bt also their
COMMNBULIES.

Dengan memahami karakteristk koperasi di atas, maka menjadi
jelas mengapa sebuah koperast mutlak membutuhkan modal,

Sedikitnya ada 3 alasan mengape koperasi membutubkan medal

Hihid bataman 104
PUN Beonsmic and Soecial Counci! (Ecosos) Roundtsble "Increusing productivity of rural
wark", J0th April 2003, Linited Nation Headguarters, New York. www.etosoesrg
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antara lain:*’

1. Untuk membiayal proses pendirian sebuah koperasi, lazimmya disebut
sebagai biaya pra-orgenisasi. Biaya-blaya tersebut dikeluarkan antara
lain untuk keperluan pembuatan akis pendirian atau Anggaran Dasar,
membavar  biaya-biaya administrasi  pengurusan  izin-lzin  yang
diperlukan, mendapatkan status sebagal badan hukum, sewa tempat atau
ruangan uniuk bekerjg, ongkos-ongkes transporiasi, dan lain-lain
Umumnya, biaya-biaya tersebut dikeluarkan lebib dabulu secara pribadi
dan peromangan oleh para pendin -atau sponsor- Koperasi, dan skan
diperhitungkan ustuk dikembalikan di kemudian hard diperhitungkan
sebagsi pengeluaran dari angpota di dalam neraca awal.

2. Untuk membeli barang-barang modal seperil antara lain membayar
kompensasi tempat usaha baik berupa lahan ataupon bangunan, mesin-
mesin, atat-alat industri alau produksi, dan lain-lain kebutuhan jangka
panjang sesuai dengan jenis usaha koperast. Barang-barang miodal ini :
dalam perhitungan perusahaan digelongkan menjadi harta fetap -fixed
asset- atau barang modal jangka panjang. Jenis dan nilainya juge

berbeda-beda sesual gdengan kebutuhan pokok dari kopemsi yang
bersangkutan. Biasanya dalam koperasi sckunder, harang-barang modal
dapat juga diberikan oleh para anggotanya dalam bentuk inbreng setoran
simpanan pokok stau setoran wajib. Tetapl dapat juga dalam bentuk
pinjaman sementara kepada koperasi dimana dapat juga diperhitungkan
-misalnya- sebagai sewa yang tidak perlu dibayar, dan lain-lein cara
yang dilakukan oleh para pendint dalam rangks mengumpulkan modal
awal koperasi sesuai demgen kebutshan wsaha koperasi seperti yang
mereka sepalkati bersama.

3. Untuk modal kerjs, Modal kerja -working capital- mi biasanya
digunakan untuk membiayai operasional koperasi -biaya-biaya rutin-
dalam menijalankan usahanya, antara lain blayva-biaya yang dikeluarkan

# Andjar Pactita W, Opeir, halasnar 105
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untuk membayar upah, gaj, sewa tempat, listrik, transportasi, bahan
baku, alat-alat tulis, dan lain-lain. Koperasi dapat saja melakukan
pinjaman kepada pihak ketiga ontuk dipakai sebagai modal kerjs,
konsekwensinya, apabils pinjfeman kepada pihak ketips memerlukan
jarninan, maka fimbul pertanyaan: apakah barang-barang modal yang
berasal dari inbreng dapat dijadiken sebagal jaminan pinjaman, Hal ini
tergantung dart status bagsng modal tadi. Jika barang-bamng ifu
statusnya sudah dijadikan dan dicatstkan sebagai harta milik badan
usaba koperasi, maka barang-barang modal itu secarz hukum dapat
dijadikan jaminan atas pinjaman koperasi, Namun apabila barang-barang
modal tadi statusnya hanya meruapakan pinjaman sementaca, imaka vntuk
dijadikan jammnan terbadap pinjamen dari pihak ketiga dipertukan
persétjuan dan pihak yang memberikan pinjaman barang modal tedi.
Mengenai besar kecilnya suatu modal keria, tergantung dari seberapa
besar kebutuhan biaya operasional badan usaha koperasi yang
bersangkutan, tentu sajs ini jupa tergantung dari jents usaha koperasi.”

131 Kabupaten Sanggau, vang lazim terjadi para sponsor koperasi,
yailu perusshaan pengelola perkebunan, yang membiayai atay
menanggung sclurub biaya-biaya proses pendirian koperasi-koperasi.
Hal imi sudah berlangsung culaup lama, bahkan cendening menjadi suatu
kewajiban  bagi perusahaan yang hendsk berinvestasi  disektor
perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit.

1.2 ARTI MODAL BAGI KOPERAST

Mengutip pendapat dari Adam Smith penulis The Beolth of Nations
(1976), Modal (kapiial} diartikan sebagai *bagian dar nilai kekaysan yang

®ihid, hal. 107 ..."Sciak awsl mempelajari ssfuk beluk organisssi koperasi, disaderi dan
diketabus bahwa anggota koperasi pads umumnya mempunyai keterbatasan dalam kemampaan di
bidang ckonoms, karena ity kelemahsn kiasik yang dihadapi oleh organisasi koperasi schagai
sebush badan uszhz adalah dalam menreard reodal yang layak dan eukup untuk motakukan kegiatan
uszha (nodal tetap atsu modal kerja) Kareoa ity adalah selsb satu (sumber) modal yang
diperiukan prauk menjidankss asaha koperssi. Sehingga dengan adanyz salah salu dan kewsiiban
penguris koperasi wotuk mencari modal yang cukep layak, dapst menisdi alasan keompa
raengapa koperasi membutubkan rradal
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dapat meadatangkan penghasilan,™?

Sebagal suatu badan usaha yang bergerak di bidang kegiatan
ekonomi, koperasi sangat memerlukan modal sebagai perebiaysan dard
usahanys ferscbut. Besar kecilnya nilai modal yang ada pada koperasi
menentukan pula besar kecilnya lapangan usalia yang dijalankan koperasi
tersehut, Sehingga dapat dikatakan bahwa modal delam usaha koperasi ini
merupakan salah satu alat vang ikut menentukan maju mundurnya Koperast,
Tanpa adanys modal ini, sesuatu usaha yang bersifat ekonomis fidak akan
dapat berjalan sebagaimana mestinya,”® Jadi dapat dikatakan setiap
perkumpulan atau organisasi, baik yang dikategorikan sebapal organisasi
yang bertulvan non-profit maupun prafis, dalam melakokan kegiatan untuk
mencapai tuiuannya, secara logis tentu memeriukan sejumizh dana, tidak
terkecuali organisasi vang disebut badan usaha koperasi.

Sebagai badan usaha, koperasi memeriukan dana sesual dengan
lingkup dan jenis usahanys. Dana tersebut selanjumya disebut modal. dalam
arti modal usahs yang diperlukan snivk melakukan aktivitas usahz koperast,

Berbicara mengenal wodal usaha ini, apabila kifa bandingkan
dengan perseroan fterbatas, maka modal setor minimum yang harus
dibayarkan oleh parz pendiri kedalam modal perseroan ditstapkan secara
tegas jumlahnya oleh pembuat Undang-undang dan harus sudah berada di
dalam kas awal perseroan sebelum status badan hukumn perseroan diberikan
oleh otoritas yang berwenang. Sedangkan dalam rangka mendirikan badan
usaha koperasi, yang ditetapkan olehpembuat undang-undang scbagai syarat
minimum untuk mendirikan scbuah koperasi adalah jumlah anggots pendin.
Sedangkan besar modal minimum yang harus disetor sebagai modal awal
koperast olel para pendirinya tidak ditentukan, hel ini sesuai dengan
karakteristik koperasi yang mengedepankan jumish anggota ketimbang
besar modal usaha, Perbedaan int sebenamya menjadi fittk awal krusial

o Gunadi, Sistem Perekonomion Menurut Pancasits dun GUD 19453, Bondung: Angkasa,
1981, halaman 250

®RT. Sutaniya Rehardie Hadhikusumpa, Hukum Koperasi Indonesie, Jakarty: Rajawsi Pors,
2064, halaman 949,
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dalam mencari modal yang cukup untuk menjalankan vsaha koperasi.”’

Dalam hubungan dengan modal usaha koperasi tersebut selams ind
memang menghadap kesulitan dalam menemukan jalan keluar yang tepat
untuk mengatasi masalah kebutuhan wmodal usaha yang dihadapi oleh
koperasi, karena apabila membicarakan masalah ini maka yang terbayang
adalah suaty konsep tentang perkuwmpulan koperasi yang bertampu pada
anggota dan jumleh anggota, sehingga seolah-olzh menjadi tsbu jika
membueka pembicaraan mengenal masalah modal, Padahal setelah orang-
orang berkumpul mendirikan sebuah koperssi, masalah klasik vang selalu
timbul adalah cars mendapatkan modal koperasi dan modal usaha yang
cukup. Unfok itu sebelum Iebih lanjut mengupas masalah modal usaba
koperasi dan menawarkan konsep logis tentang fungsi model dalam setiap
organisasi badan usaha, ada baikoya tefap mengkaii karakter koperasi yang
telah diromuskan oleh perintis dan pelaksana usaha koperasi selamz ini,
dengan tujuan untuk menemukaen dan memberikan beberapa alternative
jalan keluar yang dapat dipakal oleh para pelelm koperasi dan oloritas yang
berwenang membuat peraturan  perundang-undangan  tentang  koperasi
dimasa mendatang.”

SUMBER MODAL

Ada 2 sumnber modal vang dapat dijadikan modal usaha koperasi:>
{1} modal yang didapat secarz langsung, dan (2) modal vang didapat secara
tidsk langsung.

Sebetulnya tdak ada perbedsan yang mendasar dalam cara
mendapatkan dua modal tersebut, narmun dengan cara yang pertarna modal
dipercleh -langsung oleh koperasi- dari para anggotanya maupun dari pihak
ketign. Sedangkan dengan cara yang kedug, modal dengan cara mengambil
manfaat dari fasilitas yang dimiliki oleh koperasi atan dengan menekan
biaya-biaya operasional.

3 Andiar, Pachte W, Op cir, halaman 103
2Ihid, halaman 103
Pibtd helaman 107
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1. Secara langsung

Dalam mendapatkan modal secara langsung ini ada 3 cara klasik

yang dapat dilakukan oleh para pengurus koperasi, vaitu: #

2. Mengaktifkan simpanan wajib anggota sesuai dengan besar kecil
volume penggunaan jasa pelayanan koperas) yang dimanfaatkan oleh

anggota tersebut.

Dengan mengaktifian simpanan wajib yang dikaitkan dengan
besar kecilnya volume pelayanan vang diberikan koperasi kepada
anggota yang bersangkutan, maka besar kecil akumulasi simpanan
watily dapat diukur berdasarkan volume pelayvanan yang diterima
oleh anggota yﬁng bersangkutan. Akumulasi dana simpanan wajib
terssbut membawa konsekwensi terhadap tambalan modal koporasi
sesara langsung. Makin banyak pelayanan yang diberikan koperasi
kepads para anggotanya, makin besar pula simpanan wajib anggota
kepada koperasi, Jadi, pengakiifan simpanan waib para snggota
merupakan saleh satu cara koperasi untuk mendapatkan dana yang

berasal dari anggota dan secara langsung menambah jumish modal
koperasi.

Simpanan wajib anggota ini di beberapa negara maju -seperti
Amerika Serikat- dipersamakan sebagai andil atau saham auggota di
dalam koperasi®® Andil atau saham disini tidak sama dengan
pengertian seham dalam persercan terbatas. Dalam koperasi sebutan
andil atan saharn ini posisinya sama dengan "modal sendiri" dard
koperasi atan disebut eguity Karena ite merupakan dana yang
mempunyai risiko. Jadt status simpansn wajib tersebut di dalam
organisasi koperasi merupakan modal koperasi. Akumulasi simpanan
wailb membuat badan usaha koperasi para petani dan peternakan di
Amerika Serikat memiliki modal yang kuvat, bahkan mereka sejak

Mibid halaman 107
Bibid, halaman 167
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lebih dari dari satu abad yang lalu memiliki bank-bank sendirt yang
menyimpan dan memberikan jasa perbankan tidak hanya terbatas

kepada anggotanya. >

Koperasi di Indonesiz dapat mencoptoh cara-cara yang
dilakukan oleh koperasi-koperasi Amerike Serikat ind dalam rangka
memupuk modal langsung dar pars angpoia dengan dasar jasa
pelayanan yang dinikmati. Memang secara sepintas penggunaan
istilah saham seperti di atas akan membawa kebingungan para
aktivis koperasi, mengingat organisasi koperasi fidak mempunyai
modal yang terdiri dad saham-sabam, Untuk mengatasi kebingungan
tersebut  pembuat undang-undang harus  dapat  memberikan
penjelasan melalui peraturan perundang-undangan koperasi, Dengan
pengaturan  yang jeles akan membuat masyarakat Koperasi
memahami jstilzh-istilah yang dipakai dalam permodalan koperasi,
schingga tidak menjadi ranscu atau bingung dengan pengertian saham
yang dikenal dalam perseroan terbatas.

b. Mengaktifkan pengumpulan tabungan pars anggota.

Tabungan anggota sifatnyva adalah sukarels dan besarnyapun
biasanya kecil. Sscara umum diberikan balas jasa berupa bunga.
Tabungan znggota ini bukan merpakan equity, karena itu tidak
menanggung risiko bisnis. Karena sifatnya sukarela maka pengurug
koperasi harus dapat mempromosikan kepada anggots untuk secara
aktif mengajak para anggota untuk menambah jumnlah dan besarmya
tabungan yang bersifat sukarela ini. Salah satu caranyz mungkin
dengan memberikan insentif balas jasa bunga yang menarik ataw
setidaknya sama dengan vang diberikan oleh lembapga perbankan,
Pengaktifan tabungan anggota dengan cara ini belum banyak
dilakukan oleh badan usaha koperasi {di Indonesia}, namun pada
Kaperasi Simpan Pinjam atau di Kabupaten Sanggay lebih dikenal

6 Ibid, halaman 107
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sebagai Credit Union, sebagai contoh CU. Lantang Tipe, yang
berkedudukan di Pusat Damai, memberikan insentif schesar 15%
(lima persen) p.a. bandingkan dengen perbankan yang hanya
memberikan bunga sebesar 6% {enam persen pa. Hal ini sudah
tazim dilakukan. Hasilnya cokup signifikan dilihat dar sudut jumiah,
Tabungan anggota tersebut secara kesehuruhan dari sudut dana yang
tersimpan dalam koperasi, dapat dijadikan tambahan modal usaha,
Keistimewaannva dat dana tabungan angpota ini adalah, koperasi
dapat memberikan bunga kepada anggota yang menabung dan
mendapat dana untuk dijadikan modal kerja dan investasi.

. Mencard pinjaman ded pihak bank maupun non bank dalam
menunjang kelancaran operasional usaha koperasi,

Pinjaman yang berasal dari bank atan nonbank dapat menjadi
sumber langsung mendapatkan model investasi atau modal kerja
untuk membiayal kegiatan usaha koperasi, karena itu dapai
diusahakan untuk mendapatiannya, Memang dalam pelaksanaan
koperasi pada umumnya menghadapi kendala klasik  dalam
merealisasikan cara i, Kendala umurm biasanya datang dard
koperasi ifu sendir, seperti tidek dapat memenuhi persyaratan yang
diminta olch Bank stan pon-bank. Sshaliknya pihek Bank ataw
nonbank jupa punya kendala, seperfi belum paham mengenai
organisasi dan gara kerja usaba koperasi atay terlalu menskankan
keamanan terhadap pinjaman yeng disalurkan desgan meminta
kolateral tertentu yang umumnya belum belum dimiliki oleh badan
usaha koperasi. Mamun demikian, depat terlihat bahwa banyak juga
fembaga bank maupun nonbank yang memberikan dana pinjaman
kepada koperssi dalam menjalankan usshanys, sebaliknya banyak
juga koperasi yang menyimpan dananyz dilembaga bank dan
nonbank seperti simpanan-simpenan depogite beriangka dard
koperasi-koperasi karyawan di negeri ini.

Kembal kepada sumber dana untuk modal usaha koperasi
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sebetulnya sudah ada lembaga bank di Indonesia yang didiriken
khusus entuk membenkan pelavanan penyedizan dana yang
diperiukan oleh koperasi dalam menjalankan usahanya, antar lain
seperti Bank Rakyat Indonesia dan Bank Koperasi Indonesia
{Bukopin}. Sebagai perbandingan di Amerika Serikat sejak dua abad
yang lale dan berkembang pesat setelah perang donia kedua selesat,
ada beberapa lembaga perbankan besar yang dibentuk oleh koperasi-
koperasi di sana, ada yang khusus melayani petant dan peternak, ada
yvang khusus untek usaha tansportasi, ada untuk simpan pinjam
kaum burub dan pekerja, dan ada jugs yang khusus menyediakan
dana untuk kepemilikan rumah bagi kaumn pekerja. Bank-bank
tersebut sangat aktif menyediakan dana untuk permodalan kopexasi,
bahkan saat ini juga memberikan pelayanan kepada wmum -yang
bukan anggota kopezssi-.

b. Secara Tidak Langsung

Artt dart moendapatkan modal secara tidak langsung ini adalah
dengan memanfaatkan kemampuan Koperast o sendiri. Modal yang
didapat dengan cara ini bukan merupakan modal yang langsong
digpmakan oleh koperasi tetapi mengambil manfsat dard kemampuan
kopsrast itu sendivi dalam rangka menekan biaya (batk biaya operasional
maupun bisya produksi yeog pada dasamyz harus dikeluarkan koperasi
dalam rangka menjalankan usahanya. Caranya antara lain:’

a. Menunda pembayaran vang seharusays dikeluarkan

Dengan cara melakukan penundasan pembayaran yang harus
dibayar oleh koperasi kepada para mitranya, maka akan terkumpul
seiumlah dane yang dapat dipakai terlebih dahulu oleh koperasi
dalam mngka menunjang usaha yang membutuhkan dana untuk
suatu periode tertentu. {ara ini banyask dilakukan oleh organisasi
perusahaan lain . Bissanya dana-dana yang telah dipersiapkan dan

¥rbid halsrean 107
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disediakan untuk membayar tagihan para suppfier () atau pemasck
barang-barang modal yang digunakan dalam proses pemberian jasa
atan dalam proses produksi. Dalam praktek, interval penundaan
pembayaran biasanva berkisar 30 (hgs puluh) harl sampai 50
{sembilan puluh} hari sejak tagihan diterima. Dalam kurun wakiu
penundaan tersebut diatas koperasi dapat menggunakan dana yang
sudah tersedia ite untuk dipakai sebapal modal dalam menjalankan
usaha. Dengan cara penundaan ini, sudah dapat dimengerti bahwa
dana yang ditunda untuk dibayarkan dapat dialokasikan {sementara)
sebagal modal vsaha koperssi. Dilkuin pihak dalern memanfaatkan
pasokan darl mitsa usaha kedalam proses pelayanan jasa maupun
proses  produkst, kopemasi  tidak  perlu  menyediakan  atau
mengeluarkan dana tunai untuk membayar barang-barang imedal
vang dipasok tersebut.

. Memupuk dana cadangan

Dana cadangan adalah merupakan dans yang dimiliki oleh
setiap organisasi  perusahasn  lermasuk  koperasi. Xoperasi
mendapatkan dana cadangan umuamnya dad pengumpulan dana yang
herasal dan sisa hasil nsaha yang fidak dibagikan kepada angpota
dan dialokasikan meniadi dana milik koperasi atau eguisy. Tujuan
menghimpun dana cadangan adalah unfuk menotup keperluan dana
vang fidak {erduga sebelumnya, seperii unfuk menutup kebutuhan
akan barang maodal vang harus digentt mendadak atau untuk
menuip  kerugian usaha, atau kebutuhan-kebutuhan lain yang
sifatnya mendadak. Jadi, dana cadangan ini fungsinys sangat
strategis dalam menunjang kebufuhan modal yang diperlukan secara
tidak terduga. Fungsi strategis dan dans tersebut terletek pada
keberadaannya yang sotiap waktu dapat diperpunakan untuk menjaga

dan menunjang kelancaran usaha koperast.

Dalam praktek menjalankan usaha koperasi yang mempunyai
pos dana cadsngan, umumnya perggunaan dans cadangan inf hanya
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terbatas pada menutup alau mengganti nilai penyusutan dan barang
modal seperti penyusutan nilal mesin-mesin dalam arti alat-alat
produksi atau penggantian atas nilai perbaikan-perbaikan terhadap
kerusakan dari faktor produksi {(tanah, mesin, gedung, bangunan,
sarana dan alat-alat lain), kemudian dapat juga digunskan untuk
menutup kewajiban-kewajtban yang timbul sewaktu-waktu alau
dikarenakan terjadi perubahun dalam menjalankan usaha. Atan dapat
juga digunakan untuk menutup kekurangan-kekurangan biaya vang
tak terduga seperti adanya kebutuhan tambaban modal karena
adanya kenaikan bahan baku aise kenaikan dari salah sate fakior
prodeksi; juga dapat digunakan uniuk menutup kekursngsn modal
keria yang dibutuhkan secara mendadak atau dapat juga dipakai
unfuk tambahan modsl dalam menambeh kapasilas usaha atau
ekspanst ugaha. Jadi dengan wmelihat pengpunaan dana cadangan
tersebut di atas, maka logis bagi badan unit koperasi untuk memupuk

dana cadangan sebesar mungkin sesuai denpan kKemampuan.

¢. Melakukan ketjasama saaha

Kerjasama usaha memang sangat membantu usaha koperasi
seperti dalam usaha memasarkan hasil produksi dard pam
anggotanya, DI Amerika Serkat, koperasi petani disana sangat lazim
bekeriasama dengan koperasi pemasamn dalem rangka memssarkan
hasil-hasil produksi mereks. Ada jnga yang disebut Range Market,
Club Stores, Q-DeliveryCoop dan lain-lain®® Tiga koperasi tersebut
banyak diajak olch koperssi produksi di Amerika Serikat, khususnya
koperasi petani dan peternak, dalam rengks memasarkan hasil
produksi dari para anggotanya, karcna mereka mempunyvai pangsa
pasar dan mempunyal kemampuan dalam memasarkan, Dengan
bekerjasama, koperasi praktis dapat mengurangi kebutvhan modal,
bahkan dapat membuat perjanjian dalam hal mendapat bagian dad
keuntungan darl usaha koperasi pemasaran terscbut Kerfasama

% fhid, halzman 107
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usaba dengan koperasi pemasaran secara tidak langsung felah
menambah modal koperasi, Dalam artl modal yang sehamusnys
dikeluarkan seperti untuk memasarkan, sewa toko, ongkos angkut,
menjadi tidak perlu dikeluarkan,

4. Mendirikan badan-badan usaha hersubsidi

Dengan mendirikan sebuah perusahaan yang khusus untuk
menjadi penvalur atau pemasar dari hasil-hasil produksi dan
penyedia  kebutuhan dard  keperasi. Maka koperasi tersebut
mendapatkan modal seears tidak langsung dalam melakukan proses
produksinya. Di negara-negara berkembang, ada subsidi vang
diberikan oleh pemenntsh kepada perusshan-perusahasn yang
membanty perkembangan usaha kecil menengah dan koperasi.
Perusahaan yang diberi subsidi ini merupakan modal dan milik dari
koperasi yang menjadi sponsornya, dan mempunyai kewajiban
utama memberikan pelayanan khusas kepads para sponsor den
anggotanya. Keberadaan perugahsan bersubsidi fersebut  telah
menjadi tambahan modal koperasisecara tidak langsung,

1.4 UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN DAN FERMODALAN
KOPERAS]

Sebagai telah diuraikan dalem: butir 3, maks sebagai organisasi,
koperasi bukanlah organisasi yang didirikan untuk wadah menampung
modal (bantuan) dari pihak ketiga, orang lain, atan pemerinizh; tetapl
merapakan sebugh organisasi swadayva vang mandiri yang didirikan sebaga
wadah untuk berkumpul, bekega sama dalam berusaha untuk rmeningkatkan
kemampuan ekonomi para iazz:zggctzmqya.39 Jadi denpan alasan sebagmi
sebelumnya dikemukakan di atas, organisasi koperasi bukanlah merupakan
suaty organisasi yang didirikan dengan tanpa modal; kerenz itu koperasi
merupakan salah satu dan organisasi perusahaan, vang didiriken untuk

mengakumulasi potensi keuangan {modal) yang meskipun jumlah awalnya

B rbid, halaman &5
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kecil, tetapt dapat menjadi besar dengan begalannya waktu dan dukungan
pengelolaen yang efisien. Dengan pengakumulasian modal {potensi
keuangan) yang pada awalnya kecil terschut, koperasi didirikan dan
diharapkan dapat menggalang dan mencapal tujuan bersama di hidang
ekonomi,*

Mengenai modal koperasi ini, di dalam UU No. 25 tahun 1992 diatur
dalam ketentvan Pasal 41 dan Pasal 42 beserta penjelasannyva, atoran
mengenai permodalan koperasi in! memang tidak diatur secara detail seperti
halnya pengafuran modal dalam sebuah perseroan terbatas (PT), msmun
secara prinsip sangat jelas asal usul pengumpulan modal dalam sebuah
koperas: seperti yang ditentukan Undang-undang Perkoperasian, berikut
peraturati-pecaturan pelaksanaannya antara lain terdid atas {1} modal
sendiri, (2) modal pinjaman, dan (3) modal penyertaan.*!

1. Modal sendiri dapat berasal dari ¥
2. Simpanan pokok,

Simpanan pokok adalah sejumlah uang vang sama

banyaknya, yang waiib ditayarkan oleh anggota kepada koperasi
pada saat masuk menjadi anggota. Simmpanan pokok tdak dapat
diambil kemali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
Jadi, jika dilihat dari persyaratan menjadi anggois atau tercatat
sebagai anggota koperasi, maka simpanan pokok inf mirip sifatnya
dengan ssforan saham afau setoran sero dalam perseroan terbatas,
Artinya, tidak skan dicatat sebagai anggota jika tidak menyetorkan

sejumiah dana ke dalam kes koperasi alau bagi perseroan terbatas,

“ibid, ralaman 86

“inat Passl 2 PP No. 33 whun 1998 tentang Modal Penyertaan Pads Koperasi, bacs juga
schagai perbandingan Andjar Pachia W, balaman %6, halaman 195 scbagai perbandingan teniang
asa! modal berdssarkaa UU No, 12/1967 pada buku Hendrojogi, Kaperasi, Azas-azas, Teori dan
Prakeek, Jakaria: Raiswalt Pers, 1397 halaman 139 kemudian buku Niak Widivanti, YW
Surmindhda, Koperasi & Perekonontian ndonesia, dakarta: Rinekas Cipta, 1998, Cot. ke-3 hal 17-

22, ialu pada buku M. Tabar, Permodalon dan Perkreditan Koperast, Yogiakana: Kanisius, 2000,
Cet, ke-3

"Pagal 41 ayat 2 UU No. 25 tahun 1992
Penjelusan Pasal 41 ayat 2 huruf s Ut No. 24 tahon 1992
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tidak dapat dikatakan sebagai pemegang saham ateu mempunyai
andil dalam perseroan jika tidak memasukkan atae menyetorkan
sejumiah dana sebesar saham atau $ero yang telah diambilnya.
Sehingga, dari kedua organisast badan usaha ini dapat kita hhat
persamaannys, yaihd sama-sama “menyetor” sejumiah dana wntuk
menjadi "anggota”. Bedanys, kalau dalam perseroan ierbatss saham-
szham yang dikeluarkan itu merapakan pecahan dan sejumiah modal
dasar perservan tersebut, sebaliknya di dalam kopersi-koperasi
setoran simpanan pokok itw mervpakan nilai bulat dan adak
merupakan pecahan dari sejumlah nilai modal dasar koperasi
Akankah dua "seloran dan duz orpanisast badan psaha lerschut
mengakibathan pengertian istilah seloran simpanan pokok para
pendil pada waktu mendirikan koperasi dahulunya dinyatakan
dalam akta pendirien dapat dikualifikasikan sebagai modal dasar
koperasi difambah dengan simpanan pokok anggots yang bam
reasuk? Tidakleh demikian, Karena dalam sistem organisasi koperasi
schapgaimana yang diplot oleh para pembuat undang-undang koperasi
sedemikian rupa sehingga memang tidak ada yang dapat diramuskan
sebagal modal dasar koperasi. kargna pada dasarnya memang
koperasi bukan berbasis pada modal, disamping untuk tetap menjaga
eksistensi asas demokrasi di  dalam  koperasi; yang fidsk
membedzkan ataq menggolongksn anlara keangpotzan dan para
pendiri denpan kesnggotaan dari anggota baru, Namun, mengingat
bahwa organisasi koperasi merupakan sebuah badan usaha juga,
maka scbaiknya ada ketentusn yang menyebutkan istilah modal
dasar di dalam persturan perundange-undangan fentang koperasi;
fujuannya  adalsh  untak  menghindarkan  kerancusn dalam
mengartikan istilah modal dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan
suatn usaha dari sebuah organisasi badan usaha. Sudah tentu dalam
hal ini tidak berarti mengubah prinsip dasar koperasi yaitu sukarela
dan bertujuan sama berasaskan demokrasi. Karena kepemilikan dan
keanggotaan koperas] pada prinsipoya sama tanpa ada kepamilikan
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mayoritas dan minoritas karena memang jumlah setoran modal

(simparan) pokok masing-masing anggota adalab sama.

Dengan demikian, simpanan pokok dari para pendirl koperas
dapat dikategorikan sebagai madal dasar sekaligus equity awal atau
dapat dischut sebagai "modal awal" dari badan usaha koperasi,
sehingga semua simpanan pokok vang disctor oleh para anggota
yang bam masuk dapat dikategorikan menjadi equity yang
mempunysi kedudukan yang sama dengan simpanan pokok dari para
pendird, Jadi, tidak ada kerancuan pengertian dizitu. Hanya saja,
simpanan pokok para pendiri tercantum di dalam akiz pendirian atau
Anggaran Dasar Koperast, sedangkan simpanan pokok deri para
anggota baru fercanfum dalam neraca koperasi yang menunjukkan
adanya peningkatan nilai equity sekaligus menunjukkan adanya
peningkatan darl besar kecilnya modal sendisi.

Kemudian, apabila kefentuan tentang sebutan atau istileh
modal dasar diatur di dalam Undang-undang Koperasi secara jelas,
maka ketentuan ini dapat dijadikan dasar uniuk menentekan
besarnilat  simpanan pokek sebuah Koperasi secara  minimal
Sehingga, dari ketentaan ini besar dar modal dasar stay simpanan
pokok dari scbuah koperasi dapat ditentukan secara tegas. Adanya
ketenituan mengenal modal dasar ini, tidak akan menghiangkan
"pafas koperasi” seperti yanp dikawatitkan oleh para aktivis koperasi
selama ind. Bukanksh koperasi it didirtkan untuk meningkatkan
kemampuan ckonomi dar para anggotanva dan modal dasar
merupakan kebutthan dasar untuk menjalankan usaha bisnis vang
nyata.

Besarnya jumlah modal dasar sebuah koperasi itu fidak perlu
ditentukan seperti besar jumizh modal dasar minimal dar sebush
perseroan terbatas, karena pada proses selanjutnya jumish modal
koperasi itu akan terus meningkat seiring dengan masuknya anggota

baru yang jumiabnya semakin banyak dan tentunva juga mereka
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yang baru menjadi anggota tersebut menyetorken simpanan pokok
mereka kepada koperasi. Karena itu, pertumbuban modal koperasi
akan menjadi jauh lcbih pesat dan dinamis dibandingkan dengan
modal dagar sebuah persercan {erbatas, kareéna pengaturan mengenai

permodalan koperasi memang dibuat praktis dan mudah.
b. Simpanan wajib,

Simpanan wajib adalsh jumiah simpanan tertenty yang tidak
harus sama, yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam
waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil
kembali selamsa yang bersangkutan masih menjadi anggots.*

Logiks kita membaca "simpanan wajib” tentunya menjadi
terfokus pada kata waijib, jadi konsekuensinya harus dilakukan oleh
semua anggola koperasi. Mengenai besar kecilnya simpanan wajib
ini dapat disesuaikan dengan tujuan usaha koperasi dan kebutuhan
dana vang hendak dikumpuikan, karena itw akumulas: simpanan
wajth ini dapat disessatkan dengen hyjuan usehs koperasi dan
kebutuhan dans yang hendsk dikempulkap, karens it akumulasi
simpanan wajib para anggota harus diarabkan untuk mencapai suatu

nilai terientu agar dapat menunjang kebutuhan dana vang akan
digunakan unituk menjalankan usabz koperasi. Dengan demikian
jumishuya harus terfentu; untuk mencapat fumiah (ertentu tersebut,
dapat sajs di dalam Anggeran Dssar Koperast diroasukkan sat
ketentuan fentang beberapa kali cicilan yang dapat dilakukan oleh
para anggota untuk mencapai nilai simpanan wajib dard para
anggota, Jika sast menyetorkan simpanan pokok harus dilakukan
satu kali saja disaat itu mencatatkan dirinya schagal angpota, maka
pada simpanan wajih, dapat ssja dilekukan dengan mencicil
beberapa kali setoran sampai deppan tercapai nilai nilai yang
ditetapkan oleh Angparan Dasar, Sehingga kata "wajib” disini harus

*penjelasan Pasal 41 ayat 2 huruf b UU No. 25 whun 1992
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dijabarkan secara jelas dalam ketentusn perundang-undangan
koperasi. Mengenai tata cara melakukan setorannya, dapat

dijabarkan secara rinci dalam Anggaran Dasar Koperasi. ™

Dengan demikian, penjelasan Simpanan Wajib yang sda di
dalam Undang-undang Perkoperasian sebagai disebut terdahulu
dapat diubah sesuai dengan maksud dan pengertian di atas, Sehingga !
simpanan wajib betul-betu! merupakan "kewajiban" dari semwa '
anggota. Apabila definisi "wajib” tersebut disebutkan dengan jelas
dalam undang-undang, rmaka dapat dijedikan dasar huekem untuk
memupuk permodalan  kopersst  sehingga  dapat  menunjang
kebutuhian danz untuk melakukan kepiatan usaha koperasi. Kiranya
tidak salah jika misalnya diatur dalam ketentuan perundang-
undangan koperasi bahwa yang dimaksudkan dengen simpanan
wajib adalah “simpanan yang wajib disetorkan oleh sefiap anggota
koperasi setiap bulan depgan jumish yang sama sampai ailai
tertentu...".* Dengan adanys ketentwan tersebut, maka dapat
menmksa para anggota mengumpulkan dana untuk dijadikan modal

koperasi melalui simpanan wajib,
¢. Duana cadangan

Dana cadangan adalah sejumiah vang yang diperoleh dard
penyisihan $isa hasil usaha, yang dimakssudkan uniuk memupuk
modal sendici dan untuk menutup kemgian koperssi bila
diperlukan,”? yang tidak dibagikan kepada anggota. Dalam perseroan
Terbatas dikenal dengan istiizh modal cadangan. Tujuannyz adalah
untuk memupuk modal sendiri -equity- yang dapat digunakan
sewakin-wakiu apabila kopersi membutehkan dana segar sccara

mendadak atau dapat dipergunakan untuk menutup kerugian dalam

* Andjar Pachia W, Op (', halaman 120
#hid, halaman 12D
“Tpenjelasan Pasal 41 ayar 2 huruf e, UL No. 25 takun 1952
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menjalankan usaha® Karena itu sangat layak apabila dalam taraf
awal perkembangan, koperasi tersebut dapat menyisihkan minimal
75% dant hasil usaba tersebut untuk mengsi pos dane cadangan.
Selebihnya dapst  dipakai untek  melakukan  investasi  yang
dibutuhkan koperast atau dibagikan kepada para anggota. Sebaiknya
dana cadangan ita dibesarkan jumiahnya bukan hanys wntuk dipakai
menutup  kerugian gaja  sebagaimana vang dimaksudkan oleh
undang-undang, lebih jauh, dan cadangan ini dapat dipergunakan
untuk mengembangkan usahs koperasi atau melakukan jnvestesi

yang menunjang Kinerja usaha,

. Hibah

Unsur keuangan lain yang dapat dikastegorikan sebagal
permodalan (miodall koperasi adalah berasal dari hibsh. Sering kita
mendengar dan mungkin sudah menjadi pengetahuans umum, bahwa
apa yang dinyatakan sebagai hibsh ity amummya adalah berbentuk
barang atau dalam bentuk uang. Jadi artinya modal koperasi dapat
berasal dari hibah vang tidak saja dalam bentuk sang tunai tefapi
dapat juga berbentuk barang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin
atau peralatan produksi, dan lain-lain yang mempunyai nilal materil
atau dapat dinilai setara dengan sejumlah vang.

Hibah dalam rumusan Bzhasa Indonesia adalah pemberian,
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditejemabkan
"sebagal suatu persetujuan dengan mana si penghibah, diwakiu
hidupnya, dengan cumsa-cwma dan dengsn fidak dapat ditarik
kembali, menyerahkan suatz benda guna keperluan si penerima
hibah yang menerima penyerahan itu".>® Dengan kata lain adalah

banfuan, sumbangan, astauw pemberian cuma-cuma yang tidak

“Andiar Pachta W, Op C¥z, halernan 121
Ypoerwadarminmg WIS, Kans Umum Babase Fndonesia, Yokonts: Bala: Pustaka 1976, Cet. ke-S,

hal.aman 334

"R, Subskti den R Tjitrosudibjs, Ktrab Undang-urdang Hukum Perdete, Jakarla: Pradaya
Paramita, halzaman 387
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mengharapkan pengembalian atau pembslasan dalam bentuk apapun.
Siapapun dapat memberikae hibah dalam bentuk apapun kepada
koperasi sepanjang hibah itu memiliki pengertian seperti itu; dengan
maksud untuk menghindarkan koperasi menjadi tergantung dengan
pemberi hibah, yang dikawstirkan dapst menggangpu prinsip-prinsip

tJan asas koperasi.

Permodalan vang berssel dari modal sendini (equify)
dirsmuskan sebagal modal yang menanggung risike, jadi sama
halnva sepert setoran atas saham dalam organisasi perseroan
terbatas. Sehingga modal sendiri vang disetorkan pertama kali inilah
yang dapat dikatakan scbagai modal dasar dari suatu badan useha
koperasi, karema modal yang walib  disetorkan pada  saat
penandatanganan akta pendizian afau dizebut sebagai Anggaran
Dasar Kopersi dihadapan notaxis merupakan modal awal. Pengaturan
tentang permodalen ini Jebik batk lagi jika dipertegas di dalam
undang-undang koperasi. Jadi pada saat didirikan, koperasi tersebut
telah memiliki modal awal yang berasel dan setoran pertams, yakni 3

yang berasal dari 3 macam simpanan seperfi felah disebut diatas,
ditambah hibah (jika ada) dari para pendin tersebut. Besamya modal
dasar koperasi harus diperhitungkan dalam jumiah yang cukup untuk
keperluan mendukung kinerja usaha koperasi. jadi depat ditentukan
dengan bidang usaha yang hendak dijalankan >

Dalam menjelaskan definisi yang khusus mengenai simpanan
pokek, simpanan wajib dan hibah vang dilakukan oleh para pendin
dan anggota koperasi fersebut, pembuat undung-undang henya
merumuskannya dalam bentuk vang/sejumiah wang. Artinya para
pendiri wajib memiliki sejumlah wang untuk dapat bergabung
menjadi pendiri dan angpota koperasi, Mungkin sajs ada anggots
koperasi  tersebut mempunyai harta vang dapat dijadikan barang
modal dan dijadikan sclagst inbreng anggota tersebut dan

¥ Andjar Pachts W, Op Cir, halaman 87
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diperhitungkan sctara dengan nilal simpanan wajib, simpanan pokok,
dan simpanarn sukarela, Alau bisa saja terjadi misalkan pada saat
mendirikan koperasi, para pendirt untuk memenuhi setoran simpanan
waiit, simpanan pokok dan simpanan sukarela serta hibah pertama
yang mereka lakukan {sebagal modal dasar). Atau bahkan mungkin
para pendirl secara bersama.sama menyerahkan hasil prodoksi
mercka untuk bersama-sama dijual guna mendapatkan modal yang
dapat dikelola oleh koperasi, schingga anggota torsebut selanjubnya
sudah dapat dianggap telah membenkan setoran modal 52

Dengan diterapkan keluwesan sepertt itu, Kkiranya agar
anggota masyaraket luas secara umum dapat dkut berpartisipasi
dalam badan usaha koperasi, jadi tidak hanya diperantukkan bagi
orang-orang vang telah memiliki modal saja. Dengan demikian
semua ketentuan mengenai modal dasar harus sudah disepakati dan
dicantumkan di dalam Anggaran Dasar, Pula ketentuan mengensi
kapan modal dasar itu harug diselor, sebaiknya diatur dalam
peraturan perundang-undangan koperasi. Hal ini dapat berkaitan erat
dengan proses pengesahan koperasi nantinya sebagai badan hukum
vang tentunys memiliki harte kekayaan sendiri dan terpisah dan
kekayaan pars pendiri ataupun anggota.”

Kesulitan utama yang dihadapt oleh badan usahs koperasi
selama ini adalah mengenai modal, Mengapa modal tersebut sulit
untok didapat olsh koperasi? Pertama, hal ini diskibatkan dari
karakter khusus "dua muka" yang dilekatkan kepada organisasi
koperasi ity sendiri yaitu merupakan kumpulan orang-orang dan
sekalipus sebagai badan usaba. Sehingpa secara konsep fzkior
"kumpulan orang-orang" merupakan “prasyarat utama” untuk dapat
mendirikan sebush organisasi koperast, sedangkan fakior "modal®
menjadi seolah-olah hanys dijadikan "faktor kedua” sajs 4i dalam

52 rhid, hatarsan 87
** hid, haleman 38,
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menjalankan usaha organisasi koperasi. Hal ini kemudian menjadi
lain dalam realitanya, karena dalam prakteknya, koperasi adalah
bukan hanya merupakan sebeah perkumpulan orang-orang saja
melainkan sekaligus sebagat organisasi badan usaba. Dalam posist
sebagai badan usaha, kebutuhan akan “modal” merupeken faktor
penting untuk menjalankan usaha. Modal dslam pengertian disini
adalah dama yang diperlukan dalam menjalankan usaha-usaha
koperasi. Untuk itu, apabila kesulitan dalam hal modal ini dapat
diatasi dengan baik, dalam pengertian melibat kenyataan yang
dihadapi koperasi- maka peluang untuk menjslankan usaha menjadi
lebih terbuka. Sampai pade taraf ini, mau Hdak mau peranan hukum
-pembuat undang-undang- menjadi penfing dalam memberikan
konsep dasar dan fondasi hukum kepada koperasi sebagai suatu
badan wsaha, khususnya tentang permodalan koperasi. Konsep itu
harus berupa pengaturan kembali tentang modal dan permodalan
koperasi sehingga dapat mendokung tnjuan utama dar orang-orang
vang mendirikan koperasi, yaitu meningkatkan kemampuan dan
keseinhteraan ekonomi pam anggom,”

Dengan adanya ketentnan bukum yang mengatur permodalan
koperasi secara jelas dan tegas, maka keterbatasan dalam
memformulasikan faktor modal ~ usaha- koperasi selama ini dapat
dibilangkan, salah satunya jalan misalnya dengan merombak struktur
permodalan koperasi dan disesuaikan dengan kebutwhan koperasi
selaku sebuah badan usaha Dalam kenyataan, babwa para pendiri
dan para angpota koperasi sclama ini pada dasarnya sccara klasik
menghadapi masalah yang sama dari waktu ke wakfu yaiwm
keterbatasan kemampuan ckonemi para anggota dalam memberikan
kontribusi berupa denz yang cukup dan lavak untuk dijadikan
sebagal modal usaha. Bab it berigi pembahasan terhadap masalsh
kiasik torsebut serta memberikan  beberaps  aliemstif  untuk

2 Ibid, hal 102
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menyusun struktur permodalan dalam keperasi®
2. Modal Pinjaroan dapat berasal dari*®
a. Pinjaman dari anggota,

Pinjaman yang diperoleh dari anggota, termaspk calon
anggota koperasi yang memenuhi syarat,”’ dapat disamakan dengan
simpanan sukarela anpgots, make beser kecil dard nilei yang
disimpan fergantung dari kerelsan masing-masing anggota.
Sebaltknya dalam pinjaman, koperasi meminjam senilal nang atau
yang dapat dinilai dengan vang yang berasal dari anggota, sedangkan
besar kecil pinjaman tergantung dari kesanggupan anggota don
kebutuhanmodal yang diperlukan koperasi.

Pinjaman yang diperoleh dari anggota ini bukan merpakan
modal seadiri atau eguity dan wajib dikembalikan kepada anggota
bersangkutan sebagaimana layaknya pinjaman ataw utang,

Ada perbedaan dalam tindaken antara simpanan sukarela dan
pinjaman, melakukan simpanan sukarela, berarfi anggota yang
mengambil inistatif atau aktif melaksanakannya. Sedanpkan dalam
mehkukan pinjarman, koperasi melalui pengurasnya yang proakdif
melakakanya. Oleh karena itu, fents svarat-syarafnys pen menjadi :

berbeda. Kalau dalam persyaratan simpanan sukarela mungkin
bunganya relatif kecil, sebalibnya dalam melskukan pigjamay
syarat-syaral yang harus ditentukan skan mergadi febih rinei dan
mungkin ketenfuan mengenai bunga, jangka waktu, syarat-syarat
pembayaran kembeali, tentunya distur lebih detail. Semua ini harus
dipertimbangkan oleh koperast dalammenerima keduanya, dan harus
memperhatikan untung rugi atau kemanfaatannya.

b. Pinjaman dari koperasi lainnya dan atau anggotanya,

 Ibid, tal 102
**pagel 42 ayar 3 UU No. 25 shun 1992
Penjelasan Pasal 41 ayat 3 huref a UU No. 25 tahun 1952
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Pinjarsan darl koperasi lainmya dan atau anggotanya didasan
dengan perjanjien kerjasama antar koperasi,”® Pinjaman ini pada
dasarnya diawali dengan adanya kerjasama yang dibuat oleh sesama
badan usaha koperasi ataupun anggotanya untuk saling membante
dalam bidang kebutuhan modal. Bentuk dan lingkup kerjasama yang
dibuat bisa dalam lingkup yang lebih luas atau dalam Hngkep yang
sempit, tergantung dari kebutuhan modal yang diperlukan. Pinjaman
dari koperasi afau anggota koperasi lainmemang perlu dibuvatkas
dokumen dalam bentuk sebuah perianjian pinjam-meminjam antar
kedua belah pituk yang dibuat berdasarkan ketentuan yang ads di
dalam masing-znasing anggaran dasamya.

c. Pmjaman dari bank dan lembags keuangan lainnya,

Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan
berdasarkan  ketentuan peratwran  perundang-undangan  yang
berlaku.”  Pinjoman demikian dapst menjudi modal untuk
menjalankan usaha koperasi, Sudah tentu untuk mendapatkan
pinjaman dari lembaga keuangan (baik lembaga bank maupun non-
bank) ini, ada persysratan-persyaratan komersial bisnis perbankan
yang haru sdipenvhi oleh koperasi. namun di negara-negam
berkembang, termasuk Indonesia, pinjaman komersial dard lembaga
kevangan untuk badan usaha kopersi mendapat prioritas dalam
persyaratan, Prioritas igrsebut diberikan kepada koperssi sebetulnya
merupakan komitmen pemerintah dari  negamenegara  yang
bersangkutan  unfvk  mengangkat kemampuan ekonomi rakyat
khususnya koperasi. Dengan demikian, prioritas dalam persyaratan
komersial tersebut merupakan fasilitas khusus dard pemerintah yang
diberikan kepada setiap badan usaha koperasi. Alasannys adalah
karena memang pinjaman dard bank ini wmumnaya diberikan oleh

fembaga Keuangan kepada koperasi  berdasarkan  ketentuan

*penjelasan Pasal 41 ayar 3 buraf b Ul No. 25 tahes 1992
*Penjelasan Pasal 41 ayat 3 huruf s UU No. 25 tehun 1502
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perundang-undangan  alau  peraturan-peraturan  pemgrintah  yang
berist ketentuan-kefentuan yang lunsk dan khusas banya untuk

badarn hukum berbentuk koperasi.

Prioritas  tersebut dapat berupa fasilitas insentiff yang
diberikan  oleh pemerintah melslui  lembaga kevangar yang
memberikan pinjaman modal usaha kepada koperasi dalam bentuk
bantuan-bantuan dan pinjaman-pinjaman lunak, baik dari segl bunga
pinjaman maupun jangka wakin pengembaliannys disamping cara
memperolehnyapun sangat muodah. Seperti yang juga dikemukakan
oleh Bapak Aronsyah, dari Dinas Koperasi Kebupaten Sanggau,

Fasilitas seperti tersebut di atas juga diberikan oleh
pemenntah Republik Indonesia kepada lembaga koperasi sejak awal
kemerdekaan, dengan tujuan ntamanya adalah membantu koperast
riendspatikan modal pinjaman unfukmegnembangkan vsaha koperasi
yang lemah dalam kemampuan permodalan.

. Pinjaman dengan cara penerbitan oblgasi dan surat utang lainnya,

Dralam era perekonomian dunia yang menglobal, dimana
batas-batas negara, ideologi, dan faham-faham ckonomi tak lagi
terikat oleh tempat dan waktu (non-5oundaries). Seperti laiknya
sebuah perserosn terbatas, untuk menambah modal, koperasi dapat
juga menjual obligasi atau surat wfang kepada megyarakat investor,
melalni bursa. Mengepai persyaralan-persyaratan untok menjual
obligast dan surat utang tersebutnya tentunya koperssi tetap
memenuhi ketentuan yang berlaky dari otoritas pasar modal yang
ada. Tentu saja, dalam konteks pasar modal tersebut, kopersi harus
benar-benar dapat meyakinkan masyarakt pemodal bahwa badan
usaba koperasi yang ingin menjual obligasi dan surat wiang tershent
merupakan koperasi vang baik dan schat dalam arti menjalankan
usabanya dan mempunyai kemampuan mengembalikan utang dan
membayar kembali obligas: yang dijualnya. Dalam arens ini
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koperasi sudah tidak mengandatkan prioritas dan fasilitas lagi tetapi
sudah mempunyai kemampuan tinggi scbagaimana figur badan

usaha bonafid lainnya,
¢. Sumber-sumber pinjaman lain yang sah.

Tidak ada ketentuan yang dibuat oleh pemerintah negars-
negara berkembang vang ada di dunia ini yang membatasi badan
usaha koperast dalam mencan modal pinjeman untuk menjalankan
usahanya, termasuk Indonesia. Jadi semua sumber keuvangan, kecuali
sumber keuangan yang berassl dari dama yang tidak sah dapat
dijadikan tempat untuk meminjam modal. Sumber-sumber yang
mempunyai Jana tersebul misalnya lembaga-fembaga yang dibentuk
untuk memupuk dana di luar lembaga kevangan, asusansi, dana
penstun, dan lain-lain,

3. Meodal Penyertaan

Mengenai modal penyertaan ini diatur pada Pasal 42 Ul No. 25
tehun 1992 yang berbunyi: (1) selain modal sebagaimana dimaksud !
dalam Pasal 41, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yaog ;

berasal dag modal penyertaan {2) Ketenfuen mengenai permupukan
modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah,

Pemupukan modal koperasi yang berasal darf modal penyertaan
biaik yang berasal dari dana pemennteh manpun dari dana masyarakat,
dilakukan dalem rangks memperivas kemampuan untuk menjalankan
kegiatan usaha koperasi; terutama usaba-usahe yang membutubkan dana
untuk usaha yang memerlukan proses jangka panjang. Kedudukan dari
modal penyertaan ini sama dengan egumify; jadi mengandung risiko
bisnis. Dalam lembaga koperasi, pemilik mudal penyertaan tidak
mempunyai hak suara sama sekall secara keselnrahan, Namun demikian,

di Indonesia, ada ketentuan yang dibuat oleh pemerintah yang mengatur

Universitas indonasia

Prospek Permodalan..., Yustina Pratini, FH Ul, 2009



41

bahwa pemilik modal penyerlaan dapat ikut serta dalam pengelolaan dan
pengawasan ysaha; biasanya kewenangan pemadal dapal penyertaan ini
diatur secara rinet di dalare akia peranjian penyertaan modal vang

dibuat oleh koperasi dan (para) pemodal.*®

Berdagarkan SK Menteri Koperasi No, 145/Menkop/1998,
penanaman modal penyeriaan dapat diperoleh dari pemerintah, dunia
usaha dan badan usaha lainnya baik yang berkedudukan di dalam negerd
maupun di luar neger, serta dari masyakat umurm, Untuk menawarkan
atau mengundang para pemodal vang mau ikut memasukkan modal
penyertaan ke dalam ussha koperasi, dapat dilakukan melalni media
masa {baik tertulis meupun ekeltronik. Dar ketentuan inilah maka
koperasi dapat menghimpun modal dari masyarakat luas di lingkungan
sekitamnya, bahkan menerik modal dari luar negerd, baik secara manual

konvensional maupun secars modem.

Dengan  mengizinkan  adanya modzl  penyertzan  dalam
permodalan  koperasi, maka UU No. 25/1992 tclah memberikan
cakrawala permodalan vang lebih luas lagi kepada gerakan koperasi den
memberikan peluang kepada koperasi untuk mengembangkan usahanya,
tetapl sekaligus merupakan fantangan bagi koperasi. Karena modal
penyertaan dipersamakan dengan equify, maka tentunya penyertaan
modal dalam suatu perusahnan ataukoperasi pads dasamya merupakan
suaty investasi untuk mana kepada pemiliknya harus diberikan bukti
keikutsertaanmya dalam permodalan koperasi dalam bentuk saham.
Investor fentunya mengharapkan memperpleh bagian dari keuntungan
usaha seabgai imbalan dari investasinya, disamping jaminan keamanan
dari dana yang diinvestasikan sebagai modal penyertaan tersebut, Modal
ventura adalah merupaken salah satu bentuk dari modal penyertaan
modal dimana sctelah selang waktu yang ditentukan harus ditark
kembali cleh badan pemilik moedal penysrtaan tersebut. Ketentyan ini

“libat Pasal 42 UU No. 25 tahon 1992 beserta penjelassanya dan lihat PP No, 33 tahun 1992
tentang Modal Penyveriman pade Koperasi serta 8K Menkop No. 145 tahun 1998

Universitas indonesia

Prospek Permodalan..., Yustina Pratini, FH Ul, 2009



A2

adalah pengejawantahan azas bantuan dan pembinaan bapgi badan nusaha
yang menerima modal ventura.®' Meskipun demikian, walaupun UU No.
25 tahun 1992 telah memberikan keleluasaan pengembangen modal
koperasi, namun dalam pelaksansannya perlu juge diwaspadai agar
pengelolaan dan pengawasan organisasi tetap berada di tangan anggota-

anggota koperasi sesuai dengan azas demokrasi koperatif.®

Dengan demikian pada dasarnya, semua alternatif-alternatif
pemupukan modal, dimaksudkan untuk memperkuat permodalan

koperasi sendivi untuk mencapai tujuan kesejahteraan paca anggotanya.

*“Hondrojogi, Op Cit, hadarman 204
Sihid, halaman 208
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BAK GUNA USAHA
PENGERTIAN

Istilah Hak Guna Usaha merupakan terfemahan dan Bahasa Belamda,
yaifu erfpacht. Hak Guna Usaha diatur dalam Pasal 720 sampai dengan
Pasal 736 Kitab Undang-undang Hukum Perdata; Pasel 28 sampai dengan
Pasal 34 Undang-undang Nomor § tahun 196{; Pasal 2 sampai dengan Pasal
1§ Peraturan Pemerintah Nomior 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha,
Hak Guna Banguuan, dan Hak Pakal Afas Tanab, Dalam Pasal 720 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata rumusannya adalah sebagai berikut:® "Hak
Guna Usaha adalah suatu hak kebendaan nantuk menikmati sepennhnya akan
kegunaan suste barang tak bergerak milik orang hin, dengan kewajiban
membavar uvpeti ishunan kepada si pemilik sebagat pengakuan akan
kepemilikannya, baik berupa vang, batk berupa hasil stas pendapatan’,
sedangkan dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 5 tahun 1980,
rumusannya adalah sebagal berikut:* "Hak untuk mengusahakan tanah yang
dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka walku tersebut dalam Pasal 29,
puna perusahaan peranian, petikanan atau peternakan.™s

Dari rumusan tersebuf, maka dapsat ditemukan perbedaan dan
persamaan yakni:

a. Status tanshnya

Pasal 720 Xitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan
bzhwa barang tak bergersk yang diusahakan merupakan milik erang
iain, sedangkan dalam Pasal 28 Undang-undang Pokok Agraria, tamah
yang diusahakan merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara,

PR, Subekti dan Tiitesudibjo, Kitab Undang-undang FHiuns Perdata, terjemokan dari
Burgertih Wetboek, Jakarta: Pradnya Paramils, 1883, Cet ke-17, balsmen 189,

Boedi Harsono, Hubww Agroria indonesio, Himpunar Peroturas-poraturan Hukwe Tassh,

Jukarta: Djansbatan, Cet. ke-12, halaman 13,
“arie 5. Hutagalung, Serba Aneka Masalak Tanah Daler Keglatan Ekonomi fsuatu kumpulon

karasgan), Jakarta: Badsn Peoerbit Fakubas Hukom Universitas Indonesia, 2002, E4. 1, Cet2,
hataman 28,
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b. Dar aspek penggunaan tanah

Penggunasn tanah dalam Pasal 726 Kuab Undeng-undang
Hukum Perdata untuk kepentingan semua bidang pembangonan,
sedangkan dalam Pasal 28 Undang-undang Pokok Agraria, penggunaan
tanah bersifat khusus yaitu untuk pertanian, perikanan atau petemakan.

22 SUBYEK HAK GUNA USAHA

2.3

Subyek Hak (una Usgha diatur dalam Pasel 30 Undang-undang
Pokok Agraria, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1995 tentang
Hak Guna Usaha, Hek Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. Dalam
kedua ketentuan it ditentukan bahwa yang dapat mempunyai Hak Guna
Usaha adalah Warga Negara Indonesiz dan badan hukum vang diditkan
menurit Hukum Indonesia dan berkedudukean di Indonesia® Secara
individual orang asing tidak dapat menggunakan Hak Guna Usaba, namun
secara kelembagaan ssperti berbentuk Badan Hukum, maka orang asing
vang termasvk dalam badan hukum itu dapat mempunyai Hak Guna
Usaha.®” Menurut BP 40/1996, pemegang HGU yang tidak lagi memenuhi
syarzt ini, Galam jangka waktn | tahun walib melepaskan atau mengslibkan
HGU kepada pihak 1zin yang memenuhi syaral. Apabila ketentuan ini fidak

dapat dilaksanakan maka HGU tersebut menjadi hapus karena hukum dan

tanahnya menjadi tanah negara.®®

TANAH YANG DAPAT DIBERIKAN DENGAN HAK GUNA USAHA

Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha diatur dalam
Pasal 28 Undang-undang Pokok Agraria dun Pasal 4 Peraturan Pemerintah
Nomor 40 tahun 1556 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan
Hak Pakai Atas Tanah, Di dalam ketentuan itu disebutkan bahwa tanah vang
dapat diberikan Hak Guna Usaha hanyalah tanah negara. Sebelom tanah

“bid, halaman 20, buca juge Boedi Harsons, Hubum Agroria Indosests, THd 1, baglan 1,
igkara: Dismbatay 1973, halamen 28-35
“rasal 55 ayat 2 UUPA juncto UU No. 1 tahun 1567 tentang Peranantan Modal Asing,

“rane Eka Sthombing, Segi-seg? Hukum Tench Dolam Pengadaan Tanal Untuk Pembaugunan,
fakana: Universitas Trisakai, halaman 26.
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negara itu diberikan kepada subyek Hak Guna Usaha, harus diperhatikan
hal-hal sebagai berikut: ©

1. Dalam hal tanah negara yang akan diberikan merupakan tanah pegara
yang merupakan kawasan hutan, maka pemberisn HGU dapat dilakukan

setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan statusnya sebagai kawasan
hutan,

2. Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang dikuasei dengan hak
tertentu. sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelaksanaan Hak Guna
Ussha tersebut baru dopat dilaksanakan gstelah terselessikannys
pelepasan hak fersebut sesuai demgan tata cara yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dalam bal di atas tanah yang akan diberikan ifu terdapat tanaman
dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan
alas hak (peristiwa hukum yang merupakan dasar penyerahan suatu
barang} yang sah, pemilik bangunen atau tanaman tersebut diberi ganti
kerugian vang dibebankan kepada pemegang Hak Guna Usaba.

Luas minimum tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha
adalah 5 {lima) hekiar, luas maksimum tanah yang dapat diberikan kepada
perorangan adalab 25 {dua puluh lima} hektar, sedangksn untuk badan
hukum ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan dari
pejabat yang berwenang & bidang usahe vang bersangkutan, dengan
mengingat Tuas yang diperlukan untuk pelaksanaan suatu satuan usaha yvang
paling berdayaguna dibidang yang bersangkutan, (Pasal 5 Peraturan
Pemerintah Nomor 40 tatum 1996).

Berkenaan dengan pengertian lerhedap tanah negara ini, temnyata
selain Badan Pertanaban Nasional yang mengenal tanah negara dan tanah
milik, Departemen Kehutanan dan Perkebunan mengenal istilah hutan
negara dan hutan milik, Departemen Dalam Negeri mengenal tanah juga

“ Salim, HS, dan Budi Sutrisno, Hukum Invesiasi di fndonesia, Jaksrta: Rays Grafindo Perkasa,
2008, Ed. 1-), haleman3 8, buca jugs Irene Eka Sihombing, Op O, halamian 25.26
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yaknl tanah desa, persiran/pantai, pemancingan serts sumber daya alam
desa” Departomen-departemen tersebut berdasarkan perundang-undangan
diberikan kewenangan atas penctapan status atas tanab dengan kniteria yang
berbeda, implementasinys di masyarakat menimbulkan konflik status tanah,
mana yang merpakan tanah negara (public land) dan mana yang bukan
{pravate land). Dilihat dan kebersdaan UUPA dan UUPK, seharusnya
UUIPA 5/1960 yang lahir lebih dahuls harus di acu oleh UUPK No. 5/1947
maupun penggantinya UUK No. 41/1989, yang mengatur bentuk-bentuk
penguasaan atas sumber-sumber agraris termasuk butan di dalamnya.
Sehingga kriteriz atss tanak dan kawasan hutan negara sama dan
pengaturannya tidak tempang tindih,

Dengan terbitnya Permen BPN No. 571999 tepas dan fleksibel
dijelaskan bahwa fanah ulayat dapat didaftarkan menjadi kepemilikan adat,
dapat menjadi hak milik perorangan bila ingin dimiliki secara perorangan
dan dapat juga dipinjamkan kepada pemerintah untuk diberikan Hak Guna
{Jsaha kepada pihzak lain pada jangka waktu yang disepakati.

Pengertian berkenaan dengan status tanah nepara ini, tidak terlepas
dari pemahaman bahwa negars adalah organisasi kekuasaan yaug terbentuk
atas perjanjian kemasyarakatan antara komunitas-kKomunitas yang sudah
hadir mendahulvinys. Komunitas-komunitas yang kemudian disebut sebgai
rekyat it merupakan konstituen utama negara. Jika rakyat mencabut
dukungannys pada negara maka saat it pula negara aken terancam
keberadaannys. Sesalan dengan seiarah kehadiranaya vang barn, maka hak
menguasat negava yang seakan-akan menjadl dokfrin dalam pengaturan
sumber daya alara di Indonesia bukanlah hak yanj ada dengan sendirinya,
sehingga dapat mengatasi hak-hak masysrakat. Perlu disadad hak

* Rajior Kebifokan Hok-Hak Masyarokat Adat di Indonesia: Suats refleksi Pengoturan
Kebijakan dalam Era Otonomi Daerak, ICRAR LATIN dan PIAE-UI, Maret 2001, halaman 28
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menguasai negara adalah hak yang bersumber dari hak-hak masyarakat”
Demikianleh maka hak menguasai negara tidak bisa merampas hak-hak
masyarakat adat yang sifatnya alamiah dan sudah hadir mendahulul negara.
Satu diantara hak masyarakat adat itu adalah oforitas mengatur ekosistem
hutan. maka hak wmenguasali negars tidak bise menghapus otoritas
pengaturan dan masyarakat (adat), hak menguasai negara seharusnya
menguatkan otoritas masyarakat (adaty iku).”?

MOMENTUM TERJADINYA HAK GUNAUSAHA

Setiap orang atau badan hukum yang memperoleh Hak GGuna Usaha
harus memenubi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan. Hak Guna Usaha diberikan dengan Keputusan
Pemberian Hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pemberian hak itn
waijib didaftarkan dalam buku tansh pada Kantor Pertanahan (Pasal 31
Undang-undang Pokok Agraria juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 5/1973 juncte Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/1972)7.
Berbeda dengan permohonan hak-hak lainnya, permohonan Hak Guns
Usaha diajukan kepada pejabat vang berwenang melalui Kepaia Direktorat
Agraria Propinsi yang bersangkutan secara tertulia, dengan tembusan
kepada Bupati Kepala Daerah ¢.q. Kotamadya (Pasal 15 ayat | Peraturan
Dalam Megeri Nomor 571973 tentang Tatacera Pembenian Hiak Atas Tanah),
Dalam rangka penanaman modal asing, permohonan Hak Guna Usaha
diajukan melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BXPM) (Pasal 3
ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5/1974 tentang Ketentuan-
ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Hak atas Tanah serta
Pemberian Izin Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan untuk

""Myma A. Safitr, Pengakuan terhadap hak masyarakat adat pada ckosistem hutan: Catotan
untuk Rancangan Kebijakan tentang Hok Masporakot Adat & Kawasan Furan Negora, paper ini
merupakan komentar atas konsep kebijakan vang mengator Keberadaan wiasvarakat adat didalam
kawasan hutan yang diseminarkan pada bulan Februari 1999 &1 LATIN, Bagor dau dierbitkan oleh
LAYIN schogae kerias posisi Latin dan diterbitkan puls pada Web LATIN (wipiwwwistinonid).
Paper ini dibuat sebolum diterbitkennys LUK No. 41 twhun 1999, skan tetapi masih relevan
dengan perdebatan wenanpgan! hak-hak masyarakat adat vang distur dalam PP Hotan Adut

“hid, halaman 43

*arie 8. Hutagalung, Op Cir. halaman 23
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keperluan Perusahaan-perusahaan Penanaman Modal menurut Undang-
undang Nomor 1 tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 tahun 1968)."
Sementara ita, momentum terjadinya Hak Guna Usaha adalah sejak didaflar
olelh Kantor Pertanshan dalam buka Tanah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undsngan vang berlaku. Sebagai tanda bukt hsk
kepada pemegang Hak Guna Usaha diberikan serfipikat hak atas tansh
{Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 Peraturan Pewmerintah Nomor 40 tshun
1996, Adapun swratsurat yang diperlukan  dalam  mengajukan
permohionan Hak Guna Uszha ini, harus pula dilengkapi dengan keterangan-
keterangan {likat catatan 12 supra pasal 15 ayat 2) scbagai berikut:™®

a. bonafiditas dan liquiditas perusahaan, misalnva dengan menunjukkan
referensi dari Bank pemerintah atan keterangan lainnya;

b. rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka panjang;

c. fenaga ahli yang tersedia;

d. rekomendasi dan instansi-instansi  perkebunan, kehutanan, dan

sebagainya sesuai dengan rencana.

TANGKA WAKTU BERLAKUNYA HAX GUNA USAHA

Jangkz Waktu berdakunya Hak Guoa Usaha diatur dalam Pasal 8
Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996, Hak Guna Usahe diberikan
untuk jangka wakiu 25 tahun atau 35 tahun dan dapat diperpanjang uatik
jangka waktu paling lams 25 tahun. Jadi fotal jengka wakiu Hak (uns
Usaha selama 60 tabun. Perpanjanpan Hak Guna Usaha memenuhi syarat-
syarat vang ditentukan dalam Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemierintah nomor 46
tahun 1956 adslan penambahan jaongka waktu berlakunya sesuati hak tanpa

mengubsh syarat-syarat dalam pemberian hak tersebut. Syarat-syarat ity
meliputi:”

a. tanahnys masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat
dan tujuns pemberian hak terschut;

Prbid, halaman 23

Palirs HS dan Budi Sutrisns, Op €0, halaman 319
*“arie 8, Hutagatung, Op Cit, halaman 23

P thid, hataman 320
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b. syarat-syatat pemberian hak  lersebut dipeashi dengan baik oleh
pemegang hak; dan
c. pemegang hak masth memenuhi syarat sebagai pemegang hak.

DPhisamping dapat diperpanjang jangka waktu Hak Guna Usaha, maka
kepuda pemegang hak  diberikean  kesempatan  untuk  memperbary
permohonan Hak Guna USahanys. Maksud pembaharvan hak adalah
pemberian hak yang szama kepada pemegang hak atag tanah yang telah
dimilikinya dengan Hak Gune Ussha sesudah janpgka waktu hak tersebut

atau perpanjangannya habis. Svarat-syarat untuk dilakukan pembaruan Hak
Guna Usaha adalah:™®

a. tanah masih diusahakan dengan baik scsuai keadsan, sifat dan tujuan
pemberian hak tersebut;

b, syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh
pemegang hak; dan

c. pemegang hak masih memenuhi sysrat-syarat sebagal pemegang hak
{Pasai 9 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996}

Permohonan perpanjangan jangka wakin Hak Guoa Usaha atsu
pembarvannya diajukan selambat-lambatnya 2 tahun sebelum berakhimys
jangka waktu Hak Guna Usgha. Perpanjangan dan pembaruan dicatat dalam
buku tanah pada Xantor Pertanahan (Pagal 10 Peraturan Pemerintah Nomor
40 tahun 1556} Untok kepentingan penanaman modal, permintaan
perpanjangan  ateu  pembaruan Hak Gura Usaha i dapat
dilskukansekaligus dengan membayar uvang pemasukan yang ditentukan
untuk itu pada saat pertama kali mengajukan permohonan Hak Guna Usaha,
Apabila hal itu telah dilakukan oleh pemegang Hak Guna Ussha hanya
dikenakan biaya administtasi yang besamya ditetapkan oleh menteri setelah
mendapat persetujaun dari Menteri Kevangan. Persetujuan untuk dapat
memberika perpanjangan atau pembaman Hak Guna Usaba dan perincian
uang pernasukan dicantumkan dalam keputusan pemberian Hak Guna Usaha
yang bersangkutan (Pasal 11 Persturan Pemerintah Nomor 40 tahun 19%6).

"tbid, halaman 320
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Kabupaten Sanggau yang merupakan sslah satu dari Kawasan
Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) bahkan pemah dumsulkan untuk
memperpanjang Hak Guna Ussha menjadi 60 1hun, sebagai pemah
diungkapkan oleh Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Aspar Aswin, yang
juga Ketua BP Kapet Sanggau, yang memperbandingkan hak atas tanah ini
dengan di Cina yang memberikan jangka waktu hingga 90 tahun.”

2.6 KEWAJIBAN DAN HAK PEMEGANG HAK GUNA USAHA

Kewajiban dan hak pemegang Hak Guna Usaha bersurber pada

Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 10 Undang-undang Pokok Agraria juncto

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraris nomor 2 fahun 1964 (berupa

kewajiban khusus),” dan juga distur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal

14 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996,

Kewajiban pemegang Hak Guna Usaha antara lain:®

a. membayar nang permasukan kepada negara;

b, melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikepan  danfatau
peternakan sesuai dengan peruntukkan dan persyaratan sebagaimana
ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya;

o, mengusahakan sendivi Hek Gupa Ussha dengan baik sesuai dengan

kelayakan usaha berdasarkan kriteria vang ditetapkan oleh instansi
teknis; :
d. membangun dan memelthare prasarana lingkongan dan fesilitas tanah A
vang ada dalam Hoghungan areal Hak Guna Usahs;
e, memelihara kesuburan fanah, mencegah kerusakan sumber daya alam,
dan menjsga kelestarian kemampuan lingkengan hidup sesuai dengan
peraturan perundang.undanpan yang berlaku {termastk di dalamnys
replanting dan new planting);

£ menyempaikan laporan tertulis setiap akhir ahun mengenai penggunaan

» . Kapef inginkan HGU &6 taluan, www kompag.com, 29 September 2051

¥atie S. Horgatung, Serba Ancka Maselah Tuanah Delam Kegiatan Ekonomi fsuaty kumpulan
karangen}, lokorts: Badao Penecbit Fakultes Hukum Universitas Indennsin, 2002, E4. 1, Car2,
halaman 22,

1 1bid, halzman 321, buca juga Irene Eka Sihombing, Segl-segi Huksen Tonok Dalam Pengadaan
Tanak Untuk Pembargunan, Jokarts: Universitas Trisaky, 2003, halamarn 27
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Hak Gung Usaha;

il

menyeralikan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha
kepada negara sesudah Hak Guna Usaha tersebut hapus;

h. menyerahkan sertipikat Hak Guna Usaha yang telah hapus kepada

Kantor Pertanahan;

i jika tanah Hak Guna Ussha karena keadsan geografis atau lingkungan
atau sebab-sebab lain letaknyva sedemikian rups sehingga mengureng
atau menuiup pekarangan atau sebidang tanah lain dari lalu lintas umum
atan jalan air, pemegang Hak (una Usaha wajib memberikan jalan
keluar atau jalan air atan kemudahan lain bagl pekarangan atau bidang
tanah yang dikurung,

Mengenai Hak dari pemegang Hak Guna Usaha diatur lebih laniut
dalam Pasal 33 juncto Pasal 51, juncto Pasal 57, juncto Pasal 28 (3)
Undang-uandang Pokok Agearia,® dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah 40
tahun 1996, Hak pemegang Hak Guna Usala yaite:® berhak menguasai dan
mempergunakan fanah yang diberikan dengan Mak Guna Usaha untuk
melaksanakan usaha di bidang perfanian, perkebunan dan atan petemakan,
Penguassan dan penggunasn surnber daya air dan sumber daya lainnya &
atas tanah yang diberikan Hak Guna Usaha hanya dapat dilakukan untuk
dapat mendukung usaha di atas, dengan mengingat ketentuan peraturan
perondang-undangan vang berlaku dan kepentingan masvarakat. Sementara
itu, larangan bagi pemegang Hak Guna Usaha adalah dilarang menyerahkan
penguasaan tanah Hak Guna Usaha kepada pihak lain, kecuali dalam hal-hal
yang diperbolehkan menurut peraturan perondang-undangan, (Pasal 28 ayat
3 Undang-undang Pokok Agrania}.

PEMBEBANAN DAN PERALIHAN HAK GUNA USAHAM

Sertipikat Hak Guna Usaha yang telah diterbitkan oleh Mented atau
peiabat yang berwenang dapat dijadikan jaminan butang pada lembaga
perbankan dengan dibebani Hak Tanggungan (Pasal 33 juncto Pasal 51

21hid, Wateman 2!
Bibid. halaman 321
Hlrene Bka Sihombiag, Op Cit, hateman 28
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juncto Pasal 57 Undang-undang Pokok Agraria). Hak Tanggungan hapus
dengan hapusnya Hak Guna Ussha (Pasal 15 Peraturan Pemerintaly Nomor
44 tahun 19963,

Secara yuridis Hak Guna Usaha dapat beralih atau dialihkan kepada
pihak laist {(Pasal 16 Peratoran Pemerintah Nomor 40 tabun 1996). Beralih
atau diglildan srtinya bahwa Hak Guna Usaha itu dapat berpindah, berpanti
atay dipindahkan kepada pibak lainnya, Peralihan Hak Guna Usaha dapat
terjadi dengan cam jusl beli, tukar menukar, penyeriaan modal, hibah dan
pewarisan. Peralihan ini harus didaflarkan pada Kantor Pertanshan.
Peralihan Hak Guna Usasha tersebut harus dilakukan dengan skta yang
dibuat oleh PPAT. Peralihan Hak Guna Ussha karena warisan harus dapat
dibuktikan dengan surat wasiat aten surat keterangan waris yang dibuat oleh
instansi yang berwenang. Sedangkan jual beli vang dilakukan melalui
pelelangan dibuktikan dengan Berita Acara Lelang, yang dibuat oleh Pejabat
Lelang,

HAPUSNYA HAK GUNA USAHA

Hapusnya Hsk CGuna Usaha adalah dengan tidak berlakunya
keputusan pemberian Hak Guna Usaha vang diperoleh oleh permegang Hak
Guna Usaha. Dalam Pasal 34 Undang-undang Pokok Agraria den Pasal 17
Peraturan Pemerintsh Nomor 40 tahun 1996 telah ditentukan 7 cara
hapusnya Hak Guna Usaha, yaitu:?

1. berakhimya jangka wakitu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan
pemberian atau perpanjangannys;
2. dibatalkan haluya oleh pejabat vang berwenang sebelum jangks waktu
berakhir karena:
a. Hidak terpenubinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau
b. ilanggamya ketentuan-ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12, Pasal 13 dan Pasgl 14 Peraturan Pemerintah Nomor 40
tahun 199¢6;

¥arie 8. Hutagatung, Op Cir, halaman 323, baca joga Irene Eka Sihombsing, hialaman 28.29
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3. dilepaskan secara sukarela cleh pemegang haknya sebelum jangka
waktunya berakhir;

Dilepaskan secara sukarela mengandung pengertian dilaksanakan
dengan pemindahan hak seperti jual beli, tukar menukar, hibah, hibah
wasiat, pemasukan/inbreng maupun dengan istilah  pembebasan/
pelepasan hak.%

Ketentuan mengenai pelepasan/pembebasan tanah diatur dalam
UUPA {Pasal 27, 34, 40), Prof. Arie S, Hutagalung menyebutkan pula
bahwa pelepasso/pembebasan tanah ini juga merupakan wujud dad
fungsi sosial pada tanah sebagai disebut dalam Pasal 6 UUPA, Istilah
pembebasan hak sementara inf di dalam Keppres Nomor $5/1993 diganti
dengan istilah Pelepasan Hak atau Penyerahan Hak, vang pengertiannya
menurut Pasal 1 adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara
pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainyas dengan
memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah yang dapat
herbentuk uang, tangh penggant], pemukiman pengganti, gabungan dari
duz atau lebih bentuk gant kerugian, maupun bentuk-bentuk lain yang
disetujui oleh pihak-pihak yang bersanpgkutan. Khusus untuk hak ulayat,
ganti kerugian tersehut berbeniuik pembangunan fasilitas umum atau
bentuk lain vang bermanfaat bagi masyarakat setempat,”’

Dalam bukunya, Ireme Bka Sihombing, berpendapat bahwa
pengertian pelepasan/pembebasan hak tersebut diatas, pada hakikatnya
merupakan perbuatan hukum pelepasan/ pombebasan hak adalah suatu
perjanjian. Oich karenanya dapat dikatakan sebagai perbustan perdata
seperti halnya jual beli tanah. Karena merupakan suatu peganjian, fidak
boleh ada satn pihakpun yang disugikan, sebab salah satu prinsip dasar
petianjian adalah para pihak berada pada kedudukan scimbang. Maka
istilah menurutnya adalsh tidak tepat, tetapi sepatutmya disebut sebagai
imbalan. Sedapat mungkin besar imbalan pada pemmbebasan hak sama
besarnya dengan harga bidang tanah (hak milik) tersebut jika dijual

¥ Arie . Hutagalung, Tebaran Pemikiran di Seputar Masalah Hiubsm Tanal Nasional, Jakens:
Lembaga Pemberdayaen Hukum Indanesia (LPHI) 2003, halaman 1764377
"hid, halaman 178-179,
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kepada pihaklain (harga pasar setempat). *
4, dicabut berdasatkan Undang-undang Nomeor 20 tahun 196] tentang
Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-bends yang ada di atasnya;

Mengenat pencabutan ini, temyata berkembang pula i
magyarakat untuk memperhatikan Undang-undang tentang Lingkungan
Hidup, berdasarkan contoh aktual yang terjadi tahun 2002, ketika banjir
melanda sepanjang daerah sliran sungal {DAS) Sekayvam, waitu
Keeamatan Entikong, Sekayam, Beduai, Kembayan, Parindu dan
wilayah sekitar kota Sangpau, aktivitas masyarakat sempat macet total
selama seminggn. Ruddy Lumury dard Harian Sawit Watch, pernah
menyarankan agar 1zin Hek Guna Usaha di wilayah tersebut dicabut dan
dikembalikan ke fungsi hutan lindung.®

5. ditelantarkan;

Sebagai diungkspkan oleh Deddy Kosspramono, Direkmr Tata {
Ruang dan Perianahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
{Bappenas), pemerintah gkan menyita tanali-tanah perkebunan di Pulau
Jawa yang saat ini tidak memiliki Hak Guna Usaha vang sah dan
ditelantarkan, untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat, sedangkan
kepada pemilik tanah perkebunan terscbut zkan diberikan pengganti di :
lwar Pulan Jawa. Pemyatasn fersebut sebenarnya tidak jauh dan
pemaheman bahwa semua hak atay tanab berfungsi sosial, sehingga :

setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hobungan
hukum dengan tanah wajil menggunakan tanshnya dengan memelibara
tenah, menambah kesuburannya, mencegeh terjadinya kerusakan
sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna serfa bermanfaat bag
kesejahteraan masyarakat {Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1998
tentang Penertiban dan Pendayagunasn Tammh Telantar).”™ Langkah
pemerintah itu berkaitan dengan upaya reforma Agraria pada tahun 2009
ini, Dalam Rencana Kega Pemerintah (RKP) 2009, vang diharapkan

*irene Bka Sihombing, Op €&, halaman 62

Y Keseimbangm Lingkungan Hutan Terponggs, Cabur fvin HGU Kebun Kelapa Sawit, Suara
Pembaruan Dzily, 3 Mei 2003
Paric 8, Hutsgaluag, Op Cf, balaman §3.
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mampu  membagi 310.000 bidang tanah bagi masyarakat, vang
rinciannya terdinl dari 9,25 jula hektar tanah dimana 1,25 juta hekiar
tanah merupakan tansh nepara vang dikelols Badan Pertanahan Nasional
dan sisanya adalsh tanah hutan.””

6. tanmzahayva musnah;

7. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemegang Hak Guna Usaha,

Konsekwensi dari hapusnya Hak Guna Usahs, mengakibatkan
tanahnya menjadi fanah negara. Apabila Hak Guna Usaha hapus dan
tidak diperpaniang atau diperbaruai, bekas pemegang hak wajib
membongkar  bangunan-bangunan dan  benda-benda  tersebut
dileksanaskan atas biaya pemegang Hak Guna Usaba, Jika bekas
pamiegang hak ®rsebut lalal dalam memenuhi kewaiibannya, bangunan-
bangunan dan benda-benda yang ada di atas tanah tersebut dibongkar
oleh pemerintah unink melangsungkan atau memulihkar pengttasaan
tanahnya, maks kepada pemagang hak diberikan ganti rugi yang bentuk
dan jumliahnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden (Pasal 18
Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996},

2.9 HAK GUNAUSAHA DAN TANAH ADAT/ULAYAT

Tanah dan masyarakat hukum adat mempunyai bubunpan erat saty
sama lain. Hubungan hukwm antara masyarakat hukem adat dengan
tanahnya menciptakan hak untuk mengpunsksn tanah bagi keuntungan
wasyarakat, Hak ini dapat diperlakukan ferhadap pihak fuar dan terhadap
sesama anggota kelompok masyarakat hukum adat. Pelaksanzan terhadap
pibak luar kelompok masyarakat hukum  adat tersebut mempunyai
wewenang fersendin atas tanah den lingkungannya. Tetapi disamping it
masyarakat hukem adat tersebut mempunyai tanggungjawab ataz kerugan
yang dilakukan terhadap tanabnya oleh pihak-pihak yang tidak dikenal.
Masyarakat hukum adat berkewajiban untuk mengawasi penggunaan tanah
diantara anggota-anggota sendini dan mengatur hak dan tuntutan dari setiap
anggota dalam berbagai cara,

”Rafc}rma Agraria, Toneh Tanpa HGU Bokol disita Pemeringzh, Avtara News, 7 Agustus 2008
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Hak ulayat dalam pengertian hukum merpaken serangkaian
wewenang dan kewajiban suate masyarakat hukum adat tertentu atas suatu
wilayah tertentu yang merupakan ulayatya, sebagai “lebensranm” (wilayah
hidup atan ruang hidup) para warganys untuk mengambil manfaat dard
sumber days alam, fermasek tanab, yang ada dalam wilaysh tersebut,
Wewenang dan kewajiban tersehut timbul dari hubungan secara Iahiriah dan
batinial twrun femurun antara masyarakat hukum edat tersebul dengan
wilayah hiduprya. Hubungan ity sclain merupakan hubnngan lahidah juga
merupakan hubungan batiniah  yang bersifat religic-magisch, yaitn
berdasarkan kepercayaagn pars warga masyarakal hukum adat yang
bersangkutan

Mengenat hak ulayat ini ada beberapa pendapat, menurut  Profl
Boedi Harsono, hak ulayat adalah nama yang diberikan undanpg-undang dan
para ahli hukum, yang mengandung pengeriian sebagai suate hubungan
Bukum antata suatll masysrakat hukum adat tertente dengan sustu wilayah
tertenty, yang morupakan “lebensraum” bagi pers warganya sepanjang
masa” Prof Ade S. Hutagalung merumuskan hak ulayat adalah hak
bersama yang sifatnyas abadi dan dalam kedudukannva sebagei “hak
penguasaan atas fanah” memberikan keweuangan kepada anggota-
anggotanya untuk berbuat sesuatu atas tansh ulavat vang bersangkutan,
Kewenangan dalam hal ini juga sekaligus berarti sebagai "tugas™ dari setiap
anggots masyarakat bukum adat yang melekat pada hak ulayat itu, yait
mengupayakan agar “tansh ulayat” tersebu! dapat berfingsi secara lestan
dan menjadi pendukung kehidupan kelompok masyarakat hukum adat dan
para anggotanya sepanjang zaman, W Imam Sudiyat memberikan ciri-cin
pokok dari hak ulayat yaity (a) hanya persekutuan hukam itu sendiri besenta
para warganya yang berhak dengan bebas menggunakan tanah-tanah liar di

rhid, halaman 123

Sarie S, Hulagslung, Zebaran Pemikiran di Seputar Maselah Hukum Nasionsl, Jakarta:
Lembags Perberdayaan Hukur Indonegia (LPED 2065, hatarman 22

™ Siti Busyanthi, Analisis mengenal eksistensi Hukum Tanah Adat Subu Dayak Kenyah di
Kalinrawton Timur, Tesis 2068, halzman 16, mengatip darl pidato Prof Ariz 8. Hutagalung
rengenad: Kousepsi¥ang mendasari Penpempurnaan Hukum Tanah Nusions!, Depok 17 Marct
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wilayah kekuasaannya; (b} orang luar hanya boleh mempergunakan tanah
itu dengan izin penpuasa persekutuan tersebut, tanpa izin itu ia dianggap
melakukan pelanggaran; (¢) warga persekutuan hukum beleh mengambil
mantaat dart hak wlayal dengan restriksi hanya untuk  keperluan
somah/broyat’keluarganya sendiri; (d) persekutuan hukum bertanggung-
jawab atas segala hzk yang menjadi terjadi di wilayabnya; {2} hak purba
tidak dapat dilepaskas, dipindabkan, diagingkan votuk selamanya; (I} bak
purba meliputi juga hak yang sudah digarap, yang sudah diliputi oleh hak
perorangen.”” Bagi masyarakat adat sendiri cenderung menyebuinya dalam
korelasi tanah zdat atau hutan adat dalam bahasa daerah setempat (yang
berada dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan).”®

Seiring dengan meningkatnya pembangunan fistk di Kabupaten
Sanggau, disaty fihak dan berkurangnya tanah negara yang tersedia dilain
pihak, fenomena sengketa tanah muncul kepermukaan yang sebagian besar
merupakan akibat dari pengadaan tansh untuk kepentingan pembangunan
infrastruktur, tndosts, peromahan, perfanian maupun perkebunan skala
besar.

Di Kabupaten Sanggau, sengketa tanah scbagian besar tegadi
diantara masyarakat hukum adat yang mempertahanksn hak (adat) atas
tanah dengan pemilik modal hesar yang mendapat kongesi pengusahaan
perkebunan. Prakiek pengadsan tanszh berupa pemberian Hak Guna Usaha
untuk pembangunan perkebunan dilakukan secara fidak bijaksana, schingga
menimbulkan sengketa tanah tersebut vang sampai szat inl belum jugs
torselesaikan,

Walaupun oleh UUPA dan ketentuan-ketentuan lain®’ hak ulayat

% [bid, halarean 16, dikutip dari fmam Sudiyas, Hukun Adar Skefsa Asax, Yogiakarta;Liberty,
1981, Cet, Ke-2, balaman 8.

®arie S. Hutagaluag, Tebaran Pemikiran di Seputar Masaluh Hukum Nosionwl, lakana:
Lambaga Pemberdayean Hukum Indonesis £LPHTY 2005, halaman 122

U No. 5 tahun 1967 tentang Kefonmun-ketentuan Pokok Kehotanan, UL No. 41 b 1999
tentang Kehutanan, Keppres Noo 35/tabun 1593 rentang Pengadess Tanah untule Kepentingan
Umum, Instreksi Presiden No. 1 ishun 1975 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Keagrarisan
dengan Bidang Kehutanan, Perfambangan, Transongrsst dan Pekerjaan mum (INPRES #1978,
dan PMNA/Ks BEN 5/1059, mengskul adanya hak sdstfbak ulayat masyarakat sdas
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sudah mempunyal pengakuan secara hukum dalam hukum tanah nasional
kita, namun dalam pelaksansasnya tidak menjadt jelas dan Jushu

menimbulkan masalah bagi masyarakat adat,

Unfuk tanah-tansh adat/ulayat int, di Kabupaten Sanggau saat “orang
uar"  diperbolehkan membuks dan  menggunakan sebagian  tanah
adat/ulayat, denpan izin dari penguasa adat dengan pembayaran vang
discbut sebapai “derasah". Sejalan dengan pendapat Prof. Ane S.
Hutagalung, bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan pemerintah,
masyarakal, maupun pakar mengenai istilah tansh adatfulayat”® di
Kabupaten Sanggau sendiri, tampaknya pemahaman tanah adatulzyat lebih
cendenung untuk tujuan perlindusgan terbadap tanah pribadi “angpota
masyarakat” hukem adat” Sedangkan "lebensraum™™® atan  dalam
pemahaman i hutan adat ataw tanah adat yang digunakan sebagai taneh

“ibid, halaman 134

haca 8 Masiun, Dayak NGO Responses 1o Natienad Legal and Peticy Frameworks Affeciing
Adat Governance in Indonesic “if the stale decs sot recogmize us,we will not recognize @7
(Indigennus People Declarmion, Jakarta 1899, tulisan telah diproscmasikan pada JASCP
Conference, 31 May - 4 Joni 2000, di Bloomingion, Indiane, UBA. kutipannys sehgai
berikut™.... Al Davak in West Kalimaatan have their owsn laws and structures, Natural resowrces
systems mansgemeat are regulated in the sdat law. Adat faw are enforced by the adat leaders
governance, The viskation on the natural rescurces mansgement and landuses wilf be fined using
adat faw. All members of the community are responsible for the enforcement of the adat haw.
Formaily, the adat leader who are responsible i fine the depress of violation conducied by
someene. (halaman 8)......... In order to profest satural sources, begides the adat law that &8 aow
implemented, fowards new thrests, a commanity change iogether 1o make a consorvsiion
agreement, The agreement wiil bind stl members of community 10 obey 3nd to those who breaks
the agreemment or rules, they will be Bned without any need to process through court, The vislztion
against this vule is considered as “salah busa”™ or he must be fingd according fo the fineg agreed in
the apreemens. The kind of agreemant has besn adopted in Tapang Sambas, Desa Dayak of
Sanggau District. ... Under Ministry of Intermal Affairs Repulation Me. 371997 on the
Empowerment, Sustainability and Dewvelopment of Customs, Peopls’s Tradition and Adat
Institution &t the Locel Geverment Level intreduces new stracturs of the The Dayaks in West
Kalimantan, At the provincial fevel is built Adat Assembly (Mejelis Adafy. -In West Kalimanian,
Local Goverment facilitates the establishment Adat assémbly at the Provineial Level and Adat
Councils in every district znd subdigirict. Mostly politiciang gre invelved i the organizalicns-.
This Regulation tends to put aside the existence of the origin of adat instution owned by the
i}agg.:ks peopie ........{halaman 14}

naria Sumardjone (1 259} menterjemahkannyn sobagai ruang hidup, bava Mastua Sinait, Chip
Fay dan A. Kuswors, Bagaimana Hokdiok Masyarokal Hukunt Adei dalom Mengeliofa Sumber
Dayg Afam Diater?, hal 3, wilisan dengan revisi disampaikan pada scam Seminar Perencanagn
Tata Ruang Sevara Partisipatif oleh WATALA den BAPPEDA Propinsi Lampung, 11 Olktober
2000, yang merupakan bagian dari nagkah akademis yang disgjikan untok Departemen Kehutasan
dan Perkebonse pada pertengahun whon 1999 dalam vseha mengakomedis hak-hak magyeakat
hukum adzt dalam kawasan hotan dan dipresentasiken dalem bentuk paper dan telah dibewakan
daiam Roundtable Digsassion di Wisma PKBI taoggal 20 Oktober 1990,
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bersama, sehatas secara fisik tanah dan hutan itu digunakan bersama, dan
berada di wilayah masyarakat hukum adat tersebut. Kepemilikan pribadi
masyarakat adat jauh lebib kuat dibandingkan kepemilikan bersama.
Pemahaman ini mungkin karena pesgertian "kepemilikan”™ dipahami secara
berbeda dalam masyarakal Pembayaran “derasah” vang ditemui dalam
praktek dalam upaya pembukaan perkebunan cenderung dibayarkan kepada
masyarakat vang secara faktual "menguasai® fapah secara pribadi, karena
fanah  mereka  disershkan/dilepaskan  kepada pengelola perkebunan,
Sedangkan izin penggunsan tansh yang diserahkan/dilepagkan tersebut,
dalam konteks ganti mugi, menggunakan pemahaman adat yang berfaku
dalam masyarakat setempat. Karena berdasarkan penguasaan fisik tanah,
maka pembayaras "dersah® tersebut diberlakukan pula kepada "orang luar”

{non Dayak) yang secara turun {smurun juga menguasai dan afau teleh
mengusahakan tanab.

Meruiuk pada PP Nomor 24/1997, maka tansh adat/uleyvat sebelum
di Hak Guna Usahakan, maka harus didaftar atau disertipikatkan. Ada 3
kegiatan utama yang dilakukan, yatu!

1. Registrasi berupa kegiatan pencatetan data bidang dar aspek hukum dan
fisik yang dikenal dengan tekmk kadastral,

2. Pengesahan hubungan hukum antara subyek dan obyek hak wvang
hertujuen untuk memperoleh pengesahan secars yuridis mengensi
haknaya, siapa pemegsng haknya {subvek hak) dan Rewdisi tanahnya
(obyek hak} ada atau fidaknyz bal Jain yang membebani dan atau
permasalahan dimana alat pembuktian berupa dokumen dan lainnva

merupakan instrumen utamanya.
3, Penerbitan tanda bukt berupa sedipikat hak atas tanalb,

Berdasarkan Pasal 4 Permenag 5/1999, setelah disertifikatkan, tanah
ulayat dapat dikussai cleh masyarakat adat itu sendini dan oleh pihak lain,
Pengussaan olsh pihak lain dapat oleh instansi pemerintah, dan badan
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hukum ataupun perseorangan. Pelepasan hak penguasaan tersebui sesuai
dengan ketentuan dan tata cara hukum adat vang berlaku. Salab sate bentak
penguasaan tanah niayat olch pibak lain adalah beruwpa HGLUL

Berdasarkan PP No, 40/1936, HGU bisa ditetapkan pada tanah-tanah
selain tanah yang dikuasai langsung oleh negars melalui mekanisme
pelepasan hak dan pengeluaran status kawasan, Hal mi rerupakan
perluasan pemberian alas HGU berdasar UUPA dengan prinsip trapsparansd,
akuntabilitas, dan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputosan.'”’

Umumnys HGU berlaku untuk tanah negara, sebagairnana Pasal 28
ayat 1 ULIPA dan Paszl 4 PP No. 40/1996 tentang Hak Guna Uszha, Hak
Guna Bangunan dag Hak Pakal atas Tanah. Namun Pasal 4 ayat 2 Permenag
MNo. 5/1999 menyatakan bahwa: “pelepasan tanah ulayat sebagaimans ‘
dimaksud pada ayat 1 huruf b untuk keperluan pertanian dan keperluan lain '
yang memeriukan Hak Guna Usaha atay Hak Pakai, dapat dilakukan oleh ;
yaasyarakat hukum adat dengan penyerahan penggunaan tanah untuk jangka ‘
waktu fertenty, sehingga sesudah jangka wakin itu habis, atau sesudah tanah
tersebut tidak dipergunakan fagi atau ditelantarkan sehingga HGU itu hapus,
maka penggunaan selanjutnya harus dilekukan berdasarkan persetujuan bam
dari masyarakat hukum adet vang bersangkutan sepanjang hak ulayat ¢
masyarakat hukum adat itu masih ada sesuai ketentuan Pasal 2. :

Selama ini, pemerintah mempunyai modus sendiri  untuk
menyediakan tanah bagi pemberian HGU. Pasal 2 Keputusan Menteri
Agraris/Repala Badan Perianahan Nasionsl No. 21/1994 tentang Tata Cara
Perolehan Tanszh Bagi Perusabaan Dalam Rangka Penznaman Modal
menentukan bahwa perolehan fansh dalam rangks pelaksanaan ijin lokasi
dapat dilakukan melalui cara pemindahan hak atae melalni penyerahan atau
pelepasan hak atas tansh yang ditkuti dengan pomberian hak baru.
Perolehan tanah melalui pemindahan hak dilekukan apabila fanah yang

Mgahyuti, Pemanfaiun Tanak Ulayat uniuk Pengembangan Agrilisais Perkebunan, penshis

adalah peneliti muadys pada pusat snalisis sosiel ckonomi don kebijakan pertanian, Badan Libeng
Boger, 2008
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bersanpkutan sudah dipunyai dengan hak atas atas tanah vang sama jenisnya
dengan hak atas tanah yang diperlukan oleh perusahaan dalam menjalankan
usahanya dengan kefentuan bahwa apsbila perusahaan yang bersangkutan
menghendaki, hak atas tanak tersebut dapat juga dilepaskan univk kemudian
dimohonkan hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, '™

Pada hakekatnya, penpuassan menurut hukem negars maupun adat,
memiliki banyek kesamaan, kavena pads hakekatnya disusun atas nilai-nilai
sosial dan kesvjahteraan bersama di dalemnya. Sehingge penggonaan tanah
mampu memberi nilal ekonomi lebih. Perkebunan besar, dapat diterima
asalkan misalnya dilakukan di atas prinsip keadilan. Jika berdasarkan akal
sehat, tidak mungkin suatu masyarakat hukum adat mempertahankan isi dan
pelaksanaan hak ulayatnya secars mutlak, seakan-akan ia terlepas dad
hubungan dengan masyarakat hukum dan daerah lainnya di dalam
lingkungan negara kesatuan Republik Indonesia.

"bid, halaman 9, "Conioh pencrbitan HGU tanah wayat tedadi di Kabupaten Passman
(Burnbar). Pasal 4 Keputusan Bupati Pasamsu Nomor /1998 menyaiskan syvat b "pengadaan
kebun plasma berassl dari peayershan tenzh oleh minik ewenaldpemilikipenguass tanah {ulayat
zdat) yang discrahkankepada oggara melalol pemerimad daceah yang selanjutnys diperuntukken
bagi kelompok tanl peserte plasma dengan pols bapsk anpghat snak angket”, sclasivinys pada ayat
2 "Bupati Kepals Doersh sotelah menerims penysrshan tansh dan berikutnya calon petand peseda
plesma sebagaimans dimaksud syt {1} pesal ind, memerigohbken kepada kepals BPN untuk
mencatat {Tegistrasi} sebagai tanah negara bekas tansh ulayat adat, memasang tanda-tanda batas,
melzksanakan pengukuran Xeliling dan penghitungan luss areal secara kadasteral,”
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3. YINBRENG"HAK ATAS TANAH
31 KAITANNYA DENGAN UU PERKOPERASIAN

Kalau dipertanyakan “Menjadi milik siapakah Koperasi? Jawaban
yang umum dalam dunia koperasi adalah bahwa koperasi adalah menjadi
milik anggota-anggotanya. Jawaban ini sesungguhnya iak berbeda ketika
memandangnya dari titk permulsannya vaitu anggapan bahwa sebuah
perusahaan adalah menjadi milik pemilik perusahaannya.

Kembali kepada karakteristik koperasi sebagai telsh dibahas
terdahulu, dimana terdapat 4 unsur penting yaitu {1) adanya orvang-orang,
(2} berkompul dalem perkumpulan, (3} mempunyai fujusn yang sama
dengan bekerjasama (4) di dalam bidang kesejahteraan ckonomi, yang
sepantasnya dipandang secara holistik'™® mska merjuk  pada
perkembangan koperasi-koperasi perkebunan atau koperasi-koperasi yang
berads di wilayah perkebunan (khususnyz kelapa sawit), sejak awal sebuah
koperasi didirikan dan menjalankan usahanya, pam pengurus dan para
angpofa koperasi seharusnya secara sadar hamus dan wajib memanfaatkan
dan menggunakan jass atau produk yang dihasilkan oleb koperasi mereka
sendiri, Dengan keterlibatan mereka secara langsung dalam setiap kegiatan
koperasi merupakan salah saty cam wiama untuk ket memajukan usaha
koperasi dalam memupuk modal.

Dalsre upaya memupuk modal tersebut, fentu tak dapst dipungki
bahwa modal tegkait pula dengan bidang ckonomi. Dalam teor ekonomi
dikenal adanya 3 fakior produksi, yaitu tanah, tenaga kerja, dan modal.
Ketiganya mempunyai sifat saling melengkapi dan kurang dapat berfungsi
apabila berdiri sendiri-sendin.’®® Disamping sifst yang saling melengkapi
int perly pula diketali bahwa jumlah setiap faktor produksi adalah terbatag,
Tidak ada suatn bentuk usaha gpapun vang memiliki faktor produksi secara
18k terbatas.

W Andjar Pachta W, Op cit, hial 104

"™Astar Sivegar, Pokok-pokok Pemikiran Mengenai Aspek-aspek Permodalan dan Peningkotan
Portisipast Nesional, prassran pada scovinar penyempurnagn kembali kebijaksanaan umum di
bidsng Penanaman Mads! Asing, Badan Kosordinasi Penansenan Modal (BKEM} dan Pasat Studi
Hukum dan Ekonomi FHUL, fakana 6-7 Juni 1577, halaman |
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Faktor prodeksi tanah dan temaga kerja pads dasamya dibentuk
diloar sistem ekonorsl, Tanah merupakan pemberian alam sedanghkan tenaga
kerja sangat ditentukan oleh keadaan sosiclogi dan bivlogi suatu daerah,
Diengan demikian hanya faktor produksi modal saia vang dapat dibentok di
dalam sistem ekonomi.

Seperti tadi dikatakan bahwa faktor produksi dalam ilmu ekonomi
berunsur tanah, tenaga Kega dan modal, dan di dalam dunis perniagaan,
badan-badan usaha baik dalem bentuk firma, perseroan komanditer, maupun
perseroan  torbatas, yang meskipun seringkali  dituding semata-mata
berorientasi profit, sangpup berkembang dan tumbuh bahkan terkadang
tanpa bantuan dari pemerintah, maka adalah aneh, badan koperasi yang
justru senngkali mendapat fasilitas-fasilitas dari pemerintah, baik dari
pendidikan anggota~angpotanya, kucuran-kucuran modal deagan istlah
penguatan moodal koperssi, dana bergulir kouvensional, dana berguli
syarizh, bahkan danz bergulir sektoral dan program perkassa {perempuan
keluarga sehat sejahtera).’™ Presiden Susilo Bambang Yudhoyone, di acara
peravaan ulang tahun koperasi ke-60 mengatakan "Tidak ada tempat bagi
sistems perckonomian berbasis kapitalisme dan neoliberalisme di Indonesia.
Alasannya, kata Presiden, kedua ideologi tersebut tidak mampu menjamin
kemakmuran bagi seluruh rakyst, Karena itu, Indonesia memilih ideclogt
terbuka yang bersifat sosigl, dan koperasi sebagali wadah yang paling
ideal "™ Akan tetapi badan usaha koperasi tetap masih dianggap lemah
dalam permodalan, Apa yang salah?

Anggota koperasi scbagai kumpulan orang yang Dertujuan untuk
memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha koperasi, dengan pengertisn
anggofa sebagal pemilik dan sekaligus pempguna jasa koperasi, maka
scharusnya Angpota koperasi itulah sebarusnya digunakan sebagail modal
utama koperasi. Anggota koperasi sesungguhnya memiliki 3 unsur faktor
produksi sebagai dikenal dalam teorl ekonomi, karena anggota ite sendid

'®Darra Penguatan Modal Koperasi Rp. 225 mitinr, Kemsnterian Negurs Koperasi dan URM,
waw.depkop.goid, 09 April 2007
 dpa Kabar Koperasi, veers.majalahtrust.com, 14 Desember 2008
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adalah aset, ia memiliki modal, ia memiliki asef {misalnya tanah, bangunan,
kendaraan, perhiasan, dan lain-ain), dan ia adalah juga tenaga kerja yang
dapat menyumbangkan tenaga dan pikirannya. Maka bile anggola-anpgota
itn  berskumulast dalam koperasi seharusnya masalah permadalan sudah
bukan menjadi halangan,

VU No. 2§ tahun 1992 memang hanyz merumuskan bahwa modal
koperasi berasal derd moda] sendini dan medal pinjaman. tetapi dengan
menuiuk pade Keputisan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil, dan
Menengah R.I Nomor 145/Kep/M/VIIF1998 tentang Potuniuk Pelaksanaan
Penanaman Modal Penyerisan pada Koperasi, maka dalam Lampiran |
keputusan tersebut tertuang dalam butir I yang berbunyi sebagai berikut: 'Y’
"Yang dimaksud dalam petupjuk pelaksanaan ini dengam: (1) Modal
Penyertsan adalah sejumiah uang atau barsng modal yang dapat dinilai
dengan uang yvang ditanamkan oleh pemodal, untuk menambsh dan
mempeckuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan usahanys.
{2) Barang modal adalah aktiva yang berbentuk fanah, bangunan, mesin-
mesin serta sarane dan glat produksi lainnya yang dapat dinilal dengan vang,
yang dibeli atau diperoleh dengan cara lsin untuk dipergunakan sendid
dalam jangka wakiu lebih dag satw tahon dan nilainys cwkup untuk
dibebankan sebagai biaya dalam beberapa tahun buku sesual dengan masa
penppunsanya.” Ketentan ini berarti dapat menunjukkan bahwa undang-
undang  dap  persturan-peratiran perkoperasian  Indonesia . mengenal
pemasckan (inbreng) guna keperivan pemupukan modal. Keputusan
Menteri Koperasi ity sepatuteya tidak sajs dikaitkan dengan modal
penyertaan, dimana inbreng hanys dikaitkan kepada pemodal vang
sesunggubnya bukan angpota koperasi, {etapi juga diberlakukan untuk
anggota koperasi im sendin ketika mereka menyetorkan modal sendin baik

dalam wujud simpanan pokok, dan simpanan wajib, "

D Rompilasi Surat Kepwusan Menteri Negara Urusun Koperasi dun Usaha Kecil dan
Menengah, Dalam Bidung Pengesahan Aktn Perdivian, Pengeabungan dan Pembubaran Koperasi
serta Pedomen Klarifikusi Koperasi, Rantor Menteri Megera Urusas Koperasi dan Usahz Kesil
dan Menengah R tehun 2004, halaman 232 - 233

“*Andjar, Op cit, halaman 117,119
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Pertumbuhan dunia perkoperasian & Kabupaten Sanggau dapat
dikatakan ferus mengalami peningkatan cukep baik. Pada (ghun 2001 di
Sanggsy telah berdirt sebanyak 232 unit koperasi, dan meningkal menjadi
242 unit koperasi pada 2002. tabun 2003 telah menjadi 264 unit koperasi.'™

Pernentah Kabupaten Sangpan dan DPRD telah mengesahkan Perda
Nomor 11 tzhun 2000 tentang kewenangan sebagai daerah ofonom dalam
bidang perkoperasian menyangkut peningkatan SDM, revitalisasi dan
pemaniapan bidang kelembagaan, perkuatan usaba, perkuatan pernmodalan
dan pengembangan kemitraznuya, Agar koperasi dapat melakukan fungsi
dan peranannya secara efektf, maka buteh suatu dukungan dan semua
pihak, sehingga koperasi bemar-benar memiliki peranzn penting dan
berkembang secara optimal.!1?

Dalarn perkembangan pertumbuban  koperasi  perkebunan  atau
koperasi-koperssi yang berada di wilayah perkebunan, dimana anggota
koperasi umumnya adalah para petani/pekebun kelapa sawit, seyogjanya
faham pemupukan modal dengan cara inbreng tanah ataupun tenags keria
diperkenalkan. Selain untuk memberikan kepercayaan diri bahwa merska
sesungpuhnya ‘Ykaya", sekalipus juga untuk mengurangl mentalitas
meminta-minta  sebagal akibat dari cap "miskin” atau tidek mampu yang
sslara ini ferlanjur menjadi cap bagi badan usaha koperasi, dan membuat
anggota-angpota koperasi cenderung bersifat pasif, seolah-olah koperasi-
koperasi yang ade sclamas ini hanya menjadi sub-ordinat dari perusahaan«
perusahaan perkebunan-perkebunan yvang ada di Kabupaten Sanggau,

KAITANNYA DENGAN UDPA

Undang-undang Pokok Agraria sendiri tidak menyebut secara khusus

mengenal inbreng Hak Guna Usaha, Inbreng dimasskan dalam konteks

11l

salah sat’®’ dari cara pemindahen hak, vaitu diartikan schagai perbuatan

;T:ﬁ?pn‘ma&az; peran KUD, Pontisnak Post, |18 Maret 2008, www.pontiznakpost.com
1hid

“arie 8, Hutagalung, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Nasional, Jgkara:: LPHI
2003, halaman 177
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hukum untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain. Pemindahan
hak dilakukan apabila status hukum pihak yang vang akan menguasai tanah
memenchi persyaratan sebagat pemegang hak atas tanzh yang tersedia, dan
pemegang hak atas tansh terssbut bersedia untuk memindahkan haknya.
Secara khusus disebut sebagai pemiindahan hak secara langsung dan
pemegang saham kepada porseroan sebagai buktl pombayaran sahamnya.
Tangh-tanah hak vang dapat dipindahkan adalah'™ Hak Milik, Hak Guna
{Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah Negara,

Ketentuan mengenai inbreng sendini tidak diatur dalam Undang-
undiang Pokok Agraria, akan tetapt secara fersirat diator dalam Fasal 37 dan
Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaflaran
Tanah menycbutkan (1} Pewmithan hak atas tanah, hak pengsiolaan, atau hak
milik atas satuan rumah susum karena penpggabungan atan peleburan
perseroan atau koperasi yang tidak didabului dengan likuidasi perseroan
atan koperasi vang bergabung atau melebur dapat didaftar berdassarkan akta
yang membuktikan terjadinya pengeabungan atau peleburan perseroan atan
koperasi yang bersangkutan setelah pengrabungan atau peleburan tersebut
disakstkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai kefentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. {2) Peralihan hak atas tanah atsu hak
milk atas safuan rumab susun karena penggabungan atau peleburan
perseroan afau koperasi yang didahului dengan likuidasi perseroan atau
koperast yanp bergabung yang didahului dengan likuidasi persercan atan
koperasi yang bergabung atau melebur didaflar berdasackan pemindahan
hak dalam rangka likuidasi yang dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh
PPAT yang berwenang sebagaimena dimeksud dalam Pasal 37 ayat t.'"
Lebib lanjut dalam penjelssannya Pasal 43 ayat | mengatakan: Beralihnya
hak dalan: penggabungan atan peleburan perssroan atau koperasi vang tidak
didahului dengan fikuidasi terjadi karena hukumn (Pasal 107 ayat 3 Undang-
undang Nomor 1 tzhun 1995 tentang Perserpan Terbatas dan Pasal 14
Undang-undang Nomor 25 {ahun 1992 tentang Perkoperasian). Karena itu

"nid, halsvaan 177
' pasal 43 PP 24/1997 tentang Pendafiaran Tanah
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cukup dibuktikan dengan akta yang membuktikan terjadinya penggabungan
atau peleburan tersebut. Kefestusn inl mufatis mutandis berlzku untuk
pengpabungan atau peleburan badan bukum lainnys. Proses penggabungan
atau pun peleburan secars langsung menyebabkan adanya inbreng dari

perusahaan yang akan digabung atau dileburkan.

Meskipun Pasal 43 tersebut hanya menyebutkan perboatan hukum
penggabungan dan peleburan bagi perusahsan dan koperasi dalam
pamshaman sebagai badan hukum, vang meropakan salah satu subyek
hukum, maka selayaknya ketentuan tersebut juga dapat ditmplementasikan
kepada perorangan khususnya snggota koperasi vang berkehendak untuk
melakukan pemasukan hak atas tanah kedalam permodalan koperasi
Pelaksanaan inbreng tersebut dilakukan seperfi halnya dalam perseroan
terbatas, dimana hal tersebut dilzksanakan dengan menuangkannya dalam
Akia Pemasukan kedalam perusahaan sebagai distor dalam Pasal 113
Peraturan Menteri Negars Agraria Kepals Badan Pertanahan Nomor 3 tahun
1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomeor 24 tahun
1997 tentang pendaflaren tanah. Selama ketentuan inbreng ini tak dopat
dilalsanakan dalam perbuatan hukum peralihan hak sebagai distor dalam PP
24 tahun 1997, maka dapatlah dimanfaatkan suatu bentuk perbuaten hulkum
berupa perjanjian antars Koperasi dan anggotanya dalam bentuk skta
notariil. Sebagai sualu peganiian, maka ketentuan Kitab Undang-undang
Hukum Perdats dapat diberlskoken sebapai suatu perbuatan hukum
perslihan hak berdasarkan kebebasan berkontrak.

Tanal yang bagm pams  pelani/pckebun  merupakan  sumber
penghidupan dan kehidupan sebagai tempat tinggal maupun sebagai fakior
produksi yang dapat dimiliki, seharusnya mempunyai kedudukan penting
dan strategis dalam pembangunan koperasi. Oleh karena itu, negara sebagal
organisasi kekuatan rakyat scharusnya melalui kebiizkan perkoperasian dan
pertanaban nasional bertujuan untuk mewujudkan  sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat secara adil.'

“Rocdi Harsono, Hukum Agraria Iadonesio, Himpunan Peraturan-peraturar Hukum Tanah,
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Serikat Pekerja Kelapa Sawit (SPKS)'" yang penulis sebut pada bab
pendahuluan, sesungguhnya juga menyadan bahwa perkebunan kelapa
sawit sesungguhnya teleh memberikan penghasilan yang cukup bagi pam
petani, akan tetopi friksi yang timbul diantara para petani dan perusshaan
seolah-olah tak pemnab berakhir. Dalam pembagion kepling perkebunan
seluas kurang lebih 2 hekiary, sctelah para petani menyerahkan Iashan kepada
perusahaan dengan skema "pemindahan/pelepasen hak/pembebasan lahan"
masih dijumpai para petani yang tidak mendapat kaplingan, kalavpun terjadi
kelebihan kapling, tanah-tansh fersebut dikuasai perkebunan. sementara
kredit masih dibebankan kepada petani sedangkan "dana” kredit ita mampir
di Bank pengelola perkebunan (pemiodal).

Menurut eatatan BPN, data sengketa agraria tahun 2006 berjumlah
1.423 kasus, sedangkan konflik berjumlah 322 kasus, perkara 1.065 kasus.
Sehingga total kasus adalah 2.810 kasus. Setelah diverifikasi kembali data
tahun 2G07: jumlah sengketa menfadi 4.581 kasus, konflik berjumlah 858
kasus, dan perkars 2052 kasus schingga total kasus menjadi 7.491 kasus.
Menurut BPN, sengketz adalah jenis permasalaben tanah yang tidek
melibatkan masyarakat banyak dan bukan disebabkan oleh persoalan
structural kekovaszan dan kebijakan secara lanpsung. Sementava, Xonfiik
adalah permasalaly tanah yang bersifat structural dan mieclibatkan masyarakat
banyak. Dan, Perkaro adalsh permasalahan tanah yang dilimpahkan

penanganannya melalni  pengadilan.  Persoalan-persoslan  imi  telab
menyebabkan kerugian ckonomi yang tidsk sedikit, luas tanah produktif
obyek sengketa yang tidak dapat dimanfaatkan, digunakan secara optimal
seluas: 607.886 atau seluas 6,07R3.860.000 M2 ha. Secara ekonomi, nilsi
tanah vang menjadi obyek senpketa sebesar jika kita hitung dengan NJOP
tanah terendah (Rp.15.000). Maka kerugian Negara telah mencapal Rp
91,1829 Trilivn, Nilai tersebut, maka fika dihitung dengan mempergunekan
rumus periode pembungaan selama 5 tshun dan fingkat bunga rata-rata
pertahun adalzh 10 %, maka diperoleh nilal ekonomi tanah vang hilang

fd. Revisi, Cat. 13, Jakarta: Dismbatan, 2006, halaman 5.

*'Seriksl Petan: Kelapa Sawit Sanggae District, West Kalimaotan, Wisma Tabor Pusat Damai,
Jone 2006
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scbesar Rp. 146,804 Triliun. Jfadi  sesungguhnys pemerintah  telah
menghitung sendini bahwa kebijakan-kebijakan pertanahan saal i yang

sangat amburadu! ifu dan telah merugikan negara dan rakyat begitu besar.''®

Menurut catatan Konsorsium Pembaruan Agravia (Kra),"" jumlah
konflik vang bersifat struktural sampai dengan tahun 2001 sajs telah
mencapai 1753 (Jaub lebih besar dari 838 vang dikategorikan konflik oleh
BPN tahun 2607} dan terjadi di 2834 desa/kelurahan, 1.355 kecamatan di
286 daerah Kabupaten/Kota, dengan mempersengketakan tanah seluas
10.892.203 ha dan mengakibatkan 1.189.482 KK menjadi korban.

Dari keseluruhan sengketa terssbut, gans besamya adalah: 344 kasus
{19.6%) tegadi akibat diterbitkannys perpanjangan HGU  atau
diterbitkannya HGU bame untuk usaha perkebunan besar termasuk di
dalamnya PTPN. 243 kasus (13.9%] dari jumiah kasus merupakan sengketa
akibat pengembangan sarapa umum dan fasilitas perkotaan; 232 kasus !
{13.2%) akibat pengembangan perumahan dan kota bary; 1471 kasus (R.0%) :
merupakan sengkets tanah di dalam kawasan yang ditelapkan sebagai hutan
produksi; 115 kasus (6.6%) merupakan sengketa azkibat pengembangan
pabrik-pabrik dan kawasan industzi; 77 kasus (4.4%) sengketa akibat

pembanginan bendungan (Jarge dams) dan sarana peogairan; dan 73 kasus
(4.2%) adalah sengketa yang terjadi skibat pembangunan sarana pariwisata,
hotel-hotel dan resort, ftermasuk pembuatan lapangan-lapangan  golf.

Selebihnya adalah karwcna transosigrasi, sarana pemernntah, fasilitas mititer
dl[iis

Sementara kasus-kasus i atas belom terselesatkan, jumlah kousflik
setiap tahun terus bertambah akibat lambasnya penyelesajan. Dalam catatan
tahan 2007, KPA mencatat bahwa sepanjang 2007, ferfadi sedikitnya 80
kasus konflik agraria strukfural di seluruh Indonesia. Maveritas konflik
agrariz ini terjadi di sektor perkebunan dan kehutanan. Tanah yang

"iwan  Nurdin, Kenffik  Tanah  PerkebumanKemana  seharuswya  Berwung?,
www.Blagsuara.com, 23 Marer 2008

YKPA: RUL Sumber Dapa Agreria dinilai memiliki Empot Kelemakhan, voywhukumeniioe.
eom, 24 Maret 26058

R rhid
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dipersengketakan 163.714,6 hektare yang melibatkan 36.656 KK, dan
10.958 KK diantaranya dipaksa keluar dari lahan sengketa. Akibat konflik
agraria sepanjang 2007 ini, tercatat ¢ orang kehilangan nyawa; 1 polisi, 2
satpam dan & warga. Selain itu, sebanyak 255 orang ditahan polisi, yang 129

i antaranya disiksa dan beberapa mengalami cacat, serta 208 rumab rakyat
dibakar.'*?

Artinya konflik pada tanah-tanah yang diatur oleh UUPA cenderung
dalar bentuwk Hak Guns Usaha (HGU). Dalam Undang-Undang Pokok
Agraria (UUPA) 1960, HGU diatur dalam pasal 28-30'" dan aturan
konversi Pasal 111" Dengan demildan, HGU selain sebuah bentuk hak bar
iuga menipakan kelanjutan dari erpacht Agrarische Wet 1870 dan peraturan
consessie.'’”> Namun, dalam penjclasan umum dan penjelasan pasal per
pasal DUPA, HGU sesunggubnya diperuntukkan untuk koperasi bersama
milik rakyat bukan korpomasi‘perusahaan. Inilah rencana UUPA dalam
menghentikan bentuk ekonomi dualistik yeng dihasilkan oleh penjajahan.
Bentuk dualistk ity adaleh adanya perkebunan modern disatu sisi
bersanding dengan pertanian subsistem dan masyarakat perfanian yang
feodal disist vang lain.

Lebih lanjut, hak erpacht dan consessie yang dikornversi kedalam
HGU diberi jangka wakiu sclama-lamanya 20 tahun untuk segera
dikembalikan kepada negara. Secars khusus, Bung Hatta dalam sebuah
pidato sebelum pengesahan UUPA September 1960 merass perlu member
catatan bahwa perkebupan yang mempunyai hak erpacht dan consessie
terschut  dahulunya memperoieh tanah dengan cara merampss dari
masyarakat. Sehingga, harus segera dikembalikan kepada masyarakat
sekitar setelah habis masanya. Jadi, semestinya semua keruwetan hak barat
atas tanah sudah selesat pada tahun 1980,

Pemerintah Orba enggan mengembalikan tanab-tansh tersebut
dengan mengeluarkan Keppres RI Ne. 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok

1 1hid.

Pasedi Harsono, Hidunr Agraria Indonesie, halaman 13+34
= Ibid, tal 23
B rhid, hal 23
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Kebijaksanaan Dalam Rangka Pembenan Hak Baru Atas Tanah Asal
Konversi Hak-Hak Barat dan Peraturan Memters Dalam Nepger: Nomor: 3
tahun 1979 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan
Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.

Beberapa  alasan  dikeluarkannya aturan  fersebut  dikarenaken
sebagian besar perkcbuman fersebuf telah dinastonalisast dan dijadikan
PTPHN. Padahal, scbagian besar dircksi dan komisaris perusshaan ini adalah
para pensiunan pejabat tinggi atau perwira militer vang dirasa penting dibert
priveledge oleh Orde Baru. Hilanglah kesempatsn rakyat mendapatkan
kembali tanahnya.

Dilain pihak sccara bersamaan, kKorporasi swasta jugs diberi
keleluasaan lebih luas dalam mendapatkan HGU diatas tanah yang diklaim
sebagai tanah negara. Intlah pengulangan prakiek Domein Verklaring dalam
Agrarische Wet 1870 vang telah memanipulasi Hak Menguasai Negara atas
Tanah dalam UUPA, Seharusnya pemeriniah  menegemahkan Hak
Menguasai Negara dipandu dengan kewajiban vang jelas yaitu: disbdikan
unfuk sebesar-besarnys kemakmuran rekyat dan tanah mempunyal fungsi
sosial. ' Dengan demikian, pemberian HGU selama ini sebenamya telah
dengan sepgaja memperfahankan praktek matjinalisasi ekonomi perianian
rakyat kita,

Modus pemberian HGU semakin melebar dengan keluamya PP
No.40/1996, di mana hak itn bisa ditetapkan 4t atas tanah yang bukan milik
nogara  melalui mekanisme pelepasan hak. Ewa int telah membuat
pengambilalihan tanak masyarakat semakin meluag dengan memanfaatkan
minimnya pengetahuan hukem pertanahan vang dimiliki oleh rakyst.
Bahkan, mengacu kepada PP ini, Pemerintah dan DPR mengesahkan UU
Ne.25/2007 tentang Penanaman Modal yang memberi Hak Guna Ussha
fanpa pembedaan asing dan nasional kepads sebuah perusshaan selama 90
tahun, jauh lebih lama dari Hukum Agraria Belanda yang memberi hak

selama-lamanya 75 tahun. Jelas benar bahwa ketentuan ini telah mengebiri

"1bid, halaman 31
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ketentuan Pasal 30, yang secara tegas menyebutkan HGU tidak dapat

dipunyai oleh orang asiz‘;g.fz"’1

Penelusuran ini, membuktikan bahwa prakiek pembenian HGU di
Indonesia selama ini sebenamya “illegal” baik oleh UUPA apalagi oleh
pandangan masyarakat sckitar. Pemberian HGU selama ini secara nyala
berdif di atas pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kerapnys gejala
petant dan masyarakat adat mengidentikkan perusahaan perkebunan sebagal
simbol perselingkuban hukum dan modal telah menjadikan perusabaan
perkebunan menjadi objek gerakan okupasi dan reklaiming tanah, Keadaan
ini scbenarnys menjelaskan kepada kit bahwa pads smumnys perasahaan
perkebunan berdin diaias perlowanan masvarakat dan se@ap saat sclalu
berpotensi - meletupkan  konflik sosial. Dengan demikian, pemerintah
semestinya menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM'® apar sepers
membentuk  Komisi  Nasional untok  Penyelesaian Konflik Agrasia
{(KNuPKA} terkait maraknya konflik agrarie. Di dalam kegjanya, khusns
untuk perkebunan, komisi ini bisa segera melakukan audit terhadap HGU
dan menyclesaikan sepenap persoalan didalamnya dengan mengutamakan
hak rakyat atas tanah. Kemudian, sudah saatnya HGU hanya diperuntukkan
bagi koperasi bersama milik rakyat sesuai UUPA 1960, yang
permohonan pendafiaran haknya sebagat ditentukan dalem PP 24 tbhun
1997 tentang Pendaflaran Tanah., sehingga terdapat sebuah desain nasional
bagl petani lita untuk membentuk badan usaha bersama milik petani dan
badan uszha bersema milik desa. Dengan begitu, terjadi ssbuah reforma
agraria vang memberl jalan bagl pembangunan tanah, modal dan teknologi
untuk petani kita mennju sistem yang lebih berkeadilan sosial. Dengan cara

|
!
*
+
'

ini pule sesunggubnya jupa mengarsh pada upaya memproduksi modal
sebagai dikemukakan Hernando D¢ Soto.™*

ehid halaman 43

D omuns sehatknya Mengacu pada Aturan Hubunr Yang Ada, %erpas Online, 7 Oktoher 1996,
Wy KOmpas. £oim

BRoedi Harsono, Op it halaman 43
T aman Nainggolan, Kesulitan Aset merjadi Modal, Kompas 2003
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BAB. I
PENUTUP
KESIMPULAN

Berdasarkan kajian secara makro dac beberapa undang.-undang dan
peraturan yang ads sebagai diuraiken terdshulu dalam bab-bab sebehimnya maka
berkenaan dengan fvbreng bk atas tanal dalam permodalan koperasi, maks dapat
disimpulkan hal-hal sebagai berthut:

Pertama, bahwa secara kKhosus inbreng hak atag tanah tidak disebut dalam
Undang-undang Perkoperastan nomor 25 tahon 1992, akan telapl mersjuk pada
Keputusan Meanteri Koperasi, Pengussha Kecil dan Menengah RJ Nomor
145/Kep/M/VIT1998  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Penanaman  Medal
Penyertaan pada Koperasi, maka dalars Lampitan 1 keputusan tersebut fertuang
dalam butir D yang berbunyi sebagai berikut ' "Yang dirnaksud dalam petunjuk
pelaksanaan ini dengan: (1) Modal Penyertaan adalah sejumlah uang ataw barang

Kempiiasi Surat Kepwusan Meweri Negara Uruson Koperasi dan Usaha Kecif den
Menengak, Dalam Bidang Pengesehan Aktg Pendirien, Penggabungen dan Peambubaron Koperasi
serta Pedpmen Klarifikast Koperasi, ¥antor Menteri Negara Urusan Koperasi dan Ussha Kesit
dan Menengah R.} tabun 2004, halgensn 232 - 233
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modal yang dapat dinilai dengan uvang yang ditanamkan oleh pemaodal, uniuk
menambah dan momperkuat struktur permodalan koporasi dalam meningkatkan
usahanya, {2} Barang modal adalah aktiva vang berbentuk tanah, bangunan,
mesin-mesin serta sarana dan alat produksi lainnya yang dapat dinilai dengan
vang, yang dibeli atau diporoleh dengan cara lein untuk dipergonakan sendin
dalam jangka wakiu lebih dari satu tahun dan nilainya cukup untuk dibebankan
sebagai biaya dalam beberapa tahun buku sesuai dengan masa penggunaznya.”
Ketentuan inl berarti dapat menunjukkan bahwa undang-undang dan peraturan-
peraturan perkoperasian Indonesia mengenal pemasukan (Inbreng) guna keperluan
pemupukan modal. Demikian pula halnys dalam Undang-undang Pokok Agraia
juga tidak menvebul ketentuan fentang inbreng, aken tetapi dengan merujuk
ketentuan Pasal 30 Undang-undang Pokok sgraria juncto Pasal 2 Peraturan
Pemenstah Nomor 4G tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Banguren,
dan Hak Pakat atas tanah yang telah membenkan kesempatan kepada Koperast
sehagal salah saftu dari subyek hakum yang dagat memiliki hak atas tanah, maka
seiogianya kesempatan untuk memnasukkan (inbreng) sebagai dikenal dalam
Perseroan Terbatas dapat pula diberlakukan kepada Koperasi. Pasal 37 dan Pasal
43 Peraturan Pemerintah Nonior 24 tahun 1957 tentang Pendafiaran Tanah benkut
ketentuan pelaksanaannya Pasal 113 Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala
Badan Perfanahan Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketenfuan Pelaksanasn Peraturan
Pemerintah Nomor 24 tehun 1957 {estang pendaflaran fansh, melaksansksn
pemasukkan finbreng) tersebut dalam bentuk Akla Pemasukan dalam Persercen
Terbatas yang dibuat dihadapan Peinbat Pembuat Akte Tanah. Karena ketentuan
bagi Koperasi belum diatur, maka pemasukkan (inbrengs dapat dilakukan sebagai
suate perjanjian dan pemilik tanah {anggota koperasi) dengan koperasi sehagai
badan hukumnya, yang menyatakan kehendaknya untuk memasukkan hak afas
tansh kedalarn permodalan  koperasi, Pelaksanaan inbreng fersebut dapat
dituangkan dalam suatu perjanjian berupa akta notariil dengan dasar ketentuan
kebebasan berkontrak sebagal diatur dalam Kitab Undsng.undang Hukuem
Perdata,

Kedua, inbremg hak atss tensh dapat dijadiksn modal dalam keperasi
karena pada dasarnya tanab adalah assef, ia adalah salah satu unsor faktor
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produksi. Tanah wmerupakan benda yang bemilai  ekonomis, dan  dapat
dipindahtangankan. Ketika ia bersinergl dalam hakekat koperas:, maka anggota
koperasi sebagai kumpulan orang yang bermjuan untuk memenuhi kebutuhan
ekonomi melatul usaha koperasi, dengan pengertian anggota sebagai pemilik dan
sekaligus pengguna jasa Koperasi, maka anggota koperasi itulab sebarusnya
digunakan sebagai modal utama koperasi. Angpota itv sendiri adalah aset, iz
memiliki modal, ia memiliki agset (misainys tanah, bangvaan, kendaraan,
perhiasan, dan lain-lain), dan ia adelah jugs tenaga kedja yang dapat
menyumbangkan tenaga dan pikirannya. Jadi bila anggota-anggota dengan asset
dan tenaganva berakumulasi dalam koperasi, terwujudlah pemupukan modal.
Dengan Inbreng para avggota koperasi (petani} berpartisipasi aktif pada
pertumbuhan permodalan kopemasinya sendin, das juga perfumbuhan modal
mereka sendin.

Ketiga, akibat hukum dengan adanya inbreng hak atas tansh dalam
permodalan koperasi adalah {a} Dalam hal inbreng hak atas tanah dalam
pengertian simpanan, baik dalam wuoijnd Simpanen Pokok maupun Simpanan
Waiih, maka hubungan hukum antama pemilik tanah dan hek atas tanah tetap ada
pada pemilik tanah {anggota koperasi secara perorangan), maka segala perbuatan
hukum berkenasn dengan tanah fersebut fetsp harus dengan persetujuan
pemiliknys, dengan konsekwensi, apabila anggots koperasi itu mengundurkan digi
dari keangpotaan koperasi, maka inbreng hak atas tanah tersebot wajib
dikembalikan kepada pemiliknya, dan dikelvarkan dari struktur permodalan
koperast. (b} Dalam hal inbreng hak atas tanah tersebut dalam pengertian hibah,
maka ia ada dalam struktur permodalan koperast. Ia mempakan bagian dari
kekayaan koperasi ite sendirf, Maka ketika terjadi perbuatan hukum pemindahan
hak dalam bentuk apapun, maka keputusan penggunsanya berdasarkan dan
merjuk pada ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperast ity sendird, setidaknya
Rapat Anggota Koperasi adalah lembags tertinggi dalam Koperasi vang
memutuskan penggunaannya.

SARAN

Dalam paparan materi di atas dapat kiranya dielaborasi lebih lanjut
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langkah-langkal positif dalam rangka memberdayakae dan mengembangkan
koperasi d1 masa yang akan datang, antara lain melalui:

Periama, Perubahan mavpun perbaikan heberapa bagian materi undang-
undang dan peraturan mengenai perkoperasian dan maupun pertenahan, termasuk
keterpaduan dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang mudah
dipshami dan dilaksanakan. Setidaknys lengkah perlama yang dapat ditempuh
adalah pembuat Undang-undang wajib memberikan definisi mengenai modal
koperasi secara lebih luas, schingga tidak hanyz penyetoran dalam wujud vang
akan fetapl juga diramuskan dalam benfuk penyetoran dalam wujud kebendaan,
Dengan diterapkan keluasan dalam pengertian simpanan pokok, simpanan waiib
maupun hibah dari para anggota koperasi it semdivi, kiranya twjvan penguatan
modal koperasi dapat terwujud dengan berdasarkan pada kemampuan anggola-
anggota koperasi itu sendiri, Sedangkan di bidang pertanahan, agar dibuat
keteniuan inbreng ini yang memperikenackan badan usaha khususnya keperasi
untuk melsksanakannya,

Kedua, inbreng hak atas tanzh sebagei saleh satu alternatif pemupukan
permodalan koperasi, khususnya bagi koperasi-koperasi yang berada di wilayah
perkebunan kelapa sawit Kabupaten Sanggas, vang angpots-anggotanya sehagian
besar adalah masyarakat {adat} setempat dapat sekaligus kol seria membantu
pomberdayaan masyarakat adat, revitalisasi budays adat, maka diharapkan dapat
mengurangt konflik-konflik pertanahan yang seringkeali fimbul di area perkebunan
kelapa sawit di Kabupaten Sanggau.

Ketiga, pendokatan multipihak vang ditvangkan dalam program nyata dan
berorientasl kedepan, mensinergikan lembaga terkait dengan pemberdayaan dan
pengembangan koperasi, antara lain dengan perbankan/lembaga keuangan non-
bank misalnya modal ventura dan khugusniya koperasi kredit yang tumbuh subur
di Kabupaten Sangpau, termasuk dengan lembzga pendidikan kewirausahaan,
Badan Pertanahan Nasional, Departemen Kehutanan, Departemen Transmigrasi,

Badan Pessnaman Madal, Departemen Dalam Negeri serts lembaga-lembaga
terkait Jainnya.
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LAMPIRAN

Contok Akfa Pendirian Koperasi
Contoh Neraca Koperasi

. Contol Akta Pemasukan Dalam Perseroan terbatas

Prosedur dan persyaratan permohonan hak guna bangunan
Peraturas Pemserintah Nomor 33 tahun 1998 tentang Modal Pepyertaan pada
Koperasi dan penjelasannya
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AKTA PENDIRIAN
KOPERASI PERKEBUNAN “BUPULULOMOUR™

Nornoy 41

Foakud 11:00 (sebeles) Wakiu Indonesis Baglan Bayat, pads hari ind, Rabu, wnggal 01

{4-2009 {satu balan April takur dua nbu seminlan)

Berhadapan dengan gaya, YUSTINA PRATINI, Sagama Hukam, Notaris di Sangpas,

dengan dikadicl saksi-saksi yang nama-namanys akan disebut dalam akhir akte int

i

3

Tuan F X [RENION IRENT. C, lshir &1 Kuals Dua, pada tanggal 26-06-1962 {(dua
puizh enam btulan Juni tahun seribu sembilan ratus epam puluh dua), Warga
Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, Duson
Kuals Bua, Rokun "}‘atangga H, Rukun Warge 01, Desa Kaals Dua, Kecamotan
Kembayan, pemegang Xarm Tanda Pendudok Nomor 61.0308.260662.0001,

herlaku hingga tanggal 26-06-2011 {dve puluh enam bulan Juni tahun dua ribu

sebelas), dikeluarkan aleh Camat Kembayan;
Twan RELLY SUBHAN, lahir di Kembayan, pada langgel 04.10.-1580 {empat
hulan Okiober fshun senbu sendilan mates delapan puivh), Warga Nepgars
Indonesias, Wiraswasta, beriempat tinggal di Kabupaten Sangpau, Dusun Kuala,
Rukun Telanggs 10, Rukno Wargs 04, Desa Tanjung Merpati, Kecamatan
Kembayan, pemegang Kartu Tands Penduduk nomor 61.0308.041080.0001,
berlaku hinggs {snggal 10-04-2611 {sepulub bulan April tabun dus ribz scbelas),

dikeivarkan oleh Camat Kembayan: dan

Nona YULTANA ANTONIA, Iahir di Sebungkuh, pads tanpgal 19-09-198¢
{sembilan belas bulsn September fahun seribu sembilan ratus delapan pujuh enam),
Warga Negars Indonesia, Pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Sangeau, Dasun
Sebungku'h, Dess Sebunghub, Kecamatan Kembayan, pemepang Kartu Tanda
Penduduk nomor 16.225/D/EXA03/11/2008, berlaku hingpa tanggal 19-09-2013

{sembilan belas bulan September tghun dua ribu sebelas), dikeluarkan oleh Camat

Kembayan; ~-wer
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~menurl keterangannya dalam hal ind bersama-samz bertindak sclaku keasa,

sebagaimana temyata dart Berits Acara Rapat, tanggal 23-03-2609 (dua puolub tigs

bulan Martet tahun dug ribu sembilan), dibuat di bawah langan, hermeteral cukup,

yang aslinya dijahitkan pada minuta akta ini, dari dan karenanya untuk dan alas

nama para penditi lainnya yaknl: —emerem s sanimene

1

Fuan BENI SARFUDIN, Sarjana Hulcum, ishir di Sei Bun, pada tanggal 65-04-
19686 {lima bulan Apri! tabius seribu sembilan ratus ennm puluh enam), Warps
Negara Indonesia, Karvawan LPKHP, bertempat tioppal di Kabupaten Sanggan,
Dusun Sejuah, Rukun Tetanpgga I, Rukun Warga I, Desa Sgjush, Kecanwaian
Kembayag, pemegang Kanu Tands Pendudok nomor Z728/DMIN/06/01/2006,
berlaks hingga tanggal 03-04-2009 (lima bulan April tahun dua ribu sembifon),

dikeluarkan oleh Caroat Kembavan;

Tuan YOHANES ALEK, lahir 4 Jemongko, pada tanggal 08-09-1883 {delapan
bulan September tshus scribn gembifan matws delapan puluk tiga), Warga
Nepars Izzdenesia, Wiraswasts, bertempst finggal di Kabupaten Sanggau,
Dusun Jemsengho, Rukun Tetangga 03, Rukon Warga §1, Dess Kuala Dua,
Kecamatan Kembayan, pemegsng Kartu  Tapda  Penduduk  nomor
51.0386.080083.0801, berlalw hinggas ianpgal 08-03-2011 {delapan bulan
September tahun dua ribs sebelas), dikelvarkas oleh Camat Kendsyan; --——
Tuan JOHANES HARENIMUS, labir di Koala Dua, pada tanggal 15-10-1969
{lima belas bulan Olkdober tahun seribu sembilan ratus eazm puluh sembilan),
Warga Negara Indonesis, Kepala Dess, bertempat tinggal di Kabupaten
Sanpgay, Dusun Jemongko, Dess Kuala Dua, Kecamatan Kentbayan, pemepang
Kartu Tandz Peaduduk noemor $1.0308.151064.0041, berlaku bingga tanggal
15-10-2010 {lima belss bulan Oktober tabun dus ribo sepaluh), dikelosrkan

oleh Camat Kembaysn; .

Tuan ¥, GUNTUR, lahir & Benaiam, pada tanggal 04-10-1950 (empat bulan
Oktober tabus serhy sembilan mates lima polub), Warga Negara Indonesia,

Wiaswasla, bertempat tinggal déi Kabupaten Sanpgae, Dusun Sebungkuh,
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Rukuo Tetangga {idek ‘terbaca), Rukun Warga 1H, Desa Sebungkub,
Kecarmatan  Kembayan, pemegang  Karie  Tanda  Penduduk  nomor
61.0308,041050.5001, berlaku hisgga langpal {4-10-2010 {empat bulan
Oktober tahun dua ribu sepuluh), dikeluarkss oleh Camat Kembayan, ---acwes
Tuan RUSDI, lahir di Serambai, pada tanggal 15-08-1978 (lime belas bulan
September tzhun seribu sembilan ratus tjuh puiuh delapan), Wargs Negam
Indonesia, Kades, bertempat tinggal di Kabupaten Sanggan, Dusun Serambai,
Rukun Tetsngpea 22, Rekun Warga 08, Desa Tanfung Merpati, Kecamatan
Kembayan, pemegang kartu Tanda Penduduk nomor £1.0308.130978.00801,

berlaic: hingga tanggal 15-09-201 1 (limz belas bulan Sepiember tabun dua riba

sebelas), dikeluarkan oleh Camat Kembayan;
Tuats AMARTO, iahir di Tanjung Posisg, pada tanggal 88-01-1957 (sembilan
bulan Januari tshun serdbu sembilan ratus Hma puluh wjub), Wargs Negars
Indonesiz, Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, Dusun Tanjung
Poning, Rukun Tetanggs 10, Rukuc Warga 02, Desa Sebungkab, Kecamatan
Kembayan, pemegang Kartu Tanda Penduduk somor 61.0308856157.0001,

berlaku hingpz tanggal 09.01-2011 {semwbilan bulan Japuari tehun dos by

sebelag), dikeluarkan oleh Camat Kembayan;
Tuan NTULK, Ishir di Tanjung Poring, pada tanggal 19-07.1963 {sembilan
belas bulan Juli tahun seribu sembilan ratus enam pulvh tiga), Wargas Negara
Indonesss, Petani, bestompat tinggal df ¥sbupalen Sanggsu, Dusun Tanjung
Poring, Rukun Telangga [0, Rukup Warga 02, Diesa Sebungkul, Kecamatan
Kembayan, pemegang Karty Tandz Penduduk nomos 61.0308.190763.8601,
berlaky hingga tangpal 194072011 (sembilan belas bulan Jul ahun dua ribu

sebelag), dikelparkan oleh Camat Kembayan,

Tuan TUNIM, lahir & Jemongko, pada tangpsl 14-84-1954 {empat bielas bulan
Apri! tabun seribu sembilan ratus lima pulnh empat), Warga Negarz Indonesia,
Petant, bertempat finggal Kabupaten Sanggau, Dusun Yemengke, Desa Kuala

Dua, Kecamatan Xembayas, pemegasg Kartw Taedz Penduduk nomor
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61.0308,140434 0001, beriaku hingga tenggal 14-04-2011 {eimpat belas bulan
April 1ahun dug nibu sebelas), dikelvarken oleh Camatl Rombavan] ———meaeu
Taan ALSIUS KUNYIM, lahir di Tanjung Poring, pada tanggal 24-10-1963
{dua pulvh empat bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga),
Warge Negara Indonesia, Petani, bertempat tinggel 4di Xabupalen Sanggau,
Dusun Sebungkuh, Ruken Tetanggs VI, Rukus Warga 1, Diess Schangkuh,
Kecamatan Kembayan, pomegang  Kartu  Tands  Penduduk  nomor
£1.0308.241063.6001, berloku hingps tanggal 24-10-2011 (dua puluh empat
bufan Oktober tahun dua ribu gebelas), dikeluarkan oleh Camat Kembayan, -
Toan A, AMDN, lahir di Darek, pada tanggal 30-03-1966 (tiga puluh bulan
Maret tabun seribu sembilan ratus enam pulub eaam), Warga Negars Indenesia,
Petani, bertemnpat tinggal & Kabupaten Sanpgau, Desun Mobu!l, Rukun
Tetanggs VI, Rulaim Warga |, Desa Mobul, Kecamatan Kembayan, pemegang
Karty Tanda Penduduk nomaor 61.030%,300366.0001, berlaku hinggs tanggal

30-03-201 1 {dga pulubh bulan Mares tahue dua dbu sebelas), dikeluarkan oleh

Camat Kembsyan;
Tuan DABOR, Iakir di Oba, pada tanggal 16-07-1977 {enam belas bulan Juli
tahon seribu sembilan ratus fujvh puluh tujuh), Wargs Negara Indonesia,
Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Szngpan, Dusun Mobul, Desa Maobuld,
Kecamaten Kembaven, vpemegang Xartu Tanda Pesdudek nomor
61.0308.160777.0001, berlaku hingga tangeal 16-07-2011 (enam belas bulan
SuH zhun dua riby sebelag), dikrelvarkan och Camat Kerabayan; s smmea—ax
Tuan $’I‘EPAN{jS BULIN, lahir di Oba, pada tanggal 26-11-1970 (dua puluh
enam bulan Nopember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh), Wargs Negara
indonesia, Patani, berfempat tinggal & Kabuopater Sanggsu, Duson Mobul,
Rukon Tetangpa 04, Rekun Warpgs 01, Desz Mohul, Kecamstan Kembayan,
pemegang Kartu Tapda Penduduk nomor 61.0308.261170.6062, berlaky hingga

tanggal 26-11-2012 (dua pulub enam bulan November tahun dua ribu doa

belas), dikeluarkan oleh Camat Kembayan,
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Tuan PETRONIUS LIMING, kahir di Oba, pada taagga! 11-86-1980 {sebelas
bulan Juni tshun serbu sombilan retus delapan puluh), Wargs Meger
Indonesia, Pelani, bertempat Ginggal df Kabuapaten Sanggeu, Duosun Mobul,
Rukun Tetangga VI, Rukun Warga 1, Desa Mobul, Xecamatan Kembayan,
pemepang Karty Tands Peanduduk nomor 61.0308.1 10685.0001, berlaku hingpa
ianggal 11.-06-2010 {sebelas bulan Juni tzhun dua ribu sepulub), dikeluarkan

vlek Camat Kembayan,

Tuan ATENG, lahir di Oba, pada tenggal 10-03-1%63 {(sepuiuh bulan Maret
tzhun seriby sembilan ratus sepuiyh), Warga Negers Indonesia, Peiani,
bertempat tinggal di Kabupaien Sangeay, Dusun Mobul, Rukon Tetangga 06,
Rulun Warga 01, Desa Mobul, Kecamatan Kembayan, pemegang Kartu Tanda
Pendudek somor 61.0308.160385.0001, bedaku hingga tasggal 10-43.2011
{sepuluh bulan Maret dus nbu scbelss), dikeluarkan oleh Camat Kembayan; »ue
Toar P. MIHN, lzhir i Jemongko, pada tanggal 24-05-1945 {dua puluh empat
bulan Mei tahup secibu sembilan ratus empat puhlils enam), Pelant, Wargs
Negara Indonesia, borternpat tinggal df Kabupaten Sanggau, Dusun Jemongko,
Relan Tetenges 06, Rukun Wargs 03, Desz Kuala Doa, Kecamatan Kembayan,
pemegang Karh Tanda Penduduk nomar 61.0308.240546,0001, berlaku senmur

hidup, dikeluarkan oleh Camat Kembayan;

Tuan MALIN, lalur di Tanjung Mays, pada tahun 1954 (soribu sembilan yatus
fima puluh empat), Warga Negara Indonesia, Petani, bertempat tinggal di
Kabupaten Sanggau, Dusun Roja, Rukun Tetangga 09, Rukun Warga 09, Desa
Tanap, Kecamalan Kembayan, pemepsng Kartt Tands Pendudok nomor
§1.0308010754.0001, beriaku hingga tanggal 22-12-2011 { doa puluh dus
buian Desember tahun dua ribu scbelag), dikeluarkan oleh Camat Kembayan; <.
Tuan JAYA, lahir di Tanjung Periuk, pada tanggal 15.10-1966 (lima helss
bulan Oktaber te;hzm seribu sembilan ratus spam puluh enam), Warge Negan
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabopaten Sanggau, Dosun

Tanjung Perivk, Rukun Tetangga 26, Rukun Warga 09, Desa Tanjung Merpati,
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Kecamatan  Kembayan, pemegang  Kartn Tasde Penduduk  somor
§1.0308,151066.0001, beriaku hinggs tengeal 13102012 (ima belas buden
Oktober tahun dud riby dua belas), dikeluarkan oleh Camat Kembayag; v -eeroe
Tuan POLONIAS HERI KARIGO, Iahir di Roje, pada langgal 11071985
{sebelas bulan Juli tabun seribu sembilan ratus delapan paluh lima), Warga
Nepara indonesia, Wimswasta, bertempai tingga! di Kabupaten Sanggau,
fmsun Roja, Hokun Tetangpa IX, Desz Tanap, Kecamatan Kembayan,
pemegang Kartu Tanda Peaduduk nomor 61.0368.110785.0681, bedaku hinpga
tanggal 11-07-2Q10 (sebelas bolan Juli tahun dus ribw sepuivh), dikelnarkan

odeh Camat Kembayan;

Tuan LUKAS, lahir di Jemongko, pada tanggal 22-02-1987 (dus puluh dua
bulan Februari tshun seriby sembilan ratys delapas puluh mwjuh), Wargs Nepam
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tingga!l di Kabupaten Sangpay, Dusun
Jemongko, Rukun Tetanggs VI, Rukun warga H, Desa Jemongis, Kecamatan
Kembayan, pemegang Karte Tanda Penduduk nomor 61.0308.220287.0001,
berlaka hingga tangpal 22-02-2011 (des puluh dua budan Februart ahun dua

ribu sebelas}, dikeluarkan olch Camat Kembayas;

Tuan NASUTION, ahir di Kembayan, pada tanggel 25-12-1953 (dun palsh
limg bulsa Desember ézhun seribu sembilan mtus lima puluh tiga), Wargs
Negara Indonesia, Petani, bertempst tinggal ¢i Kabupaten Senggas, Dusun
Keroyet, Rukan Tetangea T, Rukun Warga TV, Desa Tanjung Merpal,
Kevamatan  Kembayag, pemegang  Karte  Tanda  Pemduduk  nomor
§1.0308.251233.0001, berlake hingga tangps!l 25-12-2009 (due poluh lima
buian Desember tabun dus cibu sembilan}, dikeluarkan oleh Camat Kembayan;-
Tuan DAMIANUS SANTUS, lahir di Jaowm, pada tangpal 0%-06-1973
{sermbilan bolaa Jugi ehan senby sembilan rins teivh puluh lima), Weargs
Negara tndonesis, Tani, bertempal tinggal ¢i Kabupaten Sanggay, Dusun Jamu,
Rukun Tetazgge 01, Rukun Wargs I, Desa Bantyi, Kecamatan Kembavan,

pomepang Karti: Tanda Penduduk nomor 10.328/D02008.4, berlaku hinggs
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wangpal 09-06-20069 {sembilan bulan Juni tahun dua riba sembitan), dikelnarkan

oleh Camat Kembayan,

Tuan BORG HASAN, laher 4i Kembayan, pada tanggal 15-04-1937 {lima belas
bulan April sshun gedbu sembilan ratus tiga pulph lwivh), Wargs MNegara
Indonesia, Tani, bertempat tinggal 4 Kabupaten Sanggau, Dusun Kuala, Ruken
Tetanggs 10, Ruknn Wargs 04, Desa Taniong Merpati, Kecamatan Kembayan,
pemegang Karm Tanda Pendudok nomor 1345 1INE05/0272083, berlaku

seurnur hidug, dikeluarkan oleh Camat Kembayan;

Tuan LINSEN, ighir di Tanjung Poring, pada tahun 1942 {seribu sembilan sates
empat puivh dua), Warga Negara Indoncsia, Tani, bertempat tingpal &
Kabupaten Sanggou, Dusun Tanjung Poring, Ruken Tetangga 10, Rulcun Warga
02, Desa Sebongkuh, Kecamatan Kembayan, pemegang Kartu Tanda Penduduk

nomor 181.263/D/DIAGRA06/2006, berlaku sewmur hidup, dikeliarkan oigh

Camat Kembayan;
Nyonya S{ERW’;NI NENGSIH, labir di Tanjung Periuk, pada tanggal 12.12.
1980 (dua belas bulan Desember tabun seribu sembilan ratus delapan puloh),
Wargs Negara Indosesia, Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau,
Dusun Tanjung Penvk, Rukua Tetangps 25, Rakon Warga 89, Desa Tanjung
Periuk, Kecamatan Kerbayes, pemegang Kans Tanda Penduduk nomor
16.658/DAXAS/1 142005, berlakn hingga tangpal 12-12-2008 {dua belas bulan
Desember tahun dus riba delapan), dikeluarkan oleh Camat Kembayan; ———
Tuag RUPINUS PANYIN, Iabir di Muara Hiai, pada tanggal 27-04-1985 (dua
paluh tujub bulan April tabvn seribn scmbilan retes enam pulul: lima), Warga
Megara Indonesis, Tani, bertempat tingeal di Kabupsten Sanggae, Dusun
Jemongko, Rukun Tetangpa 01, Ruloen ‘Warga 01, Desa Kuzla Dua, Kecamatan
Kembayan, pemepang Karty Tanda Penduduk pomor 15,113187D7I%/04/01/
2003, berlaku hingga tanpggal 27-04-2008 (dua puluh tujuh bulan April zhun

duoa ribu delapany}, dikeluarkan oleh Camat Kembayag;
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27

28

3

Tuan JINE, lahir di Tanineg Robokan, pads tzhan 1950 {seribe sembilan ratus
lima puini), Warga Negara Indonesia, Tani, bertzmpat tinggal di Kabupaien
Ssnggae, Dusun Tanigng Ponng, Desa Sehungkub, Kecamatan Kembayan,
pemegang Karfu Tanda Peaduduk nomor 18.336/D/IX703/02/2006, berlaku
hingga tanggal 02-02-2009 (dea bulan Februari izhun dua ribu sembilan),

dikehuarkan oleh Camat Kembayay,

Tuan HANAF!, lahir di Kembayan, pada tenggal 09-01-1974 {sembilan buian
Januar fehup seribu sembilan ratus tujub puinh empat), Warga BNegam
Indonesia, Wiraswasts, bertempst Hageal di Kabupaten Sanggan, Dusun Buals,
Rukun Tetangga 10, Rukun Warga 04, Dess Tanjung Merpati, Kevamatan
Kembayaq, pemegang Karty Tanda Penduduk nomor (1.0308.096174.0001,
berlaku hingpa tanggal 09-04-2011 (sembilan bulsn Apri! tshun dua nibe

sebelas), dikeluarkan oleh Camat Kembayan;

Taan ACUNG, 1shir di Tanjung Robokan, pada tanggal §2-04-1962 (duz bulan
April tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua), Wargs Negara Indonesia,
Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sanggas, Dusun Roja, Rukun Tetangga
49, Desa Tanap, Kecamatan Kezzibayan, pemepang Kartu Tanda Penduduk
nomor £1.0308.026462.0001, berlaku hingga tangpal 02-04-2011 {dua bulan
April tzhun dua ribu sebelas}, dikeluarkan oleh Camat Kembayas, -« are—een
Tuan YUSHNONOG SUKINO, lahir di Rofa, pada tanggal 18-03-1972 {delapan
belas bulan Maret tabun seribu sembilan tatus tajub pulub dua), Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, Dusen Roja,
Rukun Tetangga €9, Desa Tanap, Kecamalan Kembayan, pemegang Karin
Tanda Pendwduk nomor §1.0308.180372.6001, berlaku hingga tanggal 18-03-
2011 (delapan belas bulan Maret tabun duz nbu sebelas), dikeluarkan oleh

Camat Kermbayan; -

Tuan VITALIS GINI, lahir di Jemongko, pada tanggal 23-04-1963 (dua puleh
tiga bulan April tohun seribu sembilan ratus enam putul tiga), Warga Negan

Indonesia, Potani, berteropal tinggal di Kabupaten Sanggau, Dusun Jemoagko,

Prospek Permodalan..., Yustina Pratini, FH Ul, 2009



Rukun Tetangga IV, Rukun Wargs I, Desa Kuala Dua, Kecamaan Kembayan,
pemepang Karty Tands Penduduk norsr 61.0308.2304583.0801, berlaku hingga
tanggal 23-04-2011 {Qus puluh tiga bulan April tahun duz ribu sebelss),

dikelnarkan oleh Camat Kembayan,

-Para penghadap masing-masing beriindak uatuk dirl sendin menerangkan: ——--mwon
~Bahws pada barl Senin, tanggal 23-03.2009% {(dva puluh tiga bulan Marel tahun dua
ribu sembilan}, berternpat di Desa Tangeap Merpati, Kecamatan Kembayan, Eabupaten

Sangpau, telah disdakan Rapat Pembentukan Koperasi Perkebunan “BUPULLY

LOMOUR”. S
~Bahwa vapst tersebut dibadin olech 32 (tiga puluh dua) orang dan karenanya sah

susunannya untuk mendirikan kopersi;

--Bahwa para peserta rapat vang hadir sepakat untuk menyisihkan scbagian dan harta
kekayaannya sebagai modal awal pendivian koperasi ini yakni Simpansn Pokok sebesar
Rp. 190,000, {seratus ribu rupiah} per anggota, Simpanan Wajib schesar Rp.10.000,

{sepuluk ribu rupiak} per bulan per anggots;

-Bahwa dempan tidak mesgurangi kelentuan peraturan perundangundangan yaag
beriaku serta deagan ijin dard pihek vang berwenang, para penghadsp sepakat dan setuju
unfek mendirkan suats Xoperasi dengan Anggaran Dasar sebagai Denlif: - emeammwmmn

BAR i

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Koperasi i bernaroa:
e KOPERASE PERKEBUNAN "BUPHLUT.OMOUR wmmonmnmm e o
dan untuk selanjumys dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi, «———svuumuin

2. Roperasi inl berkedudpkan di Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayean,

Kabapaten Sanggau.

3. Koperasi dapat membuks cabang/perwakilan batk didalam mavpun diluar seperi

atas persetujuan dan kepatusan Rapat Angpota.

BAR II —e-
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----- LANDASAN ASAS DAN PRINSIP wravermmsmsmmcossassasasnens

crvn e RO - SPe S S -

Koperasi berlandaskan Pasncasita dan Undang-Undang Dasar 1545 serta berasasksn

kekeluargaan. - - S

Pasal 3

]

Koperas: metslmkan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi yaitu: -meeven

a ktanggotaan borsifat sukarels dan terbuka; - -

b pengelolaan dilakukan secara demokratis;

¢ pembagian Sisa Hasil Usaha {"SHU") dilakukan secara adil sebanding dengan

begarnya jasa usahs masing-mesing anggota;

d pembenian balas jasa veng ferbatas tethadap madal;

¢ kemandirian;

f meisksenakan pendidikar perkoperasian bagi anggota;

¢ kerjasama antar koperasi,

Koperasi  sebagai badan wussha dalars  melaksanskan kegialannys yang
mengorgandsit  pernanfaatan dan pendayagunaan sumber days ekonomi pars
anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi seperti temsebut pads ayat {1) diatas

dan ksidah-kaidah asaka ckonomi.

BAB Il

TUIUAN DAN USAHA,

Pasal 4,

~Tujuan didivikan Kopérasi adalah untuk: -

1

e Pazal &,

Meningkatkan kescjahleraan dan tarsf hidup angpgots psda khususnys dan

musyarakat pada smumnya;

Menjadi gerzkan ekonomi rakyat serts ikut membangen tatanan perckonomian

nasional.
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Untuk  mencapai  imjuan  sebagaimana  dimaksod Pasal 4, maka Koperasi

menyelenggarakan kegistan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha anggots,

sebagai Berkoh e vammm e
b Mengusahekan uszha perlanian, pesksnan dan perkebunan, termasuk usahs

pengolahan  hasil-kasi! pertanian, perkanan  dan  perkebunan, serta

pemelibarsanays;
¢ Msongusshakan usaba penyediaan jasa yang terkait dengan perianian, perikasan

dan perkebunar;

4 Mengusahskan usahe perdagangan woum seperti tetapt tidok terbatas pada
berdagang barang-barang hasil perianisn, perikanan, dan  perkebunan,
berdagang barang-barang keperivan pertanian, perikanan, dan pekebunan,
berdagang hahan bakar, waserda, serta dalam bidang pembelian, penjuaian, baik
untuk perhitungan sendin mavpun secara amanat atan komisi ustuk perhitungan
orang lain, berdagang sebagai grosier, distributor, leverancier, supplier; «~vvveweems

e Menjalasken usaha dalam bidang pengaogkuten dempan mengpgunakan
kendaraan bermotor, baik uniwk esgkutan orang {(penumpang) mavpuan unfuk
angkutan barang,

£  Mengusshiuken usahawwsaba pembhorongan jalan-alan, jembatan-jembatan

ingasi-irigasi, instalast hsfrik, ipstalasi air minum, Xontraksi bangumn,

borongan peketjaan, penyiapan kahan perkebunan, inpasi, dag lain sebagainys,

termasuk perenganaan dan pelaksanasnaya,

g Menjalankan unit simpan pinjam;

-semuirya dalam arti kata yang seluas.luasnya;

Dalem hal terdapat kelebihan kemampuan pelgzyanan kepsda a2nggota, Koperasi

dapat membuka peluang vsaba dengan Non Angpota.

Koperasi dapat membuka cabang atsu perwakilan ditempst fain, baik di dalam
maupun di fuar wilayah Republilt Indonesis, pembukaan cabang atau perwakilan

haras mendapat persetuiuan Rapat Anggota,
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3

Koperast berhnk uniuk mendirikan, topsl mendivkan perseroan-persercan aiaa
badan-badan lain yang maksudoya sama atan hampir sama dengan perseroan inl dan
umumnya menjalankan segala tindakan baik vang langsung manpen tidak lsngseng
berhubungan dengan maksud tersebul dongan persetajuan Rapat Anggota. —mveeeeeas
Ixalam melaksanakon keglatan usaba sebagaimana dimaksud Jalam ayat (13 sampai
dengan ayat (3), Koperasi dapat melakukan kerjasama dengan Koperasi dan Badan
{isaha lainnya, baik di dalam maupus & loar wilayah Republik indonesia. --cemnmem e
Koperasi harus menyosun Rencana Kerja Jangkz Panjang {(business Plan} dan
Rencana Kerja Jangka Pendek (tahuoan) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan

HBelanja Koperasi dan disahkan oleh Rapat Angpota.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pagsl 6,

~Persyaratan untuk diterima menjadi angeota schaga berikut

H

Mempunyat kemampuan penul untuk melakukan tindakan bukom (dewassa dan

tidak berada dalam perwalian dan sebagainya};

Hertempat tnggal di Kabupatens Ssagasn dap sekitammya,

Teiah menyatakan kesanggupan teriulfs untuk melunasi shmpasan pokok sebagai

Telah menyetujui st anggaran dasar dan ketentuan-ketentuan yvang berlaku; «cmmmmm

Fagal 7

2
3
dimuksnd dalam pasal 39 ayat 3;
4
1.
Buku Daftar Anggota Koperasi;
2.
pendiri;
3
5.

Keanggotaan Koperasi diperoleh jika selurub persyaratan telab dipenuhi, simpanan

pokok telah dilunasi dan yaog bersanghkutan didaflar dan telah menandatangant

Pengertian keanggolsan scbagaimanz dimaksod ayat (1) diatas termasuk para

Keanggotaan tidak dapat dipindah tangankan kepada siapspun dengan cars apapun;-

Eoperasi secara terboka dapat menerims anpgota kain sebagal anggota lear  biaga;-
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5.

Tata cara pencrimazn anggolas schagaimana dimaksud ayat (4) dizrsr dalam

Angmran Romah Tangps, -

- Pasal 8 -

-Setiap angpola berhak: ---- et b i s i

|3

2.

>

~Setiap snggoty mempunyat kewajfban:

Mempuroleh pelayanan dari koperasi;

Menghadin dan berbicars dalam Rapat Angpota;

Memitiki hak soara yang soma;

Mengaivkan pendapat, savan dan usul untuk kebaikan dan kemgivan Koperasi; sevee

Memperoleh bagian Sisa Hasil Ussha,

Posal 9

Membayar simpanan wajib sesuat ketentvan vang ditetapkan dalam Anggaran

Mentsati kefentuan Anggarsn Dasar, Anggaran Rumah Tasgga, kepotusan Rapat

Angpota dan ketestuan lainnys yang berlaku dalam koperasi;

Memelibara serta meniaga nama baik dan kebersamaan datarn kaperasi, «———rmemwon

Pasal 16

1
Rumah Tangps ataw diputuskan daiam Raepat Angpoias;
2  Berpartisipasi dalam kegiatan ugaha koperass;
3
4
i
Tangea berstatus schagai calon angecta,
2 Calon anggota memiliki hak-hak:

Bagi mereka yang telah melunas! pembayaran simpanan pokok, akan tetapi secara
formal belun  sepenvhuys  melengkapi  porsyaratan  administralif,  belom
menandatangani Bukn Daflar Anggota, brium membayar seluruh simpanan pokek

termasuk simpanan wajib dan lain-fain sebagaimasa diatur dalam Anggaran Rumah

& memperoieh pelayanan koperasi;

b menghadini dan berbicara dalam Rapat Anggota; -
c mengaiukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kermajuan Koperast; -

Setiap calon anggote mempunyai kewajiban;

a membayar simpanan wajib sesaal ketentuan yang diputuskan Rapat Anggota; -

Prospek Permodalan..., Yustina Pratini, FH Ul, 2009

nh,



b berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi; «ee--commmmmem s nsssssssammon s reeeen
a  mentazlt ketentwan Anggaran Dasir, Anggaran Rumah Tanggs, Kepuiusan
Rapat Anggats dan ketentuan laintya yang bedaku dalam Koperass, ~ewmwmvmnnn

a  memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi, wvwme

- Pasal 11,

SBetisp anggota uar biasa memiliki hak: S

a memperaleh pelayanan Koperasi;

a menghaditi dan berbicara didalam Rapat Anpgota;
a mengaivkan pendapsi, saran dan usnl untuk kebaikan dan kemsjoan Koperasi. -

Setiap anggota luar bissa mempunysi kewajiban;

¢ membayar simpenan pokok menuret kefentuan di dalom Angparan Dasar dan
membayar simpanan waiib sesuai dengan keputusan Bapat Anggola, ree-smee

¢ berpartisipasi di dalam kegtatan usahs Koperasi;

¢ mepdaal ketentuan Anggaran Dasar, Anpgarae Rumah Taegga, keputusan
Rapat Angpota das ketentuan lainnya vang berlaky dalam Koperagi, ————wuue

¢ memelihara dan menjagz nama baik Koperasi dan kebersamaan Kopenmsi, -

Pagai 12,

Keangpotaan berakhir bila:

#  anggots tersebut meninggal dunia;

d  kopoeasi membubarkan din stan dibubarksn oleh Pemerintal;;

d  herhenti atas permintaan sendiri; atau

¢ diberhentikan cieh pengurus  karena  tidak memenuht lagi  persyarstan

keanpgotaan daa ataw melznggar ketentusn Anggaran Dasar/Anggaran Rumah

Tangpe dan ketentnan lain yang berlaku dalam Koperasi, o

Anggota yang diberhentikan oleh Pengurus dapst wmeninta pertimbangan kepada

Rapat Angpota.

Simpanas pokok dan simpanan wajib anggeta yang diberhentikan olch Pengurus,

dikembalikan sesuai dengan ketentuant Anggaran Rumah Tangga atau peraturan

khusus.
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b . - BAB Y .- v

----- RAPAT ANGGDTA ~-omrmermwmm e merm s mm s s sy e
[, on Pazal 13 w .- s i
1 Rapat Anggola menupakan pemegang kekuasasn tertinggi dalam Koperasi. s

2 Rapat Angpola Koperasi dilaksanakan untuk menetapkan:

a  Angpersn Dasar, Anggeran Rumah Tangea dan perubaban Asggaran Dasae/

Anggaran Rurpsh Tangg,
b kebijaksanzan umum dibidang crganisasi, manajemen usaks dan permodaian

Kaperasi,

¢ pemilihan penpangkatan dan pentberbentian Pengurus dan Pengawag ———evmmnan

d rencapa keda, remcans anggamn pendapatan dan belania Koperasi, serts

pengesahay Japoran kevangan;
¢ pengesahan pertangguagizwaban Penpurus dajam peleksapsan fugasnya dan
peisksanasn fugas pengawas, fambshan ind bilg Koperasi  mengangkat

pengawss islap;

f pembagian sisa hasil asaha;
2 peoggabungan, psleburan, pembagian dan pembubaran Koperasi, wess—ow
2. Rapat Angrots dilakukan sckutang-kurangnys sekali dalam 1 {satu) tehon, wwmremees

3. Fapat Anggota dapat dilakukan secars langsunp atas melalui perwekdlan yang

pengaturatnya ditentukan dalam Angparan Rumah Tangea,

4. Rapat Angpots Koperasi texdini dari:

2 Rapat Anggota Tehunan;
b Rapat Angpota Rencasa Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja;

¢ Rapat Anggota Khusus;

¢ Rapat Anggota Loar Biasa,

Pasal 14

i Rapat Anggotas szh jiks diliadiri pleh lebih dan % (satu per dea) dayl jumlah
anggota Koperasi dan disehujul oleh Iebih dard ¥ (satu per dua) bagian dard jumiah

anggota yang badiy, kecoali apabila ditentukan Jain dalem Anggaran Dasar ini; weneme
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Apabiia kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) distas tdsk tercapai, maka

Rapat Anggots tersebut ditunds untek waktu paling lama 7 {(tujuh) bart untuk rapat

kedua, dan diadakan pemanggilan ketnbali kedua kalinys. ---—-m=nsmsrmmmome oo e
Apabila pada rapat kedua sebagaimana yvang dimaksud ayat {2) distas kuorum teiap
Belum  tercapai, maka Rapat Asggotn lersebol dapat  dilangsumgkan dan
keputnsannya sah seria mengikat bagi sempa anggota, apabila dibadin sekurtng-

kurangnya /3 {satu per tiga) dan jumlbah anppota dan keputusan disetajui oleh 2/3

fdua per tiga) dari jumial anggota yang hadir, o

Pengatiran selanjutmya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

Penpurobilan kepubtusan Rapat Angpota berdasarken musyawarah untuk meneapai

smrufakat,

Dalzm bal tidak fervapai mufakat, snaka pengambilan keputusan oich Rapat
Anggota berdasarkan snara ferbanyak dari jumish snggota yang hadir, —-vrr——
Dalam hal dijakukan pemungntan seara, setiap anggeta mempunyai bek setu suara, -

Anggols yang tidak hadiy idak dapst mewsakilkan suaranyz kepada angpgols laln,

yang hadir pada Rapat Anggots tersebut
Pemungutan suars dopst dilakukan secars terbuka danfatan secara terfutup, kecuali

mengensi dirl orang difakukan secara tertutup.

Keputusan Rapat Apgeota dicatat dalam Berita Acers Rapat dan ditandatenpani

oich Pimgpinan Rapat.

Anggota Koperasi dapat jupa mengambil kepotusan terhadap sesuste hal tanps
meagadakan Rapal Anzgota denpan ketenbuan semuz =sagpota Koperasi harus
diberitahu secara tertulis dan selunth anggots Koperasi memberikan persetujuan
mengenal hal (wsel kepwiusan} tersebut secara tertulis sertn penandatangani
pesseiujuan fersebul, tanpas ada tekanan dari Penpurus dan atau pihak-pihak

tertanty. -—

Peagaturan selanjumys diatur didatam Anggaran Rumah Tangga,

Pasal 16
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-Tempal, scara, tata tentib dan bahan materi Rapatl Anggota harus sudah disampaikan

tedlebih dahulu kepads anpgola sekurang-kurangnys 14 {empat belas) hari sebelum

pelaksanaan Rapat Anggola. =

- Pagal 17 sueomen -

1 Bapat Anggola disclenpparakan oleh penpurus Koperssi, kecuali Anggasran Dasar

menenivkan lain; -
2 Rapat Anggota dapat dipimpin laagsung oleh Pengurus Koperasi dan atau oleh »ewne
Pimpinan Sidang dan Sekretaris Sidany vang dipilils dalsm Rapat Anggota tersebut;
3 Pemilibap Pimpinan dao Sekretaris Sidang dipimpin oleh Pengurus Koperasi dari
anggota yane hadir, yang tidek menyanglkut jsbatan Pengurus, Peagawas dan

Peagelola atau karyawan Koperasi;

4 Setizp Rapat Anggotz harus dibuat Bertz Acura Rapat yang ditanda tangani oleh

seluruh Pimpinan dan Sekretaris Rapat;

3 Berita Acara Keputusan Rapat Anggota vang teleh ditandatangani oieh Pimpinan
dan Sckrelaris Rapat menijadt buktl yang sah terhadap semua Angpota Koperasi dan

pihak ketigs;

& Pesandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat {2) tidak diperiukan, jika

Berita Acara Rapat tersebut dibuat oleh Notaris.

Pasal 18

i Rapat Anppota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 3 (tiga} hulan sesudah

tutuy izhun bukn,

2 Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan:

a Laporan Perianggung Jawaban Pengnrus atas pelaksangtn tugasnya; «vesm -
b Neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang berakhir tap tanggal 31 {figa

puivh sata] Pesember -

¢ Pengpunsan dan pembagian Siza Hasil Usaha;

d  Partaogpungjawsban pelaksanasan tugas pengawas delam 1 {satu) tahus buky —
4. Rapat Anggota, Rencanz Kedda, dan Rencana Apgparan Pendepatan dan Belania

membahas dan mengesabkan Rencans Xerja dan Rencana Anggaran Belanja, weweemmn
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5. Pendapatan dan Belanja Koperasi jbgs haros dilaksanakan tiap tahun buku, paling

bambat 1 {satu} bulen sebelumy tabn  bukwiangpsran  yeng  bersangkutes

dilaksanakan, yang dinjukan oich Pengurus dan Penpawas.

6. Apabila Rapat Anggota, Rencana Kerja, dan Rencana Anggaran Peadapatan dan
Belanga seperti tersebut pada ayat {3} distas belum mmampu dilzksanakan oleh
Kaoperast karena alasan yang objelctif dan rasional seperti effisiensi maka; «owwwmnen

a Rapat Anggota, Rencana Kerja, dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belania
dapat dilaksanakan bersamaan dengan Anggaran Ramsh Tangea dengan scars
tersendin, dongan Letentuar Reapat Angeota Tabuean harys dilalsanakan paling

fambat 3 (tiga) bulan setelah tutup tahun buku;

b Seclama Rapat Anggota, Reacana Kerja, dan Rencama Angparan Pendapatan dan
Belania belum disabkan oleh Ramat Apgpola dalsm pelaksanasn ugssnya
Peppurus berpedoman pada Rapat Anggota, Rencana Kerja, den Rencana
Anpgaran Pendspatan dan Belapja tehun sebelumnya yang ielah mendspat

persetuiuan,

t Pengaturan selanjutnya diztor dalam Appgaran Rumsh Tangga atan Peraturan

Khusus,

Pasal 18

Rapat Anpgota Khugus disdakas untuk:

I Mengubah Angparan Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi dengen

ketentusn

& harvs dihedini oleh sckumang-kurangnys % {tiga per empat) dari jumish anggota;
b keputusan sah apabila disetujul oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dus per tiga) dari

jumlah anggota;

i. Membubarkan, peoppabungan, pelcburmen dan pemecshan Koperasi dengan

ketentuan:

3  harug dibadin oleh sshorang-kuagoya ¥ (3igs per empet) dari jumiah angaota
b keputusannya harus disetujui oleh % {5iga per empat) dari jumiah anggots vang

hadir;
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Pemberhentlan, pemilihan dan pengangkatas Pengurus dan Pesgawas dan heros

dihadiri eleh lebih darl 4 (satv per duz) dari jusniah angpota; emes

Ketentuan dan peagatuzan lebih lanjur diater dalams Asggaran Rumszh Tangea dan

atau ketentuan khususg, ——-

——nn Pasal 20

Rapst Anggota luar Biasa dapat diselenpgarakan apabila dipandang sangat
digeriukan sdanya kepotusan vang kewensogannya ada pada Rapat Anpgota dan
tidak dapat menunggu dilaksanakaonya Rapat Anggots bissa seperti diatur dalam

pasal |8 diatas;

Rapat Anggota Luar Biasa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diadakan

apabila:

¢ ada permintaan paling sedikit 205 {dua puluh persen} dari jumlah anggoty; dan

ajag

¢ atag kepulusan Rapat Pengures atan keputusan Rapat Penguras dan Penpawas;

dan atau;

¢ delam hal keadasn yang saspat mendesak, ustuk segera memperoleh kepulusas

Rapat Anggota; —-

¢ Negara dalam keadaan bahaya atsu perang, tidak memungkinkan dizdakan
Rapat Angpota biasa dan Rapat Angpota Khusus sepecti tersebut pada pasal 19

diatas,

Rapat Angpola Luar Biaga sah dan keputusan mengikat sciumuh anggota, apabila; .
& hargs dikadin oleh sekumng-kurangnya % {setu per dua} dani jumlah anggota,
dan keputusannya disetujni eleh 23 (doa per Hga) dari jumlah asggota yang

hadir;

4 ontuk maksud pada ayat (2,8) distas, hargs dibsadiri oleh sekumng-kurangnys
1/5 (satu per hrm) dari jumish anpgota, dan keputusannya disetujni oleh 2/3

{dua pertiga) dar jumlah anggota yang hadir.

F.etentsan dan pengaturan sslenjvtnya diatur didatam Anggaran Rumah Tangga. —-

BAB VI
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ewsvm—e— PENGURUS " .

e S Pagal 21 N "
1 Peagurus Koperasi dipilih dan dan oich angpota dalam Rapat Angpota, v
2 Persyaratan cntuk dapal dipilih menjadi Penguros sebapai beriiut: - —emeommmnmanees
@ mempunyal kemampuan pengatahuan lentang perkoperasian, kejuiumn, Toyal
dan berdedikasi terhadap Koperasi;
b mempunyai ketrampilan kerja dan  wawassn usaha  serts  semangat
kowirausahaan;
¢ sudah meniadi angpots Koperasi sekovang kurangnys 2 (dus] tahun; oo
1. Peagums dipilik untuk moasa jabaian 3 (ige) ahun; -
2. Anggota Pengurus yang teizh diangkat dicatat daiam Buku Dafiar Pengurug; -—--m-
3. Anggota Penguras yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk
masz jabatan benkutnys, apabila yang bemsangkutan berprestasi bagus dalam
meageloia Koperasi;
4. Sebelum melaksanakan tuzas dan kewajibannya sebagai Penguris, harus tesicbih
dahulu mengucapkan swnpah ataw janji di depan Rapat Anggota;
3, Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian dan sumpsh Penpurus distur dan
ditetapkan dalam Angparan Rignab Tanpga;
Pasal 22
1 Jumish Fengums sekurang-kurangoya 3 {Higa) omng dan schapyak-banyaknya 5
{lina} orang. -
2 Pengurus texdin dad sekeraog-kumanguys: -
2 seorang aisu beberapa crang Kotoa;
b seorang Sekretars;
¢ seorsng Bendahara.
f. Susanan Pengunis Koperasi diatur lebih lanjut dulam Anggemn Rumsh Tangga
sesuai dengan kebutuhan orpenisasi dan usaha Koperasi;
2.

Pengurus dapat mengangkat Manajer yang diberi wewsnang dan kuasa untuk

mengelols usaha Koperasi;
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Apabila Koperasi belum mampu mengaopgkai Manajer, maka salah sato dard
Pengurns  dapat  beriiadak  sebagai Manajer Koperasi dan Pengurus  vang
bersanghkatan harns melepaskan sementars jabatannya sebapgai Pengurusg; wnemermn-
Pengaturan lebik laaju! fentang, susunan, tugas pokok, wewenang dan angguny

jawab dan tata ¢ara pengangkaten Pengurus dan Penpawasan distur lebih lanjut

dalami Anggaras Rumah Tanges;

~Tugas dan kewajibas Peagurus adalely:

1

2

14

Pagal 23

Menvelengaarakan dan mengendalikan usshs Koperasi;

Melskukan selursh perbuatan hukam atas nama Koperast;

Mewakili Koperasi di dalam dan of luar pengadilan;
Mengajukan rencanz kega, anggaran peadapatan dan belanie Koperasi; —— e

Meoyclengparakan Rapat Anggota serla mempertanggungjawabkan pelaksanaan

figas Kepengurisannys;
Memuiuskan penerimaan aoggola baru, penolakan anggofa serts pemberhentian

anggota;

Membantu pelaksanasn fupss pengawasan deagan memberikan keterangan dan

memperiihatkan bukti-bukti yasg dperlukan;

Memborikan penjelssan  dan ketermogan Kepada angegols mengenail jslanaya

organisasi dan ssaha Koperasi;

Memelibara  kerukunan diastara anggolas dan mencegah segala bhal yang

menyehabkan perselisihan;

Menanggung kerugian Kopersi sehagai skibat karens kelalaiannya, dengen

ketentuan:

2 ks kerugion vang timbul sebagal gkibat kelalaian seorang atan beberapa

anpgota Pengurus, maka kerupian ditenggung oleh angpota Penpurus yang

bersanghutarn;
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1

b jika kerugian yang tirobul sebagai akibat kebilaksanaan yang teleh diputusken

dolam  Rapat Pengurus maka semua  anggeta Pengurus taopa kecnali

menanggung kerugian yang diderita Kaperasi. s i
Menyusun kelentuan mengenal tugas, wewenang dan tanggung jawab enggols
Pengurus sevia ketentuan mengena: pelayanan terhadsp anggota; —vmm s wemsswmasees
Meminta jasz audil kepada Koperasi Jaga Audit dan atau Akuntsa Peblik yang

biavanyz ditanggurg oleh Koperasi dae biaye audit tersebut dimasuikan dalam

Anggaran Biaya Koperasi.
Peagurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan kefentuan yang berlaku
dapat melakukan tindakkan hukum yang bersifat pengurusan das pemilikan, Dalam
batas-batas tertentu berdasarkan persetnjuan fertulis dari Keputusan Rapat Pengurus

dan Pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai beriket

3 meminjant stas mensinjamian uang atas nama Koperssi dengan jumish tertonty
yang distapkan datamy Apgearsn Rumazh Tanggs dan peraturan khusss

Koperasi;

L membeli, menjual st denpan caza lain mempercleh sty melepaskan hak atas
barang bergerak milik Koperasi dengan jumlah tertentu, vang ditetapkan dalam

Anggaran Rumah Tanggs den peraturan kKiusus Xoperasi,

Pasal M4

-Pengaras mempunyai hak:

l

2

Mencrims imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Angeota;

Mengangkat dan memberheatikar Manajer dan karyawan Koperast; e cemm oo
Membuka cabang/perwskilan usaha bak didalam msupen dilvar negeri sesvai

dengan Keputusan Rapat Anggota;

Melakukan spaya-npaya dalam rangka mengembangkan usaha Koperasi; -vewwwm -
Meminta laporan dari Manajer secars berkala dan sewaldu-waktu diperiakag. «monee

Pasal 25

Pengurus dapat diberhemtikan oleh Rapat Anggoeta sehelum masa jabatannya

herakhir apabils ferbukti:
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a melakukan kecurangsn sfeu penyelewengasn yang merugiken usaba dan atan

kewanpgan dan atag namna baik Koperasi | ~rmmemeeermormesom i e e

b tidak menzaati ketentuan Undang-undang Perkoperasion besenz peraturan dan
ketennan pelaksanaannya, Anpggarsn Daesar, Anggarsn Rumah Tanggz dan

kepuiusan Rapat Anggota; —

¢ sikap mavpun tindakansya menimbulican alabat vang merugikan bagi Koperasi

khususnya dan Cerakan Koperasi pada umomsya;

d wmeizkukan dan teriibat dalary tindak pidana terutama dibidang ckonomi dan
keuangay dan tindek pidana lain yang tslab diputus oleh Pengadilan, e

i, Dalam hal salah seorang anggota Pengurug berhenti sebelum masa jobatan berakhir,

Rapast Peppurus dengan dihadin wakil Pengawas dapat mengangkat penggantinya

dengan cam:

a meaunjuk salah seorang Peagurus nniuk merangkap jabatan ersebut; ———wes
5 mengangkat dari kalangan anggoeta sntek mendudaki isbatan Pengurus terssbut,
2. Pengangkatan pengeanti Pengurus yang berhenti sebagaimana diatur dalam ayat (2}
faras dipertanggung jawabkan oleh Penguros dan disshkan dalam Rapet Anggota

berikutnya,

BAB YR

PENGAWAS

Pasal 26

i Pengawas dipilih dari dan oleh anggota datam Rapat Anggota,

2 Yang dapat dipilih menjadi Pepgawas adalsh anggota yang memenuhi syarat

sebagal berikut:

& mempunyal pengetahuan lestang perkoperasian pengawasan dan skuntansi,

Jjujur dan berdedikasi terhadap koperasi; s
b memilild kemampuan ketrampiias kerja dan wawsasan i bidang Pengawasan; —

¢ sudsh menjadi anggota sekurang-kurangnya 3 {tigy) tahun.

1. Pengawas dipilib untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun,

2. Pengawas terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 {tiga) orang
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Sebelum melaksanakan tugas dan kewajiban sebagal Pengawas. harus leriebib

dahulu mengucap suropah sisn janjl didepan Rapat Anggota. .

4, Tala cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengawas, dan sumpah
Pengawas diatur alsu ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. cuemvmmmnrmmrssnes

Pasal 27 >

i Dalam hal Koperasi telah mampa mengangkat Manajer yang professional, maka
pengawasan dapat disdakan secars iletap atan diadakan sewaktu-wakiu $8suai
dengan kebutuhan dan ditentukan dengan keputusan Rapat AREgota. «wwvmms——m- e

2 Dalam hal Keperasi (tidak mengangkst Pengawas Tetap), maka ditentukan: —vewwewn
z Pongangkstan Manajer tersebut harns langsung ditetapkan oleh Rapat Anggota,
b Fungsi dan ugas Pengawas menjadi tugas don tangeung jawab Pengurbs, den

Pengurus tidak turut campur tangan kedalam pengelolaan kegiatan usaha, v

¢ kenangan yaog dijalankan oleh Koperasi,

1. Audit keuangan harus dilakukan oleh Akuntan Publik dan audif non Keuangan olch
tenaga ahit dibidangnya atss permintaan Pengurus.

2. Penpaturan selsnjutnya diatur didslam Angearan Rumsh Tangea.

Pasai 28

-Hak dan kewaiiban Pengawas adalah: o

1 Melakukan peagawasen ferhadap poloksanaan kebijaksapaan dan pengeivlaan
Koperasi;

2 Mensliti catatan dan pembukesn yanp ada pada Koperasi;

3  Mendapatican segaly keterangan yang dipertukan;

4 Memberikan koreksi, saran teguran dac peringatan kepada Pengurus; cmmeseson

5 Merahasiakan hasi] pengawasannya terhbadap pihak ketiga; .

& Membuat Japoran tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat

Anggota.

Pasal 29

-Pengawas berhak menerims imbalae jasa sesual keputosan Rapat ABggota, —aewnemns

Pasal 30
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Pengawas dapat memima jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayaaye

sditanggung oleh Koperasi. AT LT - .

Biaya audit tersebut dimasukkan dalam angpearan biaya Koperasi. ----=-owmenmmne—

------ Pusal 31 ceees - —

Fengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggotas scbelum mzsg jabalan berakhir

apabila terbuki: -

z  melakukan findakan, perbuatan yang merugikan kewangan dan nems baik

Koperasi;

b tidalc mentasti ketentuan Undang-Undang Perkoperasion beseria pengaturan,
ketentuan pelaksanaannva, Angparas Dasar, Anggaran Rumah Tanggs denagan

keputusan Rapat Asggos.

Dalam hal sslah sémang anggota Pengawas berhent sobelum masa jabatan
berakhir, Rapat Pengawas dengan diligdini oleh wakil Pengures dapat mengangkal

pengpantt dengan cara:

a jabafan dan tugas terschut disangkayp oleh anpgoia penpawas yaog Izin; s

b mengangkat derl kslangan anggofts untnk menduduki jsbatan Pesgawas

tersebul;

¢ sikap maopus tindakannya menimbulkan pertentangan didalam Koperasi yang
akibatnya merugikan Koperasi kKhususnya dan perakan koperasi umumnys; ——
¢  melakukan dan terlibat dalam tindak pidana yang telah diputus oleh Pengadilan,
Penpangkatan peogganti Pengawas sebapaimana tersebut dalam ayat {2} distas,
dilaporkan oleh Pengawas kepada Rapat Anggeta yang terdekat setelah penggantian

yang bersanghkutan untuic dimints penpesahan dan atau memilih, mengangiat

Pengawas yang fain.

BAB VHI

PENGELOLAAN USAHA

Pasal 32
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Ik

Pengelolaan usaha Koperasi dapat dilakukan olch Manajer dengen dibantu beberepa

orang karyawan yang diangkst oleh Pengurus melalui perjanjian atau kenirak kerja

yang dibuat secara tertulis;
Pengurus dapat secara iangsang melakukan pengeloizan kegiatan unssha Koperasi

atay mendirikan Strategic Business Unit yanp dikeicla secara olonom dan

professional; .

Pengangkatan sepertl fersebut pade avat (1) dan €2) dintag setelah mendapat

persetuinan Rapat Anggota;

Persyaratan ontuk dianpkat meniadi Manajer adalsh:

& mempunyai kezhitan dibidang usaha ataw pernah mengikuti pelatihan dibidang

nsaka koperasi atau magang dalam Usaba Koeperast;

b mempunysi pengetahuan dan wawasan dibidang usaha;

¢ tudak peraah melzkukan tindekan tercele dibidang kenangan dan atav dihukum

karena terbukfi melakukan findak pidana Jibikdzpg kevangan;

d  memiliki akhlak das moral yang baik;

¢ tidak mempuayai hubungan keluarga sedarak dan semenda sampai derajat v

f ketigs sesams Pengunus,;

g helam pernzh tethukti mefakukan tindak pidana apapun,

Dalam melaksanakan tugasnya Mansier bertanggung fawab kepada Peagurus.

Pasal 33

Tugas dan kewajiban Manajer adalah:

1

2

Melaksanakan kebijaksanaan Pengurus dalam pengelolaan usaha Koperagi; «vven-

Mengendslikan das  mengkoordinir se¢mug  kegiatsn  usaha Koperasi vang

dilaksanakan oleh para karyawan;

Melakmkan pembagisn tugas secars jelas dan tegas mengenai bidsag dan

pelaisanaznnya;
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4  Menizati sepala keteatsan yang felab diatur dalam Anegaran Dasar, Anggaran
Rumah Tongga, keputusan Rapat Anggots, konirak kerja dan kelentvan lainnya
yang berdaku pada Koperasi yang berkaitan dengan pekeria2nnyd; s erenmzzeacen

2 Menangpung kerugian usaha Koperasi sebagai akibat dao kelslaizn dan atau ~mmne

2 tindakan vaug disengajz atas pelaksanaan tugas vang dilimpahkan, —-ocmommmmm -

Pasal 34

-Hak dea wewenang Manaisr: wns

{ Menerima penghasilan sesusi dengan peganjian keria yang telah disepakati dan
ditandatanpani bestama pleh Pengurus dag Manajer;

0 Meagembangkan usahs dan kemampuzn dinl untuk melsksznskan tugas yang
dihebankan;

¢ Membela diri atas segaia tuntutan yang dingukan kepads dirinya; o me—mmae—e

{ Bertindak untuk dan atas aama Pengurus dalam rangka menjalankas usaha, -~

Pasal 35

2 Menetapkan pedomen pelasanaan, pesgelolszn usabz stau Seendar Operssional
Prosedur yang disahkan oleh Rapat Angpota.

2 Eetentuan lebih Janiut mengensi sususan tugss, Kewaiiban, hak dan weowenang
Manajer den karyawan distur lebih lanjut dalam Anggaras Rumah Tangga,
Letentuan khusus dan kontrzk keria.

BABIX
PENASEHAT
Pasal 36

3 Apabils diperlukan, Pengurus dapat mengangkat Penasehat atas persetujusn Rapat
Angpota,

3 Penaschat membent seranfanjuran kepada Pengurus untuk kemajuwan Orpanisasi dan
usaha Koperast, baik direinta maupun yang Hdak diminta,

3 Penasehat berhak menerima penghasilan/imbalan/iasa sesual dengan keputusan

Rapat Anggota, -

BABX
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cerenrrree PEMBUKUAN KOPERAS] <-ermsmes mmemesssmcsnmasrensans

e s 2 bt i o w et s s mmm v b honin PRASH] FTF e wen "

i

Tahun Buku Koperasi adalab tanggal | {satu) Jeuuard sampai dengan tanggat 31

{vige puluh gam) Desewber, dan pada akbir bulan Desember dap-tiap tahun

pembukuan keperasi ditutugp;
Koperasi wajib menyelengparakan pencatatan dan pembukuvan sesuai dengan

prinsip akuniansi yang berlaku di Indonesia dap standar skuntansi Kopsrasi pada

khususnya serta Standar Akuntansi Indonesiz pada amumnya;
Palam waktu paling lambat 3 {iga) bulan setelah pembukuan koperasi ditutup,
maks Pengurus wajib meayasun dan menyampaikan Laporas Tahuwan yang telsh
diaudit oleh FPengawas sesual ketestuan peraturan perondangan-undaggan vang

berlakn don dilands fanganl oleh semus angmols Pengurs untek disampaikan

kepada Rapat Anggota yang disertai hasil audit Pengawas.
Apabila digeriukan, Laporan Tahunan Pengawae dapat disudit oleh Akuntan Pubiik
atas perminizan Rapat Anggots, atau apabila Koperasi tidak menganpkat Peagawas
tetay, maka Laporan Tahunen Fenpurus hayas diaudit oleh Akuatan Publik sebelum
dinjukan ke Rapat A;:ggata dan Easii audit tersebut meniadi perbandingss Laporan

Pertangzunyjawaban Pengurus.

Ketentan, pengatoran lebih lenjut mengenal isi, bentuk, susunan Laporan
Pertanggungiowaban Pengurus dan pelaksanasn sudit distur dajan Aoggaran

Rumah Tangga dan peoaburan tetulis,

BAB X}

» MODAY KOGPERAS]

Pasal 38

Kopetasi mempunyal modal perusabaan tak telap, vang diperoleh dari vang
sitopanan pokok, vang simpanan wajib, vang simpanan sukgrela yang merupaken

deposito, vang pinjaman dan penerimaan lain yang sah. -
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2 Moda! Dasar yang disetdr pada sast pendirian Koperasi ditetapkan sebesar -—e- -
Rp. 29.020.500.- {dua pulsh senbilan jula dua puluh riba rupiah), yang berasal dan
Simpanan Pokok, Simpanen Waiih dan moda!l penyertaan dor parz pendin, ——-vewe

3 Repal Anggots menetapkan jumiah setinggi tingginys yang dapat disediakan
sebagai uang kas, dan kelebihamnya dengen segera harus disimpan afas nams
Koperast pada Koperasi Posatnys, baik Bank Pemerintah atanpun pada Bask iain, -

4 Uang kelebiban yang disimpan ity hanya dapat diminta kembali dengan kwitansi
yeng ditandatangani olch sekurang-kurangmya 2 (dua) orang asggota pengurus afau

5 lchib seorang pegawai yang dituajuk oleh pengurns.

SIMPANAN ANGGOTA

Passl 39

I Betiap anggota harus menyimpan atss namanye pada Kopersst, simpanan pokok
sejumlaly vang pads wakiu keangzotaan diakhird, merupakan suaty tagihan alas

Koperasi sebesar Jumlah ¢zdi, jika perln dikurangi dengas bagian tanggungas

kemgian,
2 Uanp simpasnsn pokok pads erinsipnys hasug dibayar sekaligss, akan letapd
Pengurus  dengan perfimbangan fertentu  dapat mengiiinkan anggota untuk
membayareys deagan angsurss per bulan, maksirmuen 6 (enam) ksl asgsuran, -

3 Tiap anggota vang zkan mengangsur simpanan pokek haras menysiakan

kesangpupap itu secara terfulis.
4 Setiap anggota diwajibkas untuk membayas simpanan atas pamanya pada Koperasi

sebagaimans ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga/Peraturan Khusus, ——vee
$  Setiap sngeote digiatkan yatuk mengadakan simpanan sukarela aiss pamanys pada

Koperasi menurut kehendaknya sendini, baik seeara deposite maupun secans giro, -

&  Anggowa diperbelehkan meminjam uang seteish menjadi anpgota selama 3 (tiga)

bulzn.

memre Pasal 40

3 lang simpanan pokok tidak dapat diminta kembali selama anggota belum bechenti

sebagai anggota.
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4 Uang simpanan waiib dapal dimintg kermball menumt peraiuran yang ditetapkan

oleh Rapat Anggota, - - "

Vang simpanan sukarela yang mertpskan deposito depst disinty kembali menurut
Peraturan Khnsus atan pejaniian, dan yang merupskan giro dapat diminta kembali

setigp waktn. -

Jiks dipsrivkan, Koperzs: dapat mengadakan simpanan Khusus yang diatur dalam

Peraturan Khusus/Anggaran Rumak Tengga,

Pasal 41 -

~Apabila keanggotasn berakhir menurst pasal 12 huruf:

3

LUang simpanan pokok dan uang simspanas wajib, setelah dipotong dengen bagian
tangpungan yaug ditetapkan, dikembalikan kepadz yang berhale dengan segera dan

selambat-lambatnya 1 (satu} bulan kemudian.

Atau vang simpanan pokek dan uang simpanae waiib selelah dipotong dengan
bagian tangpungasn yang ditetapksn, dikembalikan kepsds bekas anggot2 dslam
wakty § {sau) bulen sesudah rapat anggota tahunan yang akan datang, ~mr---=emrsmmen
Llang simpanan pokok menjadi kekayaan Koperasi dan pemgembalian uang
simpanar waiib diserahkan kepada keputnsan Rapat  Anggola dengan
mermpertimbanghan kesalaban anggots vang mengakibatkan pemecatanaya. ~wewe

SISA HASIL UBAHA

Pasal 42

Sisa hasil usaha vaitu pendapatan usaha Koperasi vang diperolel dalay suatu tabun
buku dipotong dengan penyusutan nilal barang dan segala biayn yang dikeluarkan
dalam talwun bukun Hu, veng diperoleh dari wssha yang disclengzarakan ustsk

Angpota Koperasi,

Sisa hasit usaba yang diparoleh dag ussha yang diselenggaraksn untuk anggota

dibagi sebagai berikul

b 40 % (empat pulub persen) untuk cadangan,

¢ 60 % {enars puluh persen) untuk anggota, untuk dena Pengures, uatuk dana

kesejabteraan pegawsi, untuk Danz Bendidikan koperasi, untuk Pembanguzan
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Daerah Keria dan umink denz Sosial, yang pembagiannya diatur febih lanjut

dalam Anggaran Rumah Tangpa Koparas, --- -- e

Sisa Hasil lJsabs yang dipercleh dari usaha vang diselenggparakan untuk pibak

bukan angeota (angpota lusr biasa) dibam sebagai berikut -

b 40 % (empat pulvh persen) untuk cadangan,
¢ 606% {enam pululr persen) untuk dana Pengurus, mntuk dana kesejahterazn
pepgawai/Raryswan. untuk dana Pendidikan Koperasi. untuk dana Pembangunan

Dazerah Kerja, dan untuk dana Sosial, yang pembagiannya distur lebih Janjut

dalam Anggaras 'Rumah Tangga Koperasi.

Pasal 43

1fang cadangan adalizh kekayaan Koperasi vang disedizkan uatuk menutep kerugisn

sehingga tidak boleh dibagikan kepada anggota.

Rapat Anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi 75% {uivh
pulub, lima pemsen) dard jumlah seluruh cadangan untuk perluasan ussha Koperasi, —
Sckurang-kumnpoys 25% {dua puluh lisna persen) dari uang cadangan harus
disimpan deagan bersifat giro pada Bank yang ditunjuk oleh Keputosan Rapat

Angpota.

TANGGUNGAN ANGGOTA -

Pasal 44

Bilamana Koporasi dibubarkan dan pads penyelesaiannya ternyvata bahiwa kekayasn
Koperast tidak meencukupi uatuk melunasi segala Ferjanjian dan kewsjiban, maka
sckalian angpota dan mercka yang telah berhenti sebagai anggota dalam wakiu satn

tzhun sehelum pembubaran Koperast diwajibkan menanggung kerugian itu masing-

masing terbatas sebanyak Z (dua) kali sizapanan pokok.
Bila menurut kenyataan ada anggota dan mercka yang berhenti sebagal anggota
dalam waktu 1 (satu) tzhun yang sebelum pembubaran Koperasi, tidak mampu
memenuhi kewajibammya scbagaimana ditentukan dalam ayar (i) pasal ini, maka

kekurangan itu dibebankan kepada anggota kain, hingga jumlab kergian yang
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menurut perhitungan harus dibayar oleh para anggofa dan mereka yang berhent

sebagai anggota dapat dipenuhi. e 3 ki

4  Sepala persoalanm mengenst penentuan tndekan atouy kejedisn mang  vang
menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku, -e-cmemmmen
§ Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atan kejadian mana yang

menyebabkan kerngian, diselesaikan menurut huloury yang beddaky, - ——cvmmnniien

. Pasal 43

3  Kerugian yang didedia oleh Koperasi pada akhir sesuvatu tabup buk, ditotup

dengan uang cadangan,
4 )ka kerugian yvang diderita Koperasi pada akhir sesuafu tebun buku tidsk dapat
ditutupg dengan wang cadangan sebapaimana dirnaksud dalam ayat {1}, maka Rapat
Anggota dapat memutuskan vntuk membebankan bagian kerugian tersebnt diatas
{jumiah kerugian dikumangl dengan wang cadubgan yang tersedia) kepads sngeoia
dan kepads mereka yang telah berhenti sebagai anggots dalem tahua buku yang
bersaagkutan, masing-masing terbatas 2 (dua) kali simpanan pokok, w-ewwws w

Pasal 46

-Anggota-angeota yang felsh berhentl dari Koperasi tidak menangpung kerugion dad
usahm yang Hdak harut diputuskan oleh mercka sesudahmya keluar dan Koperasi, s umenm

BAB X1

PEMBUBARAN

Pasal 47

3 Pembubaran Koperasi dapat dilakssnakan berdasarkan:

¢ keputusan Rapat Anggota;

¢ Repetusan Psmeninish,

1. Pembubaran oleh Rapat Angeota didasarian pada:

b jangka waktu berdirinya Koperasi telah berakhir,

¢ atas permintaan sckurang-kurangnys ¥ (tiga per empat) dari jumiah anggota; «-

4 kopemasi idak logi melakukan kegiaten usahanya.

Pasal 48
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Dualar ha! Koperasi hendak dibubarkan makda Rapat Anggois membeniuk Hm
likwidasi yang terdirs dari unsur anggota, Pengurus dun pihak lsin yang dlanggap
perlu {Pembina} dan dibert kuasa untuk menyelesatkan pembnbarzn dimaksud. e

Likwidalor mempunyal hak dan Kewaiiban: - mmoeuan s te s s e b s

d  melzkukan perbuaten hukem  untuk das  ates nama Keperast  dalam

penyelesaian; e .

4 mengumpuikan keterangan yang diperlukan;

d memenggil Pengurue, sngeota dun bekag angpota tertentu yang dicerlukan, baik

sendiri-sendin magpun bersama-sama;

d memperoteh, mengpanakas dan memeriksa segala catatan dan argip Koperast; —
d mengeunakan sics kekayaan Koperast untub menyeiesaikan kewajiban Koperasi

baik keparda anggota miaupun pikak ketips;

d membuat berita scara peayelesaian dan menyampaikans kepada Rapat Anpgols,
Pengurus Koperasi menyampaikan keputusan pembubsran Koperasi dihadapan
Rapat Anggote tersebut dan kepada Pejabat Koperasi gsesuai dengan ketentuan yang

berdaln:,

Pembayaran biaya penyelesaian didahulukan dari pada pembayarac kewajiban

fainnya.

Pasal 49

Selureh anggota wajib mesanggung kemgian yang timbul pada ssat pembubaran

Keperasi;

Tangpuagan anggota terbatas pads simpanan pokok, simpanan wajib yang sudah

dibayarkan.
Anpgota yang lelah keluar sebelum Koperssl dibubarkan waiib menangpung
ferugian, apabila kerugian tersebut tegjadi sslama anggota yang bersangkutan masih

menjadi anggota Koperasi dan apabila keluamya sebagai anggota beluom melewati

jangika wakiz 6 {enam) bulssn.

BAB X1V

SANKSI
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Pasal 50 -

3 Apabilz asggots pengorus snelanggar ketentusn Anggaran Dasar/Anggaran Rumah

Tangga dan peratursn leinpya yeng beelaku di Koperast dikenakan sasksi aleh

Rapat Anggola berupa: - T

A\

i

€

e

¢

peringatan lisan; — —

paringatan teriulis: . -

dipecat dari keanggotaan atau jabatannya; -

dibechentikan bakan atas kemasuan seadin;

diajukan ke Penpadiias,

1. Ketentuan mengenal sanksi diatur lebih lanjut dalsim Anggaran Rumah Tangga, -

BAB XV

JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASE

-Koperast didirikan dulam jangka wakiu tidak tsrbatas,

Pasal 51

BAB XVI

ANGGARAN RUMAH TANGGA

DAN PERATURAN KHUSUS -

Pasal 52

~Rapat Anggota menetapkan Angparan Rumah Tangea dan ataw Peraturan Khusus, yang

memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentusn Angparan Dasar Koperasi dan

tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

-Selanjutnys, pars penghadep bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut

diatas menerangkan bahwa :

3  Menyimpang dari ketentuan dalem pasal 17 ayat 2 Angpgaren Dasar ind mengenai

tata cara pengangketan Pengurus dem Pengawas, untuk pertama kshinya telah

dizngkat schagai:

-Pengurus:

-Ketua v: Tuam F.X. IRENION IRENT. C., lahir di Kuala Dus,

pada fangpal 26-06-1962 (dua poleh esam bulan Jord
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~Wakil Ketua

b S A B e ek

tahun senbu sembilan ratus enam puluh dus}), Wargs
MNegara Indenesia, Wiraswasta, beriempat tinggal di
Kabupaten Sangpaw, Uusun Kuale Dua, Rulum
Tetangga II, Rukun Warga 01, Desz Koala Dua,
Kecamatan  Kembayan, peamegang Karto  Tanda
Penduduk  Nomor 61.0308.260682 08061, berlsku
hingga tonggal 26-06-2611 {dua puluh evam bulan Juni

izhun dua nbu gebelas), dikeluarkan oleh Camat

Kembayan;

: Toan BEN] SARIFUDIN, Saranz Hukum, lahir di Bei

Bun, pada tanggal 05-84-196& (lima buisn April tahun
seribu sembilan retus enmam pslsh cnam), Wargs
Negarzs Indonesia, Karyawan LPKHP, bertempat
tinggal di Kabupalen Sanggaw, Dusun Sejuah, Rukun
Tetangea I, Rukun Warga I, Desa Sejuah, Kecamatan
Kembayan, pemegang Karty Tanda Pondudok nomer
272BDAX/06/01/2006, berlaku hinpga {anggal 05-04-
2009 {lma bulan Aprl tahun dua ribu sembilan),

dikeluarkan olet Camat Kembayan;

+ Fuan RELLY SUBHAN, belum kawin, jabir 4

Kembavan, pada ianegal 04-10-1980 {empat bulen
Oktober tahun seribu sembilan ratus delapan pulvh),
Warga Nepgara Indonesia, Wirsswasta, bertempat
tinpgal & Kabupaten Sanggev, Dusun Kugzls, Rukun
Tetangga 10, Rulom Warga 04, Desa Tanjung Merpat,
Kecamatan Kembayan, pemegang Kastw  Tanda
Penduduk nomor £1.9308.041080.0001, berlaku hinggs
tanggal 10-04.2011 (sepulub bulan April tabun dus

ribu sebelas), dikelvarkan oleh Camat Kembayan; ~----
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~Bendaharg o werme—vew

-Weakil Bendahara -evemens

~Pengawas:

Nona YULIANA ANTONIA, lahir di Sebungkub, pada
tanggal 19-09-1986 {sembilan belas belaa September
sghun seribo sembilan ratos delepan puluh enam),
Warga Negars Indonesia, Pelajar, bertempat unggal di
Kzbupaten  Sanpgaus, Dusun  Sebungkub, Desa
Sebungkuh, Kecamatan Kembayan, pemegang Kamu
Tanda Penduduk mnomor  18.225/D71X/03/11/2008,
berlaly bingge fngeal 19.09-2011 Gembilan belas
bulan September tahun dua ribu gebelas), dikelvarkan

oleh Camat Kembayan;

Tuan YCHANES ALEK, belum kawin, lahir &t
Jemongko, pada isnggal 88-05-1983 {delapan bulan
Septernber tahun seribvr sembilan ratus delapan puluh
tiga), Wargs Negara Indonesia, Wiraswasta, beriempat
tnggal di Kabupaten Ssngeau, Dusus Jemongko,
Rukun Tetangge 82, Rukun Warga 01, Desa Kuslz
Dus, Kecamatan Kembayan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 610386.080983.0001, bedaku hingga
tangpal P8-09-2011 (delapan bulzs Seplember fahus

dus ribu sebelas), dikeluarkas oleh Camat Kembayan, -

BT womnm e m v e

: Tuan JOHANES HARENIMUS, ishir di Kuala Dua,

pada tanggal 15-10-1989 {Jima belas bulan Oklober
tahm seribu sembilan ratus enam pulul sembilan},
Wargas Negara Indonesia, Kepala Desa, bertempat
tinggal di Kabupaten Sanggau, Dusun Jemongko, Desa
Kuala Dua, Kecamatan Kembayan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomer §10308.151089.0001, berlaku

hinggs tanggsl 13-10-2019 (lims belas bulen Okiober
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-A&n ggo{a [ ——

tahun dus rbu sepuich), dikeluarkan olsh Camat

Kembayan; sesvee e amsvusuuun

¢ owToan BLUF, GUNTUR, lakir i Senajam, pagda tanggal

04-10:-1950 {empat banlan (kiober tahun seribu
sembilan ratus lima puluh), Warga Negara Indonesia,
Wiraswasta, bertempat tinggal i Kabupaten Sanggas,
Dusur Sebunagkuh, Ruoken Tetangga (tidak ferbaca),
Rukun Warga 1§, Desa Sebunghuh, Kecamatan
Kembayan, pemegang Karte Tanda Peadudek nomor
£10308.041050,0001, bedaka hisgga tanggal 04-10-
2010 {empat bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh),

dikeluarkan oleh Camat Kembavan;

~Tuan RUSDI, belum kawin, lahir di Serambai, pada
tanggal 15-09-1978 (}ima belas bulan September tahun
seribuy zembilan ratus fujuh puluh delapan), Warpa
Negara  Indonesia, Kades, bertempat tinggal di
Kabupsten Sanggau, Dusun Serambal, Ruken Telangpa
72, Rukun Warga 08, Desz Tanjung Merpat,
Kecamatan  Kembayan, pemepang earus  Tands
Pendudok nomor §1.8308.150978.6601, berlaku hinggs
tangeasl 15-09-2011 (limz belss bulan September tahun

dua ribn sebeiss), dikeluarkan sleh Camat Kembayan; -

-Pengangkatan angeoiz Pengurus dsn Pengawas temsebat telah diterima oleh

masingsoasing yang bersangkuian dan harus disahkan dalam Rapat Anggota yang

pertama kali diadakan, setelah Akta Pendidan ini mesdapat pengesahan Menteri

Negars Koperasi Dan Usals Kecil dan Menengah Republik Indenesia, wvamrm-— -

. “Tuan/Nyonya/Nona
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pegawyi Kantor Notars, baik bersema-sama maupun sendiri-sondini dengan In
dibers kwasa dengan hak untuk memindahkon kekussaan ini kepada orang iain
dikuasakan untuk memohon pengesshan atas Anggaran Dasar ini darf instansi yang
berwenang dan untuk mesbust perubahan danfatan tambahan dalam benfuk vang
bapgimanapun juga yang diperlukan uatuk memperoleh pengesaban tesebut dan
untuk mengatukan dan menandsfanpani semue permohonan dan doekumen Tainnys,

untuk memilih tempat kedudukan dan antuk melsksanakan tindakan lain yang

mungiin diperivkan. -
-Akhitnya para penghadsp meayatakan dengan ini menjamin skan kebenarm identitas
para pihak secuai tanda pengenal yang disampaiken kepada saya, Notaris dan
bertanggung jawab sepenubnys atas bal ferscbut dan sclanjutnys para pihak juga

menyatakan telah mengeet: dan memmbams 151 akia im.

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notads.,

DEMIKIANLAH AKTA INL

-Dibuat sebagal minuta dan dilangsungkan di Jakarte, pada hari dan tanggal tersebut

dalam: kepsia akta ini, dengan dibadiri oleh:

& HNona DANIATI PATRIYA, Pegawai Notaris, Wargs Negara Indonesia, lshir di
Portignak, pada tangge] 13-03-1982 (tigs beiss bulan Marct ishun seribu sembilan

ratus delapan puluh dua), dan

¢ MNoma GALUH SYAFRIYAMNI, Pegawai Notaris, Warga Negare Indonesia, lahir di

Sanggau, pada tanggal 08-01-1980 (Bima bulan Januan tahun seriby sembilsn matus

delapan puduly,

keduanyza dikenal oleh saya, Notarig, sebagai saksi.
-Segera setelab aktn ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan sakei-saksi,
maka akis ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notarig, ~e-—sew

-Lailangsungkan dengan tuinh perubzhan yaitw karena tiga tambahan, satu coretan dan

empat gantian. —

-Minuta akiz ini telah ditandstangani deagan sempuma,

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya,
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KOPERASI PERKEBUNAN " BUPULU'LOMOUR "
PER 23 MARET 2009

PER 23 MARET 2009

PER 23 MARET 2009

NO HARTA (Rp) NO KEWAJIBAN & KEKAYAAN BERSIH (Rp)
I. |HARTA LANCAR III. |KEWAJIBAN LANCAR
1. KAS ' 10,000,000 1. SIMPANAN SUKARELA 2,500,000
2. BANK 15,000,000 2. HUTANG DAGANG
3. PIUTANG ANGGOTA : 3. DANA - DANA .
. 4, PAJAK 10% -
JUMLAH HARTA LANCAR 25,000,000 JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR 2,500,000
IV. [KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
II, |HARTA TETAP V. |KEKAYAAN BERSIH
1. TANAH " 1. SIMPANAN POKOK 3,200,000
2. BANGUNAN - 2. SIMPANAN WAJIB 320,000
3. INVENTARIS /PERLENGKAPAN 4,020,000 3. CADANGAN KOPERASI ]
' 4. DONAST 23,000,000
> 5. SHU TAHUN BERJALAN -
JUMLAH HARTA TETAP 4,020,000 JUMLAH KEKAYAAN BERSIH 26,520,000
-5 o
JUMLAH HARTA 29,020,000 JUM. KEWAJIBAN & KEKAYAAN BERSIH 29,020,000

PENGURUS KOPERASI PERKEBUNAN ™ BUPULULOMOUR "

S ARIS

RULEY-SUBHAN
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RENCANA KEGIATAN USAHA UNIT SIMPAN PINJAM
PERIODE TAHUN 2009 $/D 2011

-

2009 2010 2011
AN
_URMAN Re) | (Rp) (Rp)
Rencana Pemberian Pinjaman/Thn |  50.935.500 70.325.000 110.345.000
Bunga 2% X Rp. 10,140.000 13.248.000 17.730.000
51.795.500 75.077.000 97.615.000
Biaya Per Tahun 6,500,000 9,500,000 10,800,000
Rencana SHU Per Taehun 5,680,000 7,875,000 8,875,000

PENGURUS KCPERASI PERKEBUNAN " BUPULULOMOUR "

i
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RENCANA KEGIATAN USAHA
PERIODE TAHUN 2008 S/0 201

s -t

& y 2008 2009 2010
NO URAIAN
; R Rp (Rp)
. (Rp) —.\Rp) -
L, Rencana Pendapatan

01. Simpan Pinjam 14,000,000 | 16,000,000 20,350,000
02. Pertanian dan Perkebunan 8,500,000 1 9,500,000 12,500,000

:_ 03. Perikanan 6500000 7,300,000 9,500,000

‘= 04. Jaga Kontruksi 11,000,0001 15,650,000 1 18,300,000

v 05. BBM 8,500,000 | 12,750,000 | 22,570,000

; 08, Waserda 17,060,000 | 22,000,000 1 28000,000

Jumish 85,500,000 | 83,200,000 | 111,220,000

2
il. |Rencana Biaya Usaha

01, Biaya Opsragional 70.800.000 1110.000,000 {120.080.000

: Rencana Pendapatan Kotor Usaha 16.800.000 96.250.000 [110.000.000

- I, jRencana Biava Adm & Umum

: 1. Administrasi & ATK B0C.O00 850.000 1.500.000

1 02. Insentif Pengurus & Pengawas £800.000 ;20.500.000 25.000.000
£3. Rapat - Rapat 185.000 250.000 385.000
04, Lain ~ 1ain 1.000.000 1.350.000 | 1.700,000
Jumiah Rencana Biaya Adm & Umum | B8.500.000 110.400.000 36.500.000
Rencana SHU sebelurn Pajak 40,000,000] 55,000,000 65,000,000

iV, {Rencana Pajak Usaha Koperasi 3.100.000 | 4.750.000 | 538060.000

Rencana SHU Bersih setelah Pajak 20.700.000 | 40.300.000 | 45.250.000

3

ETARIS

RULLY SUBHAN
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AKTA PEMASUKAN
DALAM PERSEROAN TERBATAS
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AKTA PEMASUKAN DALAM PERSEROAN TERBATAS

NG, svirrrmcernissrs s crerssannressmnsosesan

Pada hari inh, hami ooeeevmoniniens T8AEBA] Loy 1 F
datang menghadap kepada kami ...
Camnat, Kepala Wilayah Kecamalan ..o eesearereneesercrcrosesesssinrars )
Cleh Menteri Dalam MNegeri dengan surat-keputusannya
berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Menteri ')
tanggal i cconononranoe 2 NOMIOE
Agraria No. 10/1961 bertindak "7 sebagai

dituniuk
peniabat pembuat akta tanah yang dimakswdkan dalam pasai 19 Peraturan
Pemerintzh No. 10 tahun 1961  itentaag Pendaflaran Tanah  unituk Wilayah
dengan dihadiri oleh suksi-saksi yeng kami kenal/diperkenalkan kepada kami '? -
dar: akan disebutkan dibagian akhir akis ind :

)
l‘ D R L L L L LT L I T R L P P P L ) ERETEUTITEE L PV Ty
%}
KA H A AR b P rh AP AP EREEE AN R RN AR A R EE R Ry b3 AR AN A | a o R E R R A AT AN AN F YRR R a A R SRR NN I EE IR R A AR

]
e R L R B I R N L e T R e T P

}
B R R R R R L L L R R R T S LI E T LR T LT T TP PPy .

R

P L L R e T T e L L T P e Ty P P PR TR T T Y PR

Selanjutova disebut vang melakukan pemasukan atey Pihak Pertama;

| PO . _.........cccccccc e cavusias loue, KON SUNUNROO, SN, SO, .. . SO
DPPPRROUO B ... OO ... ... B N O o PR
2} .
,,,,,,, N rrrrg o SO Y W e e RN S
PRUPTPRORI I, 7 S :

T E AR MR ARA A L v aa i KN A LU RE e f kb Ak I rE R AR R A EIERRE,

Selanjutnya dissbut yang menerima pemasukan atau perseroan. Piluk Kedua;

Para penghadap menerangkar, bzhwa pihak pertama dengan akta ini me-
masukkan kedslam perserosn ferbatss [ ...

berkedudukan di v eeineaeens e O30 pErSEroan menerima pemasukan
dari pihak pertama .

sehahagin: N :
SERANAEAN 1) Gari tanah H 2 K 7 oo eeoeeosooneess NGO oo
gebidang

- terietak di ’

BRI AR RN AR I LECE AR EREEEE g P RRE R RN b bETEEy

Daerals Tingkat 1 O FOUS OO PORITRION
Daerah Tingkat II D e
Kecamatan :
Besa § eeemmscetursrniane v YA st nean ey h et uns
diuraikan dalam gambar situasi R ¢ PRI - SO
Iuas tanah L veverrarees Consrovsreesmseosnnesannneoeesnenes JMIGERE; 1
herukuran panjang kurang-iebih D eenevrere £ vevrennressececrsrmcacerranneennnees § HEEET;3)
febar kurang-lebih DU QRUUIOURROUURRUTIDIOIND B . 13 (- vk

RN RAF AR T ra s NI AR Rk ARt

sEEzasmne SETITTRL PROT B A I Y T
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porsit nomor Daltar ., kohir nomor oo Blok
dan berbatasan i schelah :

{ltora L rrremertssremonsseresrenesesensrressmsmssesaresnennes O
Timur L et er e ee v er e rerer e ror s e ssrarrns vatanrans
Selatan © eveemran oo eeeens s onas st reersipanenss e )
Barat oo esinmraee soneearnesens st snemeremnms

Selanjutayn pary penghadap mencrangkan
babiwa pomasukan dalam persercsn terbatas ini meliputi pula bungunan yang ada 1

di atas funal fersebul, yaitu BErubll T i v s e

bahwa pemasukan dalam perseroan terbatas ini dindlai dengan harga Rp. ..
bahwa pihak pertama mengaku $01ah Menerima ..o e
sabam dalam persoroan LETDRIAS | . i iiee resvssens rirrenrsaviartreesssesrsiverssnsaseres serbeossn

semugnys dengan harga nominal R oocieccnns o

dunn untak peserimaan saham-caham Hu akia ind beriaku sebagal tandz penerimaan-
nya,

behwa pemnasehan dalam perseroan terbatas ind diakukmt dengan syarai-syarat
seperh berikut

Pasal |,

Mulai harl ini tanah-hak/dan bangunan '7 vang dinraikan dalem akia i telsh
diserahkan kepaeda perserpan, yang mengaku pula telah menerima penyerahan
ity dan segala keuntungan yang didapat dari serta segals kerugian/beban yang
diderita atas tarah-hakfdan bangunan ') temebut di atas menfadi hak/tangeungan
perscroan sebagal pemilik sah,

Pasai 2.

Pihak pertama menjamin, bahwa fanah-hakfdan bangunan ' tersebut di akss
tidak dikenakar sesuatu sitasn atau {ersangkut sebagsl tanggungan untuk sesuaty
piutang atau diberati dengan Geban-beban lainnya.

Pasal 3.

Jika perseroan tidak mendapat izin dari mstansi pemberi izin yang berwenang

untuk menerimy pemasukan tanah-hak terscbut sehingga pemasukan ini menjadi

batal, maka pengikut-sertaan pihak pertama dalam persercan dignggap tidak pernah
terjaci dan dengan demikian perianjgian inipun diangesp Hdak pernah diadskan.

Prospek Permodalan..., Yustina Pratini, FH Ul, 2009



EL AR é}
a3
o

R LR LR TR L e PP P P RN NN TR E L
PR L LT T TA T FELEITTI e P RNl A NS K EAIEA NI AN LA AREIA N NETTIA 4 RA PR A Gy ksl

B HH F A BT ek ARl pa A R R m L KN R T st A a g n PE A B A NN ER A4 R P b AR Y E A Lan s mh NHAA T RN N R TIN N CA AR A rrTI LA A AR T T kS A nmn e aa

Penyikizslah akru in dibuat & BadipPan oo

N b mmm W S M TR AR Lk b AR F FE e VA BB S TA T At N N RN FE AR R R A h S ET g AW A A Ry T AR RN F e RN AV A EEETIAN p AP EETIAN A Ra
AR A YRR E T A bR TETA A4S pumded + s A kN AR ME BRI R A U ETar P b A i u KA rmn A M S AT IR AT AN ANT RSt LT R vrriame muwwrzzEasa
PR NN AT A EETA MR AW war b AR R ETET A P EA T EE RN e d b d b B fH AN T U AT IR m P KT T E R R P PSR II AN NI EFITAR N ARk RE

NN N R A KET A pu R AR K TII RN KA R I EEE Rl R R A L mA N b s T AR R NN NN T T AN I AL NN N TR A WUV ET s £ AR TSI R FACL NN B AU LT

YANG MELAKUKAN PEMASUKAN YANG MENEKIMA PEMASUKAN
{ PIHAK PERTAMA ) { PERSEROCAN )

F)

PENJABAT Pembuat AKTA TANAH.

SAKSI - SAKSI :

- A A IN N EE WLk AR R RS b r bR N PRI KR RKT e e Ay R R L
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Keterangan :

Lo

ANl

Yang tidak verlu dicoret.

Diist nama, umur, kewarganegaraan, pekerjaan, tempat tinggal jika iz bersuami
disebutkan juga keterangan diatas mengenat suaminya,

Diisi nama, jabatannya pada Persercan dan tempat kedudukan Perscroannye.
Diisi dan diuraikan sebagaimana mestinya jika diperfukan,

Ruangan kosong disediakan bilamana diperlukan tambahan syarat-syarainya.
Diisi nama, umur, kewarganegaraan, pekerjaan, tempat tingpal parm saksi,

Prospek Permodalan..., Yustina Pratini, FH Ul, 2009




UNTUR MEMBIRA # 74700 0 #5800 W AN BEDERAFPA SSPER LE
DESGAN BRGve = Boian a8 SERAC AT RERIKUT

TAHAP PERTAMA CRIORON R IERAEY S G HAN

TAHAP KEDUA
- TAHAP KETIGA
TAMAP KEEMPAT
z’nm? KELIMA
TAHAP KEENAM
TAHAF KETUILH

TAHAP KEDEL AP AR

TAHAP RESERPIL A

TAHAP DEEPULTIL

CATATAN : Tag naw

-

. fv’t‘Q: "’F.‘*M

womed e e Lol

COAONEYSNRT OO DM
% ot P i

HH
RN '\.u..% At e ¥ e "

I"

s Bt C0s 122 { USAHA PERKEEUN —‘C\

MOHON 'Q....},Gm‘tH}’L‘, LIEPMIN /PRIA
MES0ONTZR LOEAST

BENDMEND ARSI AMDAT

o NMEOR

__ “""‘v"'h‘“'\
2 AA =

o

CPENGUETR N TANAR TANAH ‘1.-\.‘{{3 SUL AW

EBASEAN
(IO PEMERIRRA S TANAR B
AT AR HY

R Y et s e T
.‘.fo.xim-\‘}.ﬂ.\‘ R

T 4Gu

Hbnr L prreepa ! Frre 2
gl — oenleen sidn evin g

wdelnay 2 digtas

Prospek Permodalan..., Yustina Pratini, FH Ul, 2009



1. INTORATASI LA

4w

AT

ADALATH D INFORALAZT AENGENAT LAHAN YANG
MENTARGEUT KONDISI FISTE LAHAN,
PENGGUNAAMNTANAH, MASATAH SOSIAL
ERONOM VANG DISAMPATEAN REPADA
INVESTOR.

3 120N USAHA PEREFRWUS 0% A0~ {aH . ADALAH IZIN TERTULIS YANG WAIIB DI

AGLIKI OLEH PERUSAHAAN UNTUK
DAPAT MELAKUKAN USAHA BUDI
DAYAPEREERUNAN DAN ATAU USAHA

INDUSTRL
3. IEINLOFEASI ADALAK D IZIN VARG DIBERIKAN KEPAD A PERUSAHAAN

*BGU ADALAK

*HGE ADALAY

*HM ADALAH

* HP ADALAY

UNTUK MEMPEROLEH TANAKH SESUATTATA
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